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ABSTRAK

Konsumen adalah salah satu unsur yang sangat menentukan dalam
bisnis perbankan. Sehingea perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini
merupakan hal yang patut mendapat perhatian dan semua pibak.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam tesis ini diangkat iiga
permasalahan . Pertama bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah.
Kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan serta ketiga
faktor — faktor apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap
konsumen perbankan

‘ Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara bank
dengan nasabah  berbentuk perjanjian vang mengandung sifat kepercayaan.
Perlindungan hukum kepada konsumen perbankan dalam prakteknya belum
berjalan sebagaimana mestinya. Adapun Faktor yang menjadi kendala adalah faktor
yang berasal dari dirt konsumen dan faktor di luar konsumen. Faktor dari .diri
konsumen seperti kurangnya informasi yang diperoleh konsumen, kondisi sosial
budaya, pendidikan, tingkat ekonomi serta lemahnya posisi konsumen ketika
berhubungan dengan bank. Faktor dari luar konsumen berkaitan déngan
penggunaan teknologi perbankan serta kurang berperannya pihak — pibhak yang
terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan..

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan lebih lanjut yang mengatur
secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan serfa
peran aktif dari berbagai pihak sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

konsumen perbankan ini dapat berjalan dengan optimal.




Abstract

Consumers is one of many crucial elements in banking business. As a resuit law
protection for banking consumers has the biggest attention among all parts.

Related to those matters, this thesis has brought three problems. First, how is the law
relationship between bank and it's consumer. The second is how the law protection for

the banking consumers. Finally what factor is becomes the barrier in the law protection
for banking consumers.

The analysis for the rescarch results has concluded that the law relationship between the
bank and it's consumer have been connected on behalf of law act and based on trust. The
law protection for banking consumers in those acfivities has not been working properly.
The factors which bacame the barrier are come from the consumers itself and the external
factors of consumers.From the consumers themselves like lack of mformation, conditions
of social culture, education, economis level and bargaining power of the consumer when
dealing with the bank. External factors involving the use of banking technology and less
involvement among all parts involved to improve law protection for banking consumers.

- Therefore, there should be a further policy which arranges specific law protection for
banking consumers and active roles from all parts to make sure that faw protection for
banking consumers works with optimum result.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga perbankan adalah salah satu bentuk dari lembaga keuangan

yang mempunyai fungsi penting sebagai perantara pihak yang kelebihan dana

dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan adanya fungsi penting ini maka

perbankan tidak dapat membatasi diri pada usaha penempatan dana saja tetapi

juga harus memberikan jasa — jasa umum yang dibutubkan masyarakat.

Jasa — jasa yang dilaluken bank menurut Undang - Undang No. 7 Tahun

1992 tentang Perbankan adalah harus sesvai dengan ketentuan yang ada yaitu

berdasar pada jenis banknya. Dengan penggolongan jenis bank ini maka menurut

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang — Undang tentang Perbankan, jasa yang dapat

dilakukan oleh bank wmum adalah sebagai berikut

1.

2.

Penghimpunan dana dari masyarakat.

Pemberian kyedit

. Penerbitan surat pengakuan hutang

Tual beli surat bertharga.

. Pemindahan uang ( transfer ).

Penempatan dan peminjaman dana dari sesama bank.

Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga.

. Penyimpanan barang dan surat berharga.

Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lam.

-
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10. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga y;cmg tidak tercatat di

bursa efek.

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kvedit, kegiatan wali

amanat.

12. Melakukan pembiayaan berdasar prinsip syariah.

13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing,

14. Melakukan kegiatan penyertaan modal.

15. Pengurusan dan pendirian dana pensiun.

Pemberian jasa — jasa yang dilakukan suatu bank tersebut pada dasamya
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang dalam hal ini bertindak scbagai
konsumen pengguna jasa — jasa bank .

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa
perbankan, berada pada dua posisi yaﬁg dapat bergantian sesuai dengan sisi mana
mereka berada. Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan
dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat
berharga ( obligasi / commercial paper Ymaka pada saat itu kedudukannva sebagai
kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran danma, nasabah peminjam
berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. *

Berkaitan dengan jasa — jasa yang dilakukan bank ini juga akan
menimbulkan hubungan bukum antara bank dengan pasabahnya. Kedudukan bank
dalam hubungan hukum ini adalah berada pada posisi yang lebih kuat dibanding
dengan nasabah sebagai konsumennya. Konsumen sebagai pengguna jasa
perbankan sering dikondisikan dan diposisikan sebagai pihak yang lemah dan “

dikatahkan” terlebih jika suatu saat terjadi masalah.

! Muhamad Djurahana, Hukwm Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditva Bakii, Bandung, 2003,
hal.283 :

ot




Pengaduan konsumen yang menyangkut jasa perbankan menjadi rumit,
ketika materi permasalaban yang terjadi bersifat sistematis. Dalam prakteknya
jika menyangkut permasalahan yang sistematis, maka sekritis apapun sikap
konsumen, posisi konsumen tetap berada di pihak vang lemah jika berhadapan
dengan bank. Juga dalam hal penppunaan jasa perbankan laindya seperii kariu
kredit, transfer, kartu ATM dan sebagainya nasabah sering dimgikan dan tidak
mendapat perlindungan hukum yang semestinya. Persoatan perlindungan hukum
konsumen terhadap jasa perbankan selain berkaitan dengan hubungan hukum
antara nasabah dengan bank, juga menyangkut perangkat hukum yang digunakan.
Hal ini memertukan perhatian yang khusus mengingat lembaga perbankan adalah
lembaga yang mengandatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik wmtuk mejakukan
penglitian yang Dberkaitan dengan perlindungan konsumen - terhadap jasa

perbankan.

. Perumusan masalah
Berdasarkan wuraian pada -1atar belakang penelitian, maka dapat
dirmmuskan permasalahan sebagai berikut
1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur,
nasabah debitur serta nasabah pengguna jasa perbankan tainnya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kounsumen pengguna jasa
perbankan ?
3. Kendala — kendala apa sajakah yang mempengaruhi perindungan hukum

terhadap konsumen pengguna jasa perbankan ?

b J




C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara

analitis tentang perlindungan konsumen atas jasa perbankan, sedangkan secara

khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1.

Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum  antara bank dengan
nasabahnya baik nasabah kreditur , nasabah debitur serta nasabah pengguna
jasa bauk lainnya.

Untuk mengkaji dan menjelaskan perlindungan hukum terbadap konsumen

pengguna jasa perbankan,

. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala - kendala apa sajakab yang

mempengaruhi  perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa

perbankan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap jasa perbankan int

diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi praktis m.auf;un segi

teoritis, yaitu :

1.

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapken dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Tlmu hukum |
yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen khususaya
pertindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

Dari segi praktis, penelitian imi diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.




G. Kerangka Pemikiran
Instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal — hal yang
berkaitan dengan konsumen adalah Undang — Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 poin 2 disebutkan bahwa konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang tain, maupun hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Berdasar uraian pasal tersebut diatas, maka pengertian tentang
. konsumen dapat diberikan batasan — batasan sebagai berikut :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkean barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan /
atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/ jasa lain atau
untuk diperdagangkan ( tujuan komersial ).

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang m.éndapatkan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga den tidak untuk
diperdagangkan kembali { non komersial ). 2

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen: dalam
undang — undang ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya undang
— undang tentang perlindungan konsumen adalah untk memberikan perlindungan
hukum vang lebih bakk kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat

disejajarkan dengan produsen secara umum,

2 A Nasution, Mudem Perlindungrn Korsumen Suatu Pengemar, Diadit Media, Jokarta, 2002, hal 13




Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari  hukum
konsumen yang memuat asas — asas atau kaidah yang bersifat mengatur, dan
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. * Hal ini didasari
kenyataan bahwa secara universal kedudukan antara konsumen dengan produsen
tidak seimbang atau konmsumen berada pada kedudukan yang lemah jika
dibandingkan dengan produsen. Sehingga kepentingan perlindungan bagi konsumen
ini berkaitan dengan penggunaan atas suatu produk ( barang danfatau jasa ).

Demikian halnya bagi konsumen jasa perbankan, dengan berlakunya
Undang — Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan
memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha
jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;

. memberika_n informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan jasa yang diberikannya ;

¢. memperiakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatf’;

d. menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar

perbankan yang bertaku *

Tuntutan — tuntatan tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat
hubungan konsumen atau nasabab dengan bank merupakan bubungan yang
simbiosis. Bank membutuhkan konsumen scbagai sumber utama perolehan dana
sedangkan konsumen memerlukan pelayanan atas jasa perbankan. Selain itu jasa
perbankan adalah refleksi dani kegiatan lembaga perbankan yang berupa lembaga

perantata keuangan { financial intermediary ) sebagai bentuk kegiatan utamanya

3 Az Nasution, Konsumen dan Hidaun, Pustaka Sinac Harepar, Jakarta, 1993, hal63
* Muhamad Djumhana, Op,cit, hal. 28!




dan di bidang delivery system sebagai bentuk kegaitan di bidang administrasi dan
layanan. >
Menurut ketentuan Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan yang telah diadakan perubahan dengan Undang - Undang No.10 Tabun
1998, jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan harus sesuai dengan jenis
banknya. Sehingga penggolongan bank berdasar jenisnya ini akan mempengaruhi
jasa — jasa yang ditawarkan perbankan kepada konsumennya. Ada jasa perbankan
yang hanya dapat dilakukan oleh bank wmum saja schingga Bank Perkreditan
Rakyat tidak dapat memberikan pelayanan jasa perbankan tersebut.
Jasa - jasa yang dilakukan perbankan pada dasarnya dapat digolongkan
menjadi : ‘
a. Jasa pelayanan umum
1. Menerbitkan Surat Pengalman Hutang
Yaitu jika bank menerbitkan sertifikat deposito, tabungan, saido rekening
koran, travellers cheque dan sebagainya
2. Perdagangan surat — surat berharga
Berdasar Pasal 6 poin d Undang - Undang tentang Perbankan, bank
membeli, menjual, ataw menjamin atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa :
- surat — surat wesel termasuk wesel vang diakseptasi oleh bank yang

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam

perdagangan surat — surat yang dimaksud ;

% ibid, hal 287

=1




- surat pengakuan dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagargan surat — surat yang
dimaksud;

- kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;

- Sertifikat Bank Indonesia { SBI };

- obligasi ;

- surat — surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, dan

- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu
tahun.

3. Pelayanan ancka jasa

Adalah pelayanan tambahan yang diberikan bank untuk memenuti

kebutuhan nasabah, yang meliputi :

- transfer

- penyediaan tempat penyimpanan

- kegiatan anjak piutang

- penyertaan modal

- bertindak sebagai wali amanat

b. Usaha devisa
Transaksi devisa yang melibatkan bank adalah sebagai berikut :

- jual beli valuta asing

- transaksi ekspor impor

- transaksi devisa lainnya

‘Dari jasa — jasa pérbankan vang disebutkan diatas, jasa yang paling utama
adalah penghimpunan dana dari wasyarakat yang berbentuk tabungan, giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito atau bentuk lainnya vang dipersamakan




dengan itu. Jadi usaha penghimpunan dana ini merupakan fulang punggung dana
yang dikelola oleh bank.

Berkaitan dengan beraneka ragamnya jasa perbankan , suatu bank dapat
melakukan usaha tersebut | sebagian, selumubnva, atau bahkan dapat
mengembangkan jasa — jasa perbankan yang lain sepanjang tidak berteniangan
dengan peratoran yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan oleh suatu bank
mengingat persaimngan antar bank yang semakin tajam sehingga membutuhkan
usaha — usaha untuk memperoleh nasabah sebanyak — banyaknya dalam rangka
memperoleh dana yang sebesar - besarnya dari masyarakat.

Salah satu usaha memenangkan persaingan tersebut adalab pengembangan
produk perbankan yaitu dengan sistem pembayaran elektronik atau penggunaan
teknologi yang semakin maju. Di satu sisi, jasa perbankan yang menggunakan
teknologi ini akan n_lemberikan pengaruh yang positif karena bank d.apat
memberikan kenyamanan, ketepatan maupun kemanan kepada nasabah. Tetapi di
sisi lain kemajuan teknologi dalam industri perbankan ini juga memberikan
dampak negatif terhadap konsumennya, yaitu kurangnya perlindungan terhatliap
konsumen terutama jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

Di Indonesia, hukum positif  tentang perlindungan terhadap konsumen
perbankan secara khusus belum diatur. Tetapi keseluruhan peraturan tentang
perbankan vang berlandaskan prinsip kehati — hatian sebenarnya adalah bentuk
perlindungan umum terhadap konsumennya. Hal ini seperti yang terdapat dalam
Pasal 34 Undang ~ Undang No. 7 Tahun 1997 yang mengharuskan bank untak
membuat laporan berkala yang dapat diketahwii publik. Tujuan pembuatan laporan
berkala ini agar publik sebagai konsumen perbankan dapat mengetahui jalan usaha

guatu bank termasuk resiko vang akan dihadapinya.




F. Metode penelitian

Penulisan tesis ini membutubkan data yang akurat, keakuratan data tersebut dapat

diperoleh melalui prosedur sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sckunder, yaitu data yang
diperoleh dari bahan pustaka dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris
yang bertumpu pada data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. 6
Pendekatan yuridis normatif  digunakan karena dalam penelitian ioi akan
dilakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan
perlindungan terhadgp konsumen pengguna jasa perbankan. Sedangkan
pendekatan yuridis empiris digunakan karena dalam penelitian ini akan dilakukan
studi untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hal — hal yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap konsuinen pengguna jasa perbankan serta
kendala- kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen
pengguna jasa perbankan.
Bank dalam hal ini sebagai institusi bukan hanya merupakan gejala normatif,
tetapi dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai kaitan yang crat dengan
realitas sosial yang ada dalam wasyarakat. Dengan demikian dengan
digunakann.ya pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dalam
penelitian ini diharapkan mampu ﬁemberikan penjelasan atas permasalahan yang

diteliti.

¢ Soerinno Soekanto dan St Niamudi, Penclition Hukum Normalif, Rajmwali Press, Takarta. hal. 14
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2. Spesifikasi Penelitian

Spesifixasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalab
penehitian deskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang
berlaku dikaitkan dengan teori — teoii hukum dan pelaksanaan hukum positif yang
menyangkut permasalahan tersebut diatas.

Dikatakan deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan akan
diperoleh gambaran secara menyehurah dan sistematis mengenal hubungan hukum
antara bank dengan konsumen berikut perlindungan hukummnya bagt konsumen
perbankan serta kendala — kemdala yang mempengarohi perlindongan hukum
terhadap konsumen eprbunkan. Analistis karena kemudian akan dilakukan analisis
terhadap berbagai aspek hukuin yang berkaitan dengan hubungan hukwm antara
bank deltfgan nasabah, _per}jndxmgan hukum terhadap konsumen pengguna jasa
perbankan serta kendala- kendala yang mempengaruhi perlindungan hukam

terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

3. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini penenfuan sampel dilakuan secara purposive
sampling. Dengan metode ini, sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu
dengan melihat pada ciri — ciri, sifat atan kavakteristik tertentu yang merupakan
ciri utama dari obyek yang diteliti.

Konkritnya akan ditentukan siapa yang terlibat dalam perimdungan
hukum terhadap konsumen perbankan yang terdiri dari berbagai pihak yaitu ©

- bank

- konsumen perbankan
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- lembaga konswnen.
Bertolak dari informasi kunci yaitu orang yang teriibat dalam perlindungan
hukum terhadap kobsumen perbankan ini, maka secara snowbolling akan
dilakukan penggalian data pada informan — informan lainnya hingga terjawab

permasalahan penelitian

4. Metode Pengumputan data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi |
a. Studi kepustakaan
1. Bahan hukum primer
1.1 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
1.2 Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
1.3 Undax_lg — Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang — Undang No. 7 Talun 1992 Tentang Perbankan
14 Undang — Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
1.5 Peraturan perundang — undangan lainnya yang mempunyai kaitan
dengan permasalahan penelitian
2. Bahan hukum sekunder
1.1 Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
1.2 Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis
1.3 Makalah — makalah dan jenis tulisan lain yang relevan dengan
penelitian.
3. Bahan hukum tersier

3.1 Kamus dan ensiklopedia
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3.2 Majalah dan surat kabar
b. Studi lapangan

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi lapangan dengan
melakukan wawancara. Interview atau wawancara merupakan suatu taktik
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang
dilakukan secara sistematis didasarkan pada tajuan research.

Wawancara dilakukan terthadap sumber informasi yang telah ditentukan
sebelumnya dengan berdasar pada pedoman wawancara atau daftar
pertanyaan dan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan , sehingga tipe
wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat disebut dengan
wawancara yang terstruktur, dan tidak berstruktur. Hal ini  dilakukan
umiuk dapat mempercleh jawaban vang lengkap dan mendalam serta
memberikan gambaran perindungen  hukum  terhadap konsumen

perbankan

5. Metode Analisa Data
Setelah proses pengumpulan data selesai, maka data tersebut diolah
dengan melakukan editing dan penyusunan data — data tersebut sesuai
perumusan permasalahan penelitian ini. Data yang telah disusun - secara
sistematik ini akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis normatit
kualitatif Analisis normatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap
peraturan yang ada sebagai bulum positif yang mengatur petlindungan

terhadap konsumen pengguna jasa perbankan. Sedangkan analisis kualitatif

7 Ronny Hanitiio Soemitro, Metodologi Penelition Hulawn dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakada,
1696, 11al.21 :
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adalah melakukan analisis secara diskriptif dari hal — hal yang disampaikan

responden yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan .

6. Teknik pengecekan validitas data

Untuk mengecek validitas data digunakan teknik trianguiasi Gata yaitu
tekqik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pemba;lding terhadap
data itu. ®

Dalam penelitian ini , teknik pemeriksaan triangulasi yang digunakan
adalah tringulasi sumber, yaitn membandingkan dan mengecek balik derajad
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda.

Suatu penelitian disebut memenuhi kriteria-obj ektivitas jika persyaratan
validitas dan keterandalan dipenuhi, karena dalam suata penelitan objektivitas
ini adalah hal yang mutlak Dalam makna luas, sebuah penelitian dipandang

memenuhi kriteria objektivitas, jika memenuhi persyaratan minimum berikut :

st

. desain penelitian dibuat secara baik dan benar ;

2. fokus penelitian yang tepat ;

3. instrumen dan cara pendataan yang akurat ;

4. pengotahan dan analisis data dilakukan secara benar ;

5. penarikan kesimpulan dilakukan secara kongruen dengan hasil anahsis
data ;

6. hasil penelitian memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan perbaikan

pratikal ; dan

8 ganfiah Faisal, Penclitian Kualitaif Desar - Dasar dan Aplikasinya. Y A3, Malang, hal.$8




7. rekomendasi penelitian memiliki kegunaan bagi pengembangan lebih

lanjut, ?

L Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebapai berikai
: Bab I ( Pendahuluan ), bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk
pembahasan — pembahasan berikutova, vang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan, Kerangka Teori, Twjuan Penelitian, Kontribusi Penelitian,
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab I (Tinjauan Pustaka ) yaitu Tinjauan uwmum tentang usaha
perbankan di Indonesia yang meliputi : pengaturan usaha perbankan pada
umumnya, jenis dan usaha perbankan, pelayanan jasa perbankan. Tinjauan
tentang konsumen pe_rbankan yang terdiri dari pihak — pihak yang termasuk
konsumen perbankan, kepentingan konsumen perbankan, perlindungan
konsumen perbankan Tinjauan temtang perlindungan hukum terhadap
konsumen pengguna jasa perbankan vang terdiri dari komsep perlindungan
konsumen berdasar Undang — Undang Tentang Perlindungan Konsumen, aspek
hukum perlindungan konsumen serta ketentuan hukum perbankan yang memuat
perlindungan hukum tethadap konsumen perbankan.

Selanjumya Bab 111 (Hasil Peneliﬁan dan Analisis ), bab ini
menguraikan hasil penelitian lapangan tentang hubungan hukum  bank dengan
nasabah kreditur, nasabah debifur serfa nasabah pengguna jasa perbankan

lainnya, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan,

9 Sudarwan Danim, Menjadi Peaeliti Kualitatif, Pustaka Setia. Bandung, 2002, hal. 179




kendala - kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen
pengguna jasa perbankan.
Penulisan tesis ini diakhiri dengan Bab TV ( Penutup ) , pada bagian ini

disajikan kesimpulan — kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan

selanjutnya diberikan saran — saran sebagai rckomendasi bagi pihak yang

berkepentingan
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan umum tentang usaha perbankan di Indonesia
1. Pengaturan us‘aha perbankan pada umumnya
1.1 Pengertian bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang — Undang No.iO Tahun 1998, bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dal%;.-m bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk — bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat baﬁyak.

Pengertian bank yang lain dapat kita temukan dalam Kamus Perbankan yang
menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik
uang, menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan
jasa — jasa dalam lalu - lintas pembayaran dan peredaran vang. ' Sedangkan definisi
bank menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut :

1. Prof.G.M.Verryn Stuart
Prof.G.M.Verryn Stuart datam bukunya Bank Politik mengatakan bahwa bank
adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik

dengan alat — alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya

" Kertopati dkk, Kamus Perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,1980,hal 12
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dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat — alat penukar baru
berupa uang giral. 2
2. Pierson

Pengertian bank menurut Pierson adalah badan yang menerima simpanan dari

masyarakat dalam bentu giro, deposito berjangka maupun tabungan.

3. A. Abdurrachman
A. Abdurrachman dalam bukunya Ensiklopedia FEkonomi Keuangan dan
Perdugangan menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lémbaga keuangan yang
melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan

mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

penyimpanan benda — benda berharga, membiayai usaha perusahaan —

perusahaan, dan lain - lain M

1.2 Asas dan fungsi perbankan

1.2.1. Asas perbankan

Menurut Pasal 2 Undang — Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan,

* perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati — hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud
dalam asas perbankan ini adalah demokrasi berdasar Pancasila dan Undang —

Undang Dasar 1945.

’? Thomas Suyatno,dkk,Kelwubagaan Perbankan PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2001,hal.1
3 pratama Rahardjo, Uang dan Bank, Rineka Cipta,Jakarta, 1990,hal 25
' Thomas Suyatno,Op.Cit,hal.2
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Berkaitan dengan prinsip kehati — hatian , berdasar Surat Edaran Bank
Indonesia N§.30/ 15/UPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip
Kehati- hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pen.gambilaiihanﬁ
Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana disebutkan bahwa :

- bank dalam menerima kewajiban antar bank dari bank lain wajib
dilakukan berdasar prinsip kehati hatian dan tidak melebihi 100 %
dari modal inti bank. |

- bank dapat meﬂetapkan sendiri pertumbuhan penyediaan dana
dengan mempertimbangkan prinsip kehati — hatian dan semua risiko

usaha.

1.2.2. Fungsi perbankan |

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran
1‘ dan fungsi yang strategis dalam perekonomian nasional. Berdasar Pasal 2 Undang —
i Undang fentang Perbankan, fungsi perbankan disebutkan .sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang — Undang No. 7
Tahun 1992 juga dinyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataaﬂ,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah péningkatan kesejahteraan

rakyat banyak.
Berdasar uraian diatas, maka perbankan nasional berfungsi sebagai agent
10 development, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung

' pelaksanaan pembangunan nasional. Selain fungsi sebagai agen pembangunan, pada
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hakekatnya perbankan juga mempunyai fungsi yang lain yaitu sebagai agent of
trust atau lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa — jasa di bidang

keuangan kepada masyarakat.

1.3. Sistem perbankan

Industri perbankan nasional merupakan industri di bidang keuangan yang
memiliki peran penting dalam roda perekonomién negara. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, perbankan memiliki risiko usaha , permasalahan — permasalahan
strategis juga perubahan — perubahan yang harus dihadapi untuk masa mendatang,
Untuk itu diperlukar sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien agar
dapat meningkatkan ketahanan dan kestabilan industri perbankan untuk jangka
waktu yang panjang.‘

Sistem perbankan nasional tersebut diwujudkan dalam Arsitektur

Perbankan Indonesia yang pada hekekatnya merupakan :

\. Policy recommendation bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi |

segala perubahan yang terjadi di masa mendatang,

2. Policy direction mengenai arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun
waklu yang cukup panjang. . i

As a tool of banking engineering atau berfungsi sebagai alat untuk perubahan —

SJJ

perubahan industri perbankan yang menjadi platform dan sasaran yang akan

dituju oleh perbankan nasional .

1> Agus Sudiarto, Arsitektur Perbankan Indonesia Kebutuhan Dan Tantangan Perbankan Ke Depan,
Kompas 5 Juni 2003
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Jadi pada dasarnya Arsitektur perbankan Indonesia adalah suatu kerangka
dasar sistem perbankan nasional yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah,
‘bentuk dan tatanan industri perbankan dalam rentang waktu lima sampai sepuluh

tahun kedepan. Dalam Arsitektur perbankan Ind'onesia ini terkandung enam pi'i'c;.r
sebagai landasan untuk mencapai suatu sistem ?perbankan yang sehat, kuat dan
cfisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai berikut :
1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nésional yang

berkesinambungan.

Pilar pertama dari API ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian
fundamental perbankan yang lebih kuat, yaitu dengan melaluil program — program
a. Memperkuat permodalan bank, yaitu dengan meningkatkan persyaratan

modal minimum bagi bank umum menjadi Rp 100 milyar dan

e g

mempertzhankan persyaratan modal Rp.3 triliun untuk pendirian bank

i

baru sampai dengan 1 Januari 2011,
b. Memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat, yaitu melalui :
- peningkatan linkage program antar bank umum dengan BPR.
- Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR
- Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR
c. Meningkatkan akses kredit, dengan cara memfasilitasi pembentukan skim
penjaminan kredit dan mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha

tertentu
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2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu
pada standar internasional.
Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan ini dapat dicapai melalui
tahapan — tahapan :
a. Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan
dengan :
- melibatkan pihak [II dalam setiap pembuatan kebijakan
perbankan ;

- membentuk panel ahli perbankan ;

- memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankar di daerah
maupun pusat.
b. Implementasi best practices ketentuan yang bersifat internasional dalam

penyelenggaraan perbankan nasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi

serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

Industri perbankan yang kuat membutubkan pengawasan bank yang
independen , efektif serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Karena
bank — bank selain melakukan kegiatan usaha yang bersifat konvensional juga
melakukan kegiatan usaha lain yang mempunyai risiko tinggi . Langkah
peningkatan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan dengan :

- Meningkatkan koordinasi antar lembagé pengawas ;

- Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia ;

- Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank.




4. Menciptakan good corporate governance aalam rangka memperkuat kondisi
internal perbankan nasional.

Terwuwjudnya good corporate gavernancé dapat dicapai dengan peningkatan
kualitas manajemen dan operasional perbankan . Karena peningkatan kualitas
manajemen dan operastonal merupakan upaya untuk memperkecil risiko yang
dihadapi bank terutama risiko operasional.

5. Mewuyjudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri

perbankan yang sehat.

Pilar kelima APl ini dapat terwujud dengan mengembangkan dan
mengoptimalkan credit burcau. Konsep credit burequ disini adalah
tersedianya data historis kondisi keuangan calon debitur sehingga dengan
adanya credit bureau tersebut bank memilki kapasitas untuk meningkatkan
kualitas kredit‘ sekaligus mengurangi potensi risiko kredit yang muncul. ie

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.
Masalah pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan ini
mendapat perhatian yang khusus dalam APl Hal ini merupakan upaya untuk
menempatkan konsumen jasa perbankan dalam kedudukan sejajar dengan
bank. Untuk mencapai pemberdayaﬁn dan perlindungan konsumen jasa
perbankan ini dapat ditempuh dengan cara :
- Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah.
- Membentuk kembaga mediasi independen

- Menyusun transparansi produk.

16 Agus Sudiarto, Membangun Fundamental Perbankan Yang Kuat, Media Indonesia, 26 Januari 2004




- Mempromosikan edukasi untuk konsumen.

1.4. Bank Sebagai lembaga keuangan
Bank adalah lembaga yang kegiatan uszhanya berkaitan erat 'dengén
kegiatan — kegiatan di bidang keuangan. Secara umum aktivitas pokok bank adalah
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.
Dari kegiatan — kegiatan usaha tersebut, bank memperoleh keuntungan utama dari
selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman
atau kredit yang disalurkan. |
Perbedaan yang ada antara bank scbagai lembaga keuangan dengan
lembaga keuangan non bank lainnya adalah terletak pada fungsinya. Dalam
pengertian bank yang tercantum dalam Undang — Undang tentang Perbankan
terkandung unsur — ﬁnsur sebagai berikut :
1. Lembaga keuangan
Kegiatan usaha bank adalah berkaitan deng:;n fungsinya sebagai lembaga
keuangan, yaitu kegiatan peredaran uang dalam raﬁgka melancarkan seluruh
aktivitas keuangan masyarakat. Oleh karena itu terdapat ketentuan mengenai
kegiatan — kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bank sebagaimana
dinyatakan dalam Undang — Undang No. 7 Tahun 1992 serta perubahannya
dengan Undang - Undang  No. 10 Tahun 1998.
2. Menghimpun dana dari masyarakat
Aktivitas ménghimpun dana dari masyarakat yang disebut kegiatan funding

mempunyai pengertian mengumpuikan atau mencari dana dengan cara
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membeli dari masyarakat:. Cara menghimpun dana ini dapat dilakukan dengan
berbagai strategi schingga masyarakat tertarik menanamkan dananya dalam
bentuk simpanan.
3. Lembaga perantara
Seperti yéng telah kita ketahui, bank adalah lembaga perantara (financial
intermediary) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang
membutuhkan dana. Dari dana yang berhasil dihimpun dari pihak yang
kelebihan dana tersebut olch bank diputarkan kembali atau disalurkan kepada
pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.
4. Tjin dari Bank Sentral.
Kegiatan usaha yang dilakukan bank harus memperoleh ijin dari Bank Senﬁal
yaitu Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau membuka
cabang barul m‘aka harus memenuhi berbagai’ persyaratan yang telah
ditentukan Bank Indonesia yang menyangkut :
- Susuna.n organisasi dan kepengurusan
- Permodalan
- Kepemilikan
- Keahlian di bidang perbankan
- Kelayakan rencana kerja
2. Jenis dan usaha perbankan
2.1. Jenis dan usaha bank
Jenis bank

Jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

(UPT-PUS 1AR-UNDIP)




a. Berdasarkan fungsinya

Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimarna dimaksud dalam Undang
- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ( Pasal | angka 3 Undang
— Undang No. 10 Tahun 1998 )

Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.( Pasal 1
angka 4 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 )

Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan
tertentu d;cln memberikan perhatian yang lebih besar kepada kepiatan

tertentu ( Pasal 5 ayat 2 Undang _ Undang No. 10 Tahun 1998 )

b. Berdasarkan kepemilikan

Bank umum milik negara, adalah bank yang hanya dapat didirik‘an
berdasar undang — undang

Bank umum swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan
menjalankan usaha setelah mendapat ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.
Bank Campuran, .yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau
lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh

warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki
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sepenuhnya oleh warga nergara Indonesia, dengan satu atau lebih bank
yang berkedudukan di luar negeri. 7
c. Berdasarkan penciptaan vang giral
- Bank primer, merupakan bank yang dapat menciptakan uang giral yaitu
melalui cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo bank
nasabah. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum
- Bank sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam
penyaluran kredit
Setelah berlaklinya Undang — Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana
dirubah dengan Undang — Undang No. 10 Tahun 1998 terjadi penyederhanaan jenis
bank sebagai berikut :
a. Bank umum
Peraturan Barik Indonesia No 2/27/PBI/2000 menetapkan ketentuan bank
umum, yaitu :
- bank umum atau bank komersial yang melakukan usaha secara
konvensional dapat berbentuk badan hukum PT, koperasi atau Perusahaan
Daerah ;
- bank umum hanya dapat didirikan olei; warga negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia atau dengan pihak asing secara kemitraan dimana

untuk menjalankan usahanya harus mendapat ijin usaha dari Bank

Indonesia ;

17 Widjanarto,Hukur dan Ketentuan Perbankan dilndonesia,P'T Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2003,hal 57
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- modal setor untuk mendirikan bank umum adalah sekurang — kurangnya 3
triliun rupiah yang berupa sctoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain
yang dimungkinkan oleh peraturan pe;rundang —undangan ;

- pihak asing dapat menyetor modal bank setinggi- tingginya 99 % dari
modal S/ang disetor.

b. Bank Perkreditan Rakyat
Berdasar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR
tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasar
Prinsip Syariah, untuk Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan ketentuan sebagi
berikut :

- BPR hanyg da;.)at didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia ;

- Terdapat larangan bagi BPR untuk melakukan usaha dalam hal :

I menerima simpanan berupa giro dan ikut serta

dalam lalu lintas pembayaran.

2. kegiatan usaha dalam valuta asing
3. melakukan penyertaan modal
4. melakukan usaha perasuransian

melakukan usaha — usaha lain dari yang telah

th

ditentukan
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Usaha bank

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank pada prinsipnya ada dua yaitu
usaha penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tetapi usaha
— usaha yang diiakukan bank ini dapat diperluas sebagaimana tercantum dalam
ketentuan Pasal 6 Undang — Undang No. 7 Tahun {992 yang kemudian diubah
dengan Undang — Undang No. [0 Tahun 1998 yaitu bank umum dapat melakukan

usaha — usaha sebagat berikut :
a. menghimpun dana dari masx_arakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabuﬁgan

dan atau bentuk iainnya yang dipersamakan dengan itu ;

b. memberikan kredit ;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. surat — surat wesel termasuk wesel yang
diakseptasi oieh bank yang masa beriakunya tidak
iebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan
surat - surat dimaksud ;

2, surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya
yang masa beriakunya tidak Iebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat -— surat

dimaksud ;

]
(s




W

kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan

pemerintah ;

Sertitikat Bank Indonesia (SBI) ;

Obligasti ; .

surat dagang berjangka waktu sampai dengan [

{satu ) tahun ;

instrumen surat berharga lain yang berjangka

waktu sampai dengan 1 ( satu ) tahun ;
memindahkan uang baik untuk kepentingan sendirt maupun
untuk kepentingan nasabah |,

menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya ;

menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan
meiakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
menyediakaﬁ tempat untuk menyimpan barang, dan surat
berharga ,

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan kontrak;

meiakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lamnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di

bursa efek ;




membeli meiaiui peielangan agunan baitk semua maupun
sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut
wajib dicairkan secepatnya ;

meiakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wall amanat ;

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syanah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan undang — undang ini

dan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Selain melakukan kepiatan usaha tersebut di atas, menurut Pasal 7 Undang —

Undang — Undang No 10 Tahun 1998 juga menyebutkan bahwa bank umum dapat

pula:

melakukan kegiatan dalam vaiuta asing dengén
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
[Indonesia

melakukan kegiatan penyertaan modal pada
bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,
seperti sewa guna wusaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring

penyelesaian dan  penyimpanan, -dengan

Y]
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mémenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia ;

C. - melakukan  kegiatan  penyeriaan  modal
sementara uﬁtuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
kembali - penyertannya, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan
pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan
dalam perundang — undangan dana pensiun yang

berlaku.

2.2. Usaha perbankan pada sisi pasiva dari neraca

Salah satu kegiatan usaha pokok perbankan adalah kegiatan untuk
memperoleh dana pada sisi pasiva yang nantinya dapat ditempatkan pada sisi
posisi penting dalam pertumbuhan suatu bank.

Untuk memperkokoh sisi pasiva dari neraca maka suatu bank harus
mencari dana dari pihak yang kelebihan dana. Setelah dana tersebut berhasil
dihimpun maka bank harus dapat mengandalkan sisi pasivanya dan harus mampu
mengatur keseimbangan antara 3 ( tiga ) hal, yaitu :

1. dana yang berhasil dihimpun ;




2. jangka waktu dana tersebut disimpan ;
3. bunga bank.

'~ Sisi pasiva yang berhasil dihimpun bank kemudian ditempatkan untuk penyaluran
kredit. Usaha perbankan yang merupakan sisi pasiva bank tersebut dapat diperoieh
melaiul :

- tabungan
-  simpanan giro
- deposito

- sertifikat depostlo

2.3. Usaha perbankan pada sisi aktiva pada neraca
Sisi aktiva adalah sisi yang menunjukkan pos —~ pos dimana bank pada
umumnya memperoieh pendapatan dari usaha pengumpuian dana pada sisi pasiva.
Sisi ini adalah sisi yang aktit dimana setiap dana yang ada pada bank dipergunakan
untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin. BAda 3 Jenis aktiva sebagai
dana pokok bagi bank, yaitu :
1. Kas
Kas dipergunakan untuk hal — hal yang berkaitan dengan transaksi perbankan
yaitu memenuhi kewajiban bank kepada nasabah yang akan menarik dananya.

Kas ini menunjukkan pada voiume mata uang kertas dan mata uvang logam

yang disimpan atau dimiliki bank dalam brankasnya.
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2. Saldo di Bank Sentrai
Setiap bank umum di Indonesia harus menempatkan rekening giro pada bank
Indonesia yaitu rekening aktiva di mana bank umum menyimpan sejumlah
tertentu uang rupiah dan valuta asing. Penempatan sejumiah dana tertentu
pada Bank Indonesia ini adalah sebesar 3 % dari dana pihak ketiga bank baik
dalam bentuk rupiah maupun valuta asing ( Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.28/113/KEP/DIR)

3. Penempatan dana pada pihak lain
Penempatan dana pada pihak lain dapat berbentuk sindikasi, proyek kerja
sama atau hubungan kerja sama antara bank yang salu dengan bank yang
lainnya. Dalam menetapkan hubungan kerja sama ini harus memperhatikan
bonafiditas bank yang dapat dilihat melalui :
- laporan pub.likasi wajib bank
- informasi yang diperoleh dari BDank Indonesia mengenai tingkat kesehatan

bank

2.4. Lembaga penunjang usaha bank
Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang — Undang No. 10 Tahun 1998,
bank dapat melakukan kegiatan — kegiatan usaha lain yailu kegiatan penyeriaan
modal di bidang keuangan . Kegiatan penyertaan modal ini pada dasarnya merupakan
salah satu bagian dari kegiatan usaha penanaman dana  untuk memperoleh

pendapatan bagi bank.,




Z.4.1. Pasar uang antar bank

Transaksi dalam pasar uang antar bank adalah transaksi jangka pendek,
kegiatan ini dapat diikuti oleh bank umum dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dana — dana bank misainya :

a. Bank — bank vyang sangat memerlukan dana tambahan untuk
menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan /atau
untuk memenuhi kertentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas.

b. Bank — bank y..':mg mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan
dana tersebut untuk memperoleh asset dalam rangka mendapat
rentabilitas vang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu
yang relatif pendek B

2.4.2. Asuransi

Asuransi merupakan perusahaan yang menunjang usaha perbankan, yaitu
menunjang kegiatan perkreditan khususnya menyangkut jaminan kredit. Karena
asuransi disini bertindak sebagai perusahaan yang mau dan sanggup mengambil
resiko yang akan dihadapi bank. Peran asuransi yang seperti ini adalah sesuai
dengan kata assurance yang berarli menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Pengertian asuransi secara yuridis dapat kita lihat | daiam_ Undang
Undang No. I Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi yang menyebutkan ;

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premii asuransi untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

¥ Thomas Suyatno,op.cit,hal. 86
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kehilangan keuntungan yang di-harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Selanjutnya dalam Pasal 246 KUHD juga disebutkan bahwa tujuan asuransi adalah
untuk mencegah setidak — tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin
timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang - barang yang
dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.

Berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan di bidang kredit maupun
berhubungan dengan nasabah bankhubungan antara penanggung dengan
tertanggung ditetapkan dalam perjanjian asuransi yang didasarkan pada prinsip —
prinsip :

a. Itikad baik
Penetapan suatu kontrak atas pihak tertanggung dengan penanggung
didasarkan pada itikad baik tentang hal — hal yang berbentuk materiil
maupun immateriil.

b. Ganti rugi
Prinsip ini mengandung arti mengembalikan posisi keuangan tertanggung
setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum kerugian tersebut terjadi.
Penggunaan prinsip ini tidak berlaku dalam kontrak asuransi jiwa dan

asuransi kecelakaan
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c. Insurable interest
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa
sesecorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan
mempunyai kepentingan atas barang yang dipestanggungkan.
d. Subrograsi
Yaitu jika teranggung telah mendapat ganti rugi lmaka ia tidak berhak
mendapat penggantian dari pihak lain. Artinya penggantian kerugian tidak
mungkin lebih besar dari kerugian yang benar — benar dideritanya.
e. Kontribust
Adalah suatu prinsip dimana penanggung mempunyai hak untuk mengajak
penanggung — penanggung lain yang memiliki kepntingan yang sama untuk
membayar ggnti rugi kepada tertanggung. 20
2.4.3. Leasing
Kegiatan utama leasing atau sewa guna usaha adalah bergerak dalam
bidang pembiayaan untuk keperluan barang —~ barang modal yang diperlukan
masyarakat. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No
1169/KMK 01/1991 adalah
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa
guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak

opsi ( operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara berkala.

M y asmir, Bank denn Lembaga Keuaugan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 282.




Berdasarkan definisi tersebut diatas, pihak — pihak yang terlibat dalam
pemberian fasilitas leasing adalah :
a. lessor, yaitu perusahaan leasing
b. {essee, adalah pihak yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor.
c. Supplier, yaitu perusahaan yang menyediakan barang yang akan dileasing
d. Asuransi, merupakan perusahaan yang menanggung resiko atas perjanjian
lessor dengan lesse.

Perusahaan leasing ini dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang
berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh rﬁelakukan kegiatan
yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk
uang 2!

2.4.4. Modal ventura

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
pembiayaan bagi investasi yang berisiko tinggi. Kegiatan pembiayaan yang
dilakukan perusahaan modal ventura ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu
panjang yailu dengan cara melakukan penyertaan fangsung ke dalam perusahaan
yang dibiayainya.

Pengertian perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden No. 61
Tahun 1998 adalah badan ﬁsaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.

Tujuan dari perusahan modal ventura melakukan pembiayaan bisnis berisiko tinggi

adalah :

M ibid, hel 257
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a. memperoleh keuntungan berupa deviden dari penyertaan modalnya
dalam bentuk saham ;
b. memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari
transaksi penjualan dan pembelian surat — surat berharga ( saham ) ;
c. Mémperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu
sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. 2
2.4.5. Dana Pensiun
Pengcrtizin dana pensiun menurut Pasal 1 angka | Undang — Undang No.
11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program - program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya
dalam Pasal I Angka 4 juga disebutkan pengertian tentang dana pensiun lembaga
keuangan yaitu :
Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik
karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi
kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
Mengacu pada ketentuan diatas maka bank dalam hal ini bank umum
dapat mendirikan dana pensiun dengan cara mengajukan permohonan pengesahan
kepada Menteri Keuangan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti:
1. Memenuhi tingkat kesehatan bank yang mencakup ketentuan penyediaan modal
minimum bank, kualitas aktiva produktif serta batas maksimum pemberian
kredit.

2. Memiliki kesiapan di bidang organisasi, sistem administrasi, sistem pengelolaan

data dan personel untuk menyelenggarakan dana pensiun.

2 ihid, hal.302.
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Berkaitan dengan kekayaan dana pensiun yang didirikan bank maka
berdasar Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun Lembaga Keuangan dapat dihimpun dart :

a. luran peserta ;

b. hasil investasi ;

¢. pengalihan dari dana pensiun fain
dengan adanya ketentuan bahwa pembentukan kekayaan dana pensiun tersebut
harus terpisah dari kekayaan bank umum yang bersangkutan. '

Menyangkut investasi dana pensiun, dalam Keputusan Menteri Keuangan
No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dan Pensiun ditetapkan bahwa investasi
tersebut hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

1. Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito pada bank ;

2. Saham, obli éasi , dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek ;

3. Pencmpatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang yang
diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia.

4. Tanah, bangunan atau tanah dan bangunan di Indonesia ;

5. Unit penyertaan reksadana sebagimana yang dimaksud dalam Undang —
Undang tentang Pasar Modal ;

6. Sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan pemerintah

Republik Indonesia.
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3. Pelayanan jasa perbankan

3.1, Pengertian jasa perbankan

Bank sefain sebagai lembaga mediator antara pihak yang kelebihan dana
dengan pihak yang membutuhkan dana juga merupakan lembaga keuangan yang

melakukan kegiatan usaha membeli atau menjual jasa — jasa perbankan. Definisi

¥asa menurut Phillip Kotler adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat
dikaitkan dengan suatu produk fisik. s

Berkaitan dengan pengertian tersebut maka jasa perbankan pada
>alckamyva merupakan suatu bentuk kegiatan yang diberikan bank kepada pihdk
-am dengan memiliki - karakteristik seperti selalu melekat pada sumbemnya,
~muknva tidak berwujud serta memiliki keanekaragaman. Jasa perbankan ini
“~aurut Ketentuan Undang — Undang No. 7 Tahun 1992 maupun perubahannya
>ongan Undang — Undang No. 10 Tzhun 1998 dipengaruhi oleh jenis bank yang
Nvsangkutan. Dengan demikian ada ketentuan jasa — jasa perbankan tertentu yang
ez dapat dilakukan bank umum saja dan tidak dapat dilakukan oleh Bank

o

\roditan Rakyat.

.= Jass perbankan

~

.11, Jasa penghimpunan dana

Kegiatan operasional bank tidak sepenuhnya mengunakan dana dari bank

=>nghti tetapi juga dana dari pihak lain yaitu dengan cara menghimpun dana dari

NEEr e WS adoan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara fakaria,2002,hal. 143
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sumber — sumber dana yang terdapat di masyarakat. Secara garis besar sumber dana
bagi bank berasal dari 3 ( tiga ) komponen, yaitu :
} 1. Dana yang bersumber dari bank sendiri,
Adalah sumber dana yang berasal dari modal yang disstor pemegang saham,
cadangan bank yang berupa laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham
serta laba bank yang belum dibagi.
2. Dana yang dihimpun dari masyarakat,

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang penting dan dapat dianggap
sebagai tulang punggung kegiatan operasional bank. Usaha menghimpun

dana dari masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro,

tabungan atau deposito.
3. Dana yang berasal dari pinjaman lembaga lain

Yaitu sumber dana yang berasal dari pihak ketiga seperti kredit Iikuiditas

Bank Indonesia atau melalui pinjaman antar bank
Dari berbagai sumber dana tersebut diatas, penghimpunan dana dari masyarakat
J merupakan sumber dana yang s;lngat diandalkan oleh bank. Hal ini terkait dengan
fungsi pokok bank sebagai lembaga perantara antara pihak .yang kelebihan dana
dengan pihak yang kekurangan dana.

Pelaksanaan bentuk penghimpunan dana dari pihak ketiga menurut

Undang — Undang No. 7 Tahun 1992 dibedakan antara Bank Umum dengan Bank

Perkreditan Rakyat. Untuk Bank umum, penghimpunan dana dari masyarakat

tersebut dapat berbentuk tabungan, rekening giro serta deposito. Sedangkan batgi
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Bank Perkreditan Rakyat , usaha penghimpunan dana dapat dilakukan dalam bentuk
tabungan, simpanan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
3.2.1.1. Tabungan

Tabungan mempunyai definisi sebagai simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ( Pasal
1 angka 9 Undang — Undang No. 10 Tahun 1998 ).

Sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1998, bank — bank di
Indonesia termasuk bank asing diperbolehkan untuk mengembangkan sendiri
berbagai jenis tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan
batasan sebagai berikut :

i. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah.

2. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank tersebut
atau alat yang disediakan untuk keperiuan tersebut dan tidak dapat dilakukan
dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran
lainnya yang sejenis.

3. Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan
saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum.**

3.2.1.2 Deposito
Pasal 1 angka 7 Undang — Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan

definisi deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

! Widjanarto,op.cit,hal. 71
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pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Jenis — jenis deposito ini adﬁ tiga, yaitu :

1.  Sertifikat deposito, adalah deposito berjangka dalam bentuk sertifikat yang
dapat dipindahtangankan karena bentuk deposito ini diterbitkan atas
tunjuk.

2. Deposito on call, merupakan deposito harian yang penarikan dananya
dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh nasabah yang
bersangkutan dengan perjanjian jangka waktu yang telah disepakati bank
dan nasabah.

3. Deposito berjangka, yaitu deposito yang diterbitkanu dalam jangka waktu
tertentu, atas nama perorangan maupun lembaga.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.21/27/UPG dan Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia No.21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, tentang

penerbitan Sertifikat Deposito oleh bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,

ketentuan penerbitan sertifikat deposito diatur sebagai berikut :

1. Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nominal
sekurang — kurangny.a Rp 1 juta.

2. Jangka waktu sertifikat deposito sekurang — kurangnya 30 ( tiga puluh) hari
dan selama-lamanya 24 ( dua puluh empat ) bulan.

3. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan di pasar uang, sehingga untuk
melindungi pemegangnyé diperlukan keseragaman bentuk, isi dan redaksinya

dengan persyaratan yaitu
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- Kata — kata sertifikat deposito dan dapat diperdagangkan ditulis dalam
ukuran besar sehingga mudah dilihat.

- Nomor seri dan nomor urut.

- Nama dan tempat kedudukan penerbit.

- Tanggal dan tempat penerbitan.

- Tingkat bunga atau diskonto

- Pernyataan bahwa penerbit mengikét diri untuk membayar sejumlah uang
tertentu dalam rupiah. pada tanggal dan tempat tertentu

- Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.

- Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito
diterbitkan.

Selain itu pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausula
yang sekurang — kurangnya menyatakan bahwa

- penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan
piutangnya ;

_  sertifikat deposito dapat dijual belikan dan dapat dipindahtangankan
dengan cara penyerahan ;

- pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu‘atau éesudahnya dengan
menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh
pembawa.

3.2.1.3. Rekening giro 7
Giro adalah salah satu jasa layanan bank yang memberikan keuntungan

kepada bank maupun nasabah. Bagi bank, rekening giro ini merupakan salah satu
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sumber dana yang utama sedangkan bagi nasabah, giro adalah alat transaksi yang
mudah dan praktis. Menurut pasal 1 angka 6 Undang _Undang No. 10 Tahun 1998,
pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan 23,
1. Cek
Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang
memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang
kepada pihak yang‘ disebutkan di dalamnya atau kepada pemilik cek
tersebut.
2. Bilyet giro
Adalah svrat perintah dari nasabéh kepada nasabah yang memelihara
rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari
rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan
namanya pada bank yang sama atau bank lain.
3. Alat pembayaran lainnya
Yaitu surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas
yang ditandatangani pemegang rekening atau kﬁasanya untuk membayar
sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank

lainnya.

2% Kasmir, op.cit, hal.66-68
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3.2.2. Jasa penyaluran kredit
3.2.2.1 Pengertian dan fungsi kredit

Kegiatan bank dalam penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan
usaha yang sangat penting dan pokok bagi suatu bank, karena pendapatan dari
kredit yang berupa bunga memberikan pendapatan yang paling besar jika
dibandingkan dengan pendapatan jasa — jasa perbankan lainnya.

Usaha penyaluran kredit ini harus dilakukan berdasar prinsip kehati —
hatian dan kepercayaan, hal ini sesuai dengan asal kata kredit yaitu “credere” yang
artinya kepercayaan yaitu kepercayaan yang diperoleh atau diterima seseorang
dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Pengertian kredit yang lain dapat kita lihat dari pendapat A.Abdurrahman
yang memberi arti kredit sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau
kesanggupan akan .mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan
barang atau jasa dengan perjanjian akan membayamya kelak.?® Sedangkan Bymont
P. Kent memberikan definisi kredit sebagai hak untuk menerima pembayaran atau
kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang
akan datang karena penyerahan barang — barang sekarang. 27

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang—Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 memberikan
pengertian kredit sebagai pcnyediaan vang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

26 Munir Fuady,Hukum Perkreditan Kontemporer,PT Citra Aditya Bakti,Bandung,1996,hal.6
77 Malayu SP Hasibuan,op.cit,hal 88
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bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit yang dilakukan bank kepada pihak yang memerlukan
tambahan modal atau dana pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan perseorangan atau badan sehingga diharapkan membawa pengaruh
kepada tahapan yang lebih baik. Dari sisi ekonomi dan perdagangan, kredit
mempunyai fungsi antara lain :

1. Meningkatkan daya guna uang

Uang yang disalurkan kepada debitur mempunyai tujuan untuk
memperiuas atau meningkatkan usaha sehingga dgpat memperbesar
produksi, usaha maupun .perdagangan. Jadi fungsi kredit disini
adalah ];eningkatan daya guna vang untuk meningkatkaﬁ hal — hal
yang bérkaitan dengan pruduktifitas usaha.

2. Meningkatan peredaran lalu lintas uang

Fungsi pemberian kredit adalah untuk menciptakan pertambahan
peredaran uang giral dan sejenisnya sehingga peredaran lalu lintas
uang dapat meningkaf dan bertambah secara kualitatif dan
kuantitatif.

3. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Kredit dapat menciptakan kegairahan berusaha terutama bagi pelaku
usaha, karena dengan penambahan dana dapat digunakan untuk
meningkatkan volume dan produktifitas usaha.

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
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Stabilitas ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap

perekonomizn nasional. Untuk itu pemberian kredit harus diarabkan

kepada sekior — sektor yang produktif dan berpengéi"uh terhadap
kepentingan masyarakat. Dengan langkah ini maka diharapkan dapat
menciptakan stabilitas ekonomi yang menunjang pelaksanaan
pembangunan.

i 5.Meningkatkan hubungan internasional

Hubungan internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara antar

lain melalui pemberian kredit antar negara, sehingga hubungan

ekonomi dan perdagangan yang terjadi akan semakin erat. Fungsi
kredit seperti ini lazim dilakukan negara — negara yang kuat sumber
dananya yang ditujukan kepada negara — negara lain yang secara
ekonomi masih lemah.

3.2.2.2 Unsur — unsur kredit

Penyaluran kredit sebagai salah satn bentuk usaha pokok perbankan dalam

pelaksanaannya harus memperhatikan unsur — unsur sebagai berikut :
1. Kepercayaan
Berupa keyakinan dari pemberi kredit bahwa dalam jangka waktu
tertentu di masa mendatang penerima kredit akan sanggup
mengembalikan prestasi yang telah diterima sebagal pinjaman.
2. Jangka waktu
Adalah suatu masa yang merupakan jatgk jangka waktu antara

pemberian kredit dan pengembaliannya.
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3. Tingkat resiko
Tingkat resiko ini merupakan kemungkinan — kemungkinan atau
resiko — resiko sebagai akibat adanya jangka waktu dalam pemberian
kredit. Untuk menghadapi tingkat resiko yang terjadi maka dalam
‘kredit diperlukan jaminan,
4, Prestasi
Adalah sesuatu yang akan dijadikan sebagai obyek kredit yang dapat
berbentuk u.ang, barang atau jasa. 2
3.2.2.3 Jenis — jenis kredit
Kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan berdasarkan
kriteria tertentu, yaitu :
i. Menurut jangka waktu
- Kredit jangka pendek,
Yaitu kredit dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan biasanya
digunakan untuk modal kerja.
- Kreditjangka menengaﬁ
Adalah kredit yang berjangka waktu 1 sampi dengan 3 tahun dan
dimanfaatkan untuk investasi. |
- Kredit jangka panjang
Jangka waktu kredit ini maksimal 5 tahun dan digunakan dalam rangka
investasi jangka panjang.

2. Menurut tujuan kredit

2¥ Rimsky K Judisseno, Sisten Moneter Dan Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2002, hal.28
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- Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri, jadi tidak ada
pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan.
- Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli
barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan
barang dagangan tersebut.

3. Menurut jaminan

- Krédit tanpa jaminan
Kredit yang diberikan tanpa jéﬁxinan barang tertentu tetapi dengan
mélihat karakter,. loyalitas, dan prospek usaha calon debitur serta
diberikan bank dengan sangat selektif,
- Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan berdasar jaminan tertentu dengan maksud
memudahkan kreditur apabila debitur wanprestasi.
| 4. Menurut segi kegunaannya
- Kredit investasi
Kredit yang biasanya digunakan untuk keperiuan perinasan usaha atau
! hal — hal yang berkaitan dengan investasi produktif.
- Kredit modal kerja
Kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam

operasional atau untuk menambah modal usaha debitur.
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5. Menurut kelembagaan
- Kredit likuiditas
Kredit yang diberikan Bank Sentral ‘kepada bank — bank yang
beroperasi di Indonesia dengan tujuan sebagai dana untuk membiayai
kegiatan perkreditan.
- Pinjaman antar bank
Kredit yang diberikan bank yang kelebihan dana kepada bank yang
kekurangan dana, pelaksanaan pemberian kredit ini dapat
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun cek, promes atau
sarana lainya.
- Kredit p‘erbankan
Yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha
dan atau konsumsi. *
3.2.2.4. Jaminan dalam kredit
Syarat adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan langkah yang
aman bagi pihak kreditur, mengingat setiap kredit yang macet akan dapat ditutup
oleh jaminan tersebut. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon
debitur adalah sebagai berikut
a. Jaminan benda berwujud
Jaminan ini berupa.barang — barang yang dapat dijadikan jaminan seperti
tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin — mesin atau peralatan dan

sebagainya.

29 Munir Fuady, op.cit, hal 30
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b. Jaminan benda tidak berwujud
Benda — benda yang merupakan surat — surat yang dijadikan jaminan
seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, promes, sertifikat deposito,
wesel dan lain — lain
¢. Jaminan brang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang.dan apabila kredit tersebut
macet maka orang yang memberikan jaminanlah yang menanggung
resikonya.
3.2.2.5 Prinsip - prinsip kredit
Sebelum bank memberikan kredit kepada nasabah, maka bank tersebut
terlebih dulu melakukan penilaian atas diri nasabah , yang didasarkan pada :
a. Character
Adalah keyakinan tentang sifat atau watak dasar dari calon debitur apakah
benar — benar dapat dipercaya. Untuk mengetahui karakter ini maka analisis
kredit perlu menyelidiki dan mencari informasi yang lengkap tentang diri
calon debitur tersebut.
b. Capuaciiy
Yaitu kemampuan dari calon debitur, dalam arti agar debitur dapat memenuhi
kewajiban pembayaran kreditnya maka harus memiliki kemampuan keuangan
yang baik. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari pendapatan pribadi ( bagi

peororangan ) maupun pendapatan perusahaan ( bagi badan usaha).
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c. Capital
Seseorémg atau badan usaha yang akan menjalankan usaha tentu
membutuhkan modai untuk memperlancar kegiatan usahanya. Penggunaan
modal dari calon debitur tersebut dilihat apakah efektif atau tidak dengan
menganalisa laporan keuangan dan sumber modalnya.

d. Collateral
Adalah jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan kepastian
pembayaran kreditnya apabila di kemudian hari debitur tersebut wanpresta:;i.
Jaminan yang diberikan debitur ini nilainya lebih besar dari kredit yang
diberikan.

e. Condition
Untuk menilat kredit, kondisi ekonomi dan politik pada saat sekarang dan
masa mendatang juga harus diperhatikan. Karena kondisi ini dapat
mempengaruhi kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atas kredit

yang diambilnya. 30

3.2.3 Jasa perbankan yang merupakan fee based income bagi bank
Jasa perbankan ini merupakan kegiatan perbankan yang mendukung dan
memperlancar kegiatan pokok bank dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana
kepada masyarakat. Kelengkapan jasa yang dimiliki suatu bank sangat bergantung
pada kemampuan modal, tenaga, maupun perlengkapan fasilitas yang dimiliki bank

tersebut.

3 Sutaino, Aspek — Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, 93-94
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Jika suatu bank memiliki jasa — jasa yang lengkap dan dapat memenuhi
kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi maka hal ini sangat berpengaruh
juga terhadap keuntungan yang diperoleh bank yaitu berupa fee based income.
Perolehan keuntungan dar jasa perbankan berupa fee based income tidaklah besar
tetapi perolehan keuntungan tersebut semakin dibutuhkan dan nilainya dari tahun

ke tahun terus bertambah, Selain itu, risiko yang dihadapi bank atas jasa — jasa

perbankan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jasa penyaluran kredit.

3.2.3.1. Pengertian jasa perbankan sebagai fee based income
Jasa — jasa lain yang dilakukan bank selain penghimpunan dana dan
penyaluran dana kepada:masyarakat pada dasarnya merupakan sumber pendapatan
atau memberikan keuntungan yang disebut fee based income . Jadi fee based
income ini diperoleh bank dari pendapatan atas transaksi — transaksi keuangan yang
dilakukan konsumennya, baik nasabah maupun non nasabah. Keuntungan atau fee

based income tersebut dapat berupa : .

1. Biaya administrast
Adalah keuntungan yang diperoleh atas penggunaan jasa bank yang
memerlukan administrasi khusus seperti administrasi kredit atau administrasi
nasabah.
2. Biaya kirim
Biaya kirim ini memberikan keuntungan bagi bank atas jasa pengiriman uang

atau transfer yang dilakukan konsumen perbankar.
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3. Biaya provisi dan komisi
Adalah biaya yang biasanya dibebankan atas jasa kredit sehingga merupakan
keuntungan bagi bank. Besarnya biaya provisi dan komisi ini tidak sama
antara nasabah debitur yang satu dengan nasabah debitur yang lain.

4. Biaya sewa
Keuntungan yang dihasilkan atas jasa penyewaan safe deposit box, dengan
besar biaya sewanya yang ditentukan oleh ukuran safe deposit box dan
jangka waktu sewa.

5. Biaya 1uran
Biaya yang dibebankan kepada konsumen kartu kredit bank yang

bersangkutan yang biasanya dikenakan setiap tahun.

3.2.3.2 Jenis jenis jasa perbankan yang memberikan fee based income
a. Transfer

Pasal 6 ayat ¢ Undang — Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyebutkan bahwa bank dapat memindahkan uang baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah atau yang disebut dengan transfer.
Jadi pada hakekatnya transfer adalah salah satu jasa layanan bank yang
diberikan kepada nasabah dimana pihak bank akan memungut sejumlah fee
kepada nasabah pengirim tersebut atas dilakukannya pengiriman uang. Pihak
— pihak yang terlibat dalam transfer adalah :
- Pihak pengirim, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman

uang melalui bank
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- Pihak bank pengirim, merupakan bank yang melakukan pengiriman uang
atas permintaan pihak pengirim.

- Pihak penerima, adalah pihak yang akan menerima kiriman uang melalui
transfer,

- Pihak bank pembayar, yaitu bank yang melakukan pembayaran atas
pengiriman uang kepada penerima.

- Pihak bank pembayar kembali, adalah bank yang berfungsi sebagai
penyedia dana yang akan mengganti uang yang telah dibayarkan .

Transfer ini merupakan jasa layanan yang lazim diber;kan bank kepada
konsumennya, kareiia memberikan keuntungan baik bagi bank maupun bagi
nasabah pengirim. Bagi bank, dengan transfer maka akan diperolch biaya
kirim,_ biaya provisi dan komisi serta sebagai pelayanan bagi nasabahnya.
Sedangkan bagi nasabah, pengiriman uang dapat dilakukan lebih cepat, aman
sampai tujuan serta dengan prosedur yang mudah.

Kemajuan sistem teknologi peibankan juga membawa perubahan
terhadap kegiatan transfer, yaitu yang disebut electronic ﬁ:rfds {ransfer, yang
mempunyai ciri — ciri sebagi berikut .

- Pemakaian sisterh elektronik yang canggih
Sistern elektronik yang digunakan seperti teleks, telepon, mesin atm
sehingga dapat mempercepat proses transfer.

- Menggunakan batch transmission
Yaitu beberapa transfer dapat dilakukan dengan sekali transfer,hal ini

dilakukan dengan pertimbangan -képrak_;isan dan penghematan biaya
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sehingga beberapa transfer dapat diakumulasikan menjadi satu dan
kemudian dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut.

- Adanya peran nasabah yang lebih aktif

Nasabah yang melakukaﬂ transfer merupakan pelaku utama dari pengiriman

uang yang akan dilakukannya sehingga tidak membutuhkan bantuan pegawai

bank ,karena telah menggunakan sistem elektronik yang canggih.*!

b. Inkaso

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat — warkat yang
berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penyelesaian inkaso yang
dilakukan bank dibagi menjadi 2 bagian, yaitn melalui iﬁkaso berdt;kumen
atau inkaso tidak berdokumen. Jika dilakukan dengan inkaso. berdokumen
maka surat yang diinkasokan disertai dokumen yang mewakili surat atau
barang tersebut. Jenis warkat yang dapat diinkasokan adalah warkat — warkat

seperti cek, bilyet giro, wesel, deviden, dan sebagainya

. Bank garansi

Adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu
pihak délam bentuk surat jaminan. Dari rumusan pengertian ini dapat kita lihat
bahwa dalam penerbitan bank garansi terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu :

1. Pihak yang menjamin, yaitu bank yang memberikan jaminan
2. Terjamin, yaitu nasabah yang mendapat jaminan dart bank.
3. Penerima jaminan, adalah pihak ketiga yang menerima jaminan atas

suatu perjanjian dengan pihak terjamin.

3 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern - Buku Kedua PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2001,hal.120
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Pemberian bank garansi kepada pibak terjamin hanya diperkenankan jika
sesuai dengan kemampuan keuangan bank, karena dalam bank garansi selalu
terkandung resiko. Untuk itu bank sebelum memberikan bank garansi kepada
pihak lain harus melakukan penelitian dan penelaghan yang cermat
menyangkut :

- bonafiditas pihak yang diiamin maupun penerima jaminan.

- Jumlah bank garansi yang akan diberikan

- Sifat dan nilai fransaksi yang akan dijamin

- Kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontrajaminan
yang sesuai dengan resiko yang akan dihadapi.

Setiap transaksi-yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya —

biaya yang merupakan pendapatan bagi bank. Biaya — biayz; tersebut meliputi:

- biaya provisi, meliputi sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin
kepada bank, besarnya provisi ini ditetapkan berdasarkan tujuan
penggunaan bank garansi dan persentase.

- Biaya administrasi, merupakan biaya yang dipungut berhubungan dengan
pelaksanaan administrasi.

- Bea materai, yaitu biaya materai untuk surat perjanjian bank garansi

d. Safe deposit box
Safe deposit box adalah suatu tempat berupa kotak dengan ukuran
tertentu yang disewakan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang
berharga atau dokumen — dokumen miliknya. Jasa perbankan ini mempunyai

keunikan yang sekaligus berfungsi untuk menjamin keamanan kotak yaitu
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pembukaan safe deposit box haruslah dilakukan dengan 2 buah anak kunci,
dimana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang nasabah. Barang — barang

yang dapat disimpan dalam safe deposit box antara {ain :

mata uang, logam mulia, atau barang — barang berharga lainnya

kertas berharga, sertifikat atau dokumen ~ dokumen penting

barang — barang lain yang telah disctujui bank secara tertulis.
Sedangkan biaya yang dikenakan kepada nasabah penyewa safe deposit box
meliputi :
- biaya sewa, besarmmya biaya sewa adalah tergantung ukuran box yang
digunakan serta jangka waktu sewa.
- setoran jaminan, yaitu setoran yang dapat diambi! kembali apabila sewa safe
deposit box sudah selesai dan tidak diperpanjang.
e. Kartu kredit
Semakin pesatnya kemajuan teknologi perbankan dan sistem perbankan
menyebabkan kartu kredit yang beredar di masyarakat semakin beragam
schingga memberikan kemudahan — kemudahan bagi pemegangnya.
Pengertian kartu kredit .ini menurut Sri Redjeki Hartono adalah kartu atau
sejenis kartu yang mempunyai fasilitas kredit yang dapat dipergunakan untuk
membayar barang dan atau / jasa di tempat — tempat yang telah ditentukan . **
Pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu kredit ini adalah :
- Pihak penerbit kariu kredit, yattu bank

- Pihak pemegang kartu kredit

32 $1i Redjeki Hartono, Aspek HukumPpenggunaan Kartu Kredit BPHN Depkeh, 1994/1995,hal. 37
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- Pihak penerima kartu kredit yaitu tempat — tempat tertentu yang bersedia
menerima pembayaran melalui kartu kredit
Keleluasaan dan kebebasan pemegang kartu kredit sangat ditentukan
oleh jenis kartu kredit yang dimilikinya, yaitu :
1. Charge card
Pemegang Kkartu kredit jenis ini harus melunasi semua penagihan yang
terjadi atas dirinya sekaligus pada waktu jatuh tempo.
2. Debit card
Adalah kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah dilakukan
melalui pendebetan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat
membuat kartu kredit.
3. Cash card
Adalah kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM
maupun di teller bank.
4. Check guarantee
Yaitu kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek maupun
uang tunai.*?
f. Cek perjalanan ( travellers Cheque )
Cek perjalanan dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai témpat
terutama dimana bank yang mengeluarkan cek tersebut melakukan pengikatan
dan perjanjian. Penerbitan cek perjalanan ini mempunyai bentuk pecahan —

pecahan dalam mata uang rupiah dan mata vang asing, Jika diterbitkan dalam

33 Kasmir, op.cit, hal 321
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mata uang asing maka setiap transaksi yang dilakukan misalnya transaksi
penjualan maupun pencairan mengunakan kurs devisa.

Kemudahan - kemudahan yang diberikan dari penggunaan cek
perjalanan adalah pada saat berbelanja serta mengurangi resiko kehilangan
uang karena cek ini dapat diganti serta dapat dijadikan hadiah kepada pihak
lain,

g. Membantu administrasi usaha nasabah dan menerima setoran — setoran
Jasa ini merupakan bentuk pelayanan dari bank kepada nasabah dimana
banfc bertindak sebagai penasihat usaha bank serta menerima setoran — setoran
yang biasa dilakukan nasabah seperti pembayaran listrik, telpon, pajak,
setoran ONH dan sebagainya.
Atas jasa yang diberikan ini bank memperoleh pendapatan berupa fee
dari nasabah, sebaliknya nasabah mendapat keuntungan dengan terbentuknya

adminstrasi yang baik.

3.2.4.Jasa — jasa perbankan dalam usaha devisa
3.2.4.1. Jual beli valuta asing
Adalah transaksi antara valuta yang dapat ditertma pembayaran dan dapat
diperjualbelikan dan diperdagangkan sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada
saat itu. Transaksi ini menggunakan kurs yang diperoleh setiap hari dari kurs
konversi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia. Kurs tersebut ada 2 macam yaitu
- Kurs jual yaitu pada saat bank menjual yang berarti nasabah membeli

- Kurs beli, adalah pada saat bank membeli yang berarti nasabah menjual.
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Jual beli valuta asing yang dilakukan melalui bank tersebut mempunyai
keuntungan bagi nasabah karena dapat dilakukan untuk transaksi dalam jumlah
besar , adanya jaminan keamanan dan akurasi, serta lebih efektif dan efisien.

3.2.3.2.4.2. Letter of Credit

Letter of credit adalah salah satu jasa bank yang diberikan kepada
masyarakat sebagai instrumen pembayaran dalam ‘transaksi ekspor impor. Jadi
letter of credit pada hakekatnya merupakan janji tertulis dari bank atas perintah
importir untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir setelah eksportir tersebut
memenuhi persyaratan dan kondisi yang ditetapkan dalam letrer of credir.

Pibak — pihak yang terlibat dalam pembukaan letter of credit tersebut

adalah :

1. Importir (applicant )
Yaitu impoﬁir yang meminta bank devisanya untuk membuka letter of
credit guna keperluan eksportir.

2. Eksportir ( beneficiary )
Adalah eksportir yang menerima pemberitahuan tentang kredit dari bank
eksportir dan setelah memenuhi persyaratan dan kondisi letter credit akan
menerima pembayaran.

3. Bank importir ( issuing bank )
Yaitu bank yang membukakan Letter of credit aias permintaan importir,
dengan menyebut nama eksportir dan mengirimkannya kepada advising

bank.
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4. Bank eksportir ( advising bank )
Merupakan bank koresponden , bank yang biasanyé digunakan oleh
eksportir dalam melakukan transaksi serta berlokasi di negara eksportir, **
Letter of credit sebagai instrumen perbankan yang menunjang kegiatan
perdagangan internasional pada prinsipnya mempunyai peranan yattu :
- memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor
- mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang
1mpor

- menjamin kelengkapan dokumen perkapalan.

3.3. 3.3 Pelayanan dan etika bank

Semakin tipgginya tingkat persaingan di dunia perbankan memacu bank —
bank yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan etika yang baik dan benar
kepada nasabahnya. Hal ini dilakukan karena pelayanan dan etika merupakan salah
satu faktor yang penting yang dapat menarik simpati masyarakat selaku konsumen
perbankan. |

Etika mempunyai makna suatu kebiasaan atau aturan baik tertulis
maupun tidak tertulis yang harus ditaati dan bertujuan memberikan landasan moral
bagi para pelaku. *° Demikian halnya di dunia perbankan, etika diperfukan sebagai

ketentuan yang harus ditaati dan dijalankan oleh pelaku bisnis perbankan. Secara

" Amir MS, Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor,PPM, Jakarta 2003 hal.3
" Muhamad Djumhana,Rahasia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996 hal 46
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jelasnya etika dalam perbankan dirumuskan secara khusus dalam Prinsip Kode Etik
Bankir, sebagai berikut :
1. Seorang banlar patuh dan taat pada ketentuan perundang —undangan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang
bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan
keputusan dalam hal terdapat perientangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah da;n banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan
yang ditetapkan bapknya ierhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan,
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri
pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra

profesinya.®®

B. Konsumen jasa perbankan
1. Pihak — pihak yang termasuk konsumen jasa perbankan
Setiap manusia pada hakekatnya adalah konsumen dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Setiap bidang kegiatan juga membutuhkan konsumen yang

memakai, menggunakan maupun membeli barang dan/atau jasa yang dihasilkan,

3 1bid, hal.50




Demikian halnya di bidang keuangan khususnya perbankan, konsumen merupakan
unsur yang penting dan wtama yang turut menentukan perkembangan suatu bank.

Konsumen dalam perbankan terdiri dari nasabah dan non nasabah. Nasabah
menurut Pasal I Angka 16 Undang — Undang No. 10 Tahun 1998 adalah pihak yang
menggunakan jasa bank. Sedangkan non nasabah memﬁunyai pengertian konsumen
yang melakukan transaksi keuangan melalui bank secara tidak tetap atau pada saat
membutuhkan saja, misalnya menggunakan jasa pengiriman uang melalui bank atau
transfer .

Penggolongan jenis konsumen jasa perbankan tersebut merupakan salah satu
dasar bank untuk menetapkan jumlah biaya yang akan dibebankan atas jasa bank yang
telah digunakan konsumen tersebut. Dalam prakteknya, biaya yang di_bebankan kepada
non nasabah adalah lebih tinggi jika dibandingkan denga;n nasabah. Untuk konsumen
nasabah ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Nasabah kreditur
Adalah nasabah yang menempatkan dananya di baak dalam bentuk simpanah
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. ( Pasal 1
Angka 17 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 )

‘2. Nasabah debitur
Menurut Pasal 1 Angka 18 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 nasabah
debitur mempunyai pengertian sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas
kredit atau pembiayaan be'rdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkntan.
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2. Kepentingan konsumen perbankan
_ Kepentingan konsumen mempunyai kaitan yang erat dengan penggunaan
barang dan /atau jasa yang didasarkan oleh perilaku konsumen itu sendiri. Konsumen
yang satu pasti mempunyai kepentingan yang berbeda dengan konsumen yang
lainnya , juga dengan kepentingan pelaku usaha. |
Bagi konsumen akhir, kepentingan yang ada adalah untuk memenuhi
kebutuhan diri sendiri atau disebut dengan kebutuhan non komersial. Sedangkan
kepentingan pelaku usaha adalah membuat produk atau memperdagangkan sehingga
dapat meningkatkan pendapatan dan penghasilannya. Kepentingan konsumen ini
secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ;
1. Kepentingan fisik
Kepentingan jenis ini meinpunyai hubungan yang erat dengan kepcntingén
badani konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan manfaat
bagi dirinya. Letak kepentingan fisik terutama pada hal — hal yang berhubungan
dengan fisik konsumen misalnya kesehatan, atau‘keselamatan. Jadi j-i-ka dengan
perolehan atau penggunaan barang dan/atau jasa yang dilakukan konsumen
kemudian menimbulkan kerugian atau gangguan pada diri konsumen tersebut
maka ini berarti kepentingan fisiknya telah terganggu.
2. Kepentingan sosial ekonomi
Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen
dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber — sumber ekonomi

mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka Hasil

37 Az Nasution, Op.Cit,hal. 179
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optimal ini akan tercapai jika barang atau jasa yang dibeli atau digunakan
konsumen adalah sesuai dengan harga barang atau jasa tersebut.
3. Kepentingan perlindungan hukum konsumen

Jenis kepentingan ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk

diperhatikan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Yaitu tentang bagaimana

konsumen memperoleh keadilan terutama jika telah terjadi kerugian atau

gangguan atas fisik, jiwa serta tidak diperolehnya keuntungan -optimum dari

penggunaan atau perolehah barang dan/atau jasa. Gangguan atas kepentingan

hukum konsumen ini dapat disebabkan dari faktor :

a. Intern , yaitu berasal dari diri konsumen
Konsumen dalam hal ini sering mempunyai persolan menyangkut
informasi atau kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan atau pemakaian
suatu barang dan atau jasa. Juga karena lemahnya bargaining position
konsumen dan rendahnya kesadaran atas hak — hak yang dimilikinya.
b. Ekstern, yaitu yang berasal dari praktek pelaku usaha

Pelaku usaha vang melakukan praktek niaga yang negatif atau
merugikan konsumen masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari
hari. Masalah seperti ini terjadi karena konsumen cenderung menjadi
obyek aktivitas pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang
sebesar — besarnya seperti dalam kegiatan promosi, cara penjualan serta

adanya perjanjian baku yang ditetapkan pelaku usaha.
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3. Perlindungan konsumen perbankan

Bank,merupakan lembaga yang bersandarkan kepercayaan masyarakat
dengan unsur yang sangat berperan dalam perkembangan suatu bank adalah nasabah .
Untuk semakin meningkatkan keprcayaan masyarakat terhadap bank ini maka bank
melakukan kegiatan — kegiatan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam melakukan transaksi keuangan.

Salah satu masalah yang patut menjadi perhatian dalam kaitannya dengan
peran nasabah tersebut adalah upaya perlindungannya. Undang — Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang — Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
pada dasarnya tidak mengatur perlindungan nasabah bank secara jelas dan terperinei.
Tetapi hal ini bukan berarti tidak ada usaha untuk melindungi nasabah, karena dalam
undang — undang tersebut terdapat ketentuan tentang prinsip kehati- hatian yang harus
dilakukan bank dalam melakukan usahanya.

" Selain itu ketentuan perlindungan hukum kepada nasabah juga tersirat dalam
hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Terlebik lagi dengan
dikeluarkannya Undang — Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang juga mengatur perlindungan konsumen , termasuk konsumen perbankan.

C. Periindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan
1. Konsep perlindungan konsumen berdasar Undang — Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Periindungan Konsumen
Pembentukan aturan yang dinamakan Undang - Undang Perlindungan

Konsumen secara umum mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan
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kepada konsumen dengan tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Jadi dengan
dikeluarkannya undang — undang ini diharapkan sebagai upaya meniadakan tindakan
sewenang- wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk melindungi
kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat q Undang — Undang No. 8
Tahun 1999 mempunyai pengertian segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kapada konsumen, Dari rumusan pengertian ini
dapat kita ketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang
dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam
kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

Masalah kedudukan yang seimbang tersebut secara jelas dan tegas terdapat
dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasakan manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian
hukum. Demikian halnya dengan tujuan perlindungan kosumen telah dinyatakan
dalam Pasal 3 undang — undang ini yaitu :

a. meningkatkan  kesadaran,  kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat kosumen dengan
cara menghindarkannya dari ekses negatif
pemakaian barang dan/atau jasa;

C. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalarﬁ
memilih, menentukan , dan menuntut hak — haknya

sebagai konsumen ;
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d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung  unsur kepastian hukum  dan
keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk
mendapatkan informasi ;

€. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha ;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang
menjamin  kelangsungan wusaha produksi barar;g
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, kemanan, dan
keselamatan konsumen

Selain fokus perﬁatian pada perlindungan konsumen, Undang — Undang No. 8
Tahun 1999 ini juga menekankan pada pentingnya arti dari konsumen seperti yang
terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yaitu :
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang aan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Demikian halnya dalam penjelasan Undang - Undang Perlindungan Konsumen juga
ditegaskan bahwa :
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen
antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu
produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan

suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.
Pengertian konsumen dalam Undang — undang ini adalah konsumen akhir.
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Selanjutnya dalam undang — undang ini juga terdapat pokok — pokok tinjauan

yang termasuk dalam konsep perlindungan hukum kepada konsumen, yaitu terdiri

dari :

a. Tinjauan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian diatas bahwa tujuan Undang

Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan perlindungan kepada

konsumen dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha. Oleh karena

itu itu dalam undang — undang ini selain tercantium hak dan kewajiban

konsumen juga terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban konsumen ( Pasal 4 dan 5 Undang —Undang

Perlindungan Konsumen )

Hak konsumen adalah :

a.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

. mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;

hak untuk memiliki barang dan/atau fasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan ;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa ;

hak untui( didengar pendapat dan keluhannya atas barang den/atau
jasa yang digunakan ;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
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t. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

8 hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif:

b hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantiaﬁ apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mesti nya;

.. bhak — hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang —
undangan lainnya,

Kewajiban konsumen adalah ;

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

b. beritikad baik dalam melakﬁkan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

¢. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha ( Pasal 6 dan 7)

Hak pelaku usaha adalah :

a. hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;

b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beritikad tidak baik ;
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13

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen |

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti scara. hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan ;

hak — hak yang diatur dalam ketentuan pératuran perundang —undangan

lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.

Memperlakui{an atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif ;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku ;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti tugi dan /atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;




g Memberi kompernsasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai -dengan
perjanjian.

b. Tinjauan tentang pencantuman klausula baku
Perjanjian menurut definisi pasal 1313 Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengikatan ini berdasar pasal 1320
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mempunyai syarat — syarat sebagai
berikut :

- scpakat mereka yang mengikatkan dirinya

- kecakapan yang membuat suatu perikatan

- suatu hal tertentu

- suatu sebab yang halal
Berdasarkan rumusan ini maka undang — undang sebenarnya telah

memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas membuat dan melakukan
perjanjian sepanjang memenuhi syarat — syarat tersebut di atas. Kedudukan para
pihak yang melakukan perjanjian tersebut seharusnya dalam keadaan seimbang,
tetapi dalam praktek dunia usaha, kedudukan yang seimbang seperti ini sering
tidak terwujud . Salah satu bentuk ketidakseimbangan tersebut adalah adanya
perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak seperti perjanjian baku.
Perjanjian baku dalam Undang — Undang Perlindungan Konsumen
dirumuskan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat — syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepibak oleh pelaku usaha
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yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.

Kata « baku” dalam perjanjian baku menunjukkan bahwa perjanjian
tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan oleh pihak lainnya.
Perjanjian seperti inilah yang cenderung meneml;atkan salah satu pihak dalam
posisi yang lemah dan merugikan. 'Mclihé.t kenyatéan tersebut maka Undang —
Undang Perlindungan Kc;nsumen merasa perlu ‘untuk mengatur ketentuan
mengenai perjanjian baku yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 sebagai
berikut:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen.

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen. |

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakar
sepihak yang berkaitan dengan barang vang dibeli oleh konsumen secara

angsuran.
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£.

Mengatur perihal pembuktian atag hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsufneﬁ yang menjadi obyek jual beli jasa.
Menyatakan tundukr:lya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
septhak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan Jasa yang
dibelinya, |

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepda pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atan hak jaminan terhadap barang

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain ketentuan tersebut juga terdapat lerangan pencantuman klausula baku

oleh pelaku usaha yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat

dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat

2).

¢. Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa atau perselisihan

Sengketa konsumen dapat diartikan sebagai setiap perselisihan antara

konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa ( pelaku usaha) dalam hubungan

hukum satu sama lain mengenai suatu produk tertentu.’® Jadi setiap konsumen

yang dirugikan dakam kaitannya dengan praktek pelaku usaha dapat

mengajukan gugatan.

*% Az Nasution, Op.Cit, hal 221
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Gugatan tersebut menufut Pasal 46 ayat 1 Undang — Undang Perlindungan
Konsumen dapat dilakukan oleh

a. seorang konsumen yang dirugikan atan ahli waris yang bersangkutan ;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organsasi tersebut adalah
untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan anggaran dasamya ;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atzu dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
dan/atau korban yang tidak sedikit |

Selanjutnya dalam Undang — Undang Perlindungan - Konsumen diatur
tentang penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui ;

1. Cara di lvar pengadilan |

Cara penyelesaian sengketé konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh suatu

lembaga yang disebut Badan Penyelesaian SengketffiKonSumen yang mempunyai

tugas dan wewenang:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara
melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;

¢. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ;
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. memanggil dan n

. memutuskan dan

2. Pengadilan

bahwa putusan yang

. melaporkan kepada -penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan

dalam undang — undang ini ;

menerima penga

tentang terjadinya

uan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen ;

perlindungan kons

. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

umen ;

dianggap ,mengetahui pelanggaran terhadap undang — undang ini ;

meminta bantuan

penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,saksi ahli, atau

setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan huruf h, yang tidak

bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;

mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain

guna penyelidikan dan/atan pemeriksaan ;

konsumen ;

menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak

memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

terhadap perlindungan konsumen,

ketentuan undang

Pasal 54 ayat

. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

— undang ini.

3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen menyatakan

dijatuhkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah

enghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang .




bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, terhadap hal ini tidak menutup
kemungkinan apabila para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat

mengajukan keberatan kepada pengadilan.

2. Aspek hukum perlindungan konsumen
2.1. Aspek hukum perdata
Hukum perdata yang dimaksudkan adalah hukum perdata dalam arti luas
termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah — kauidah kcperdatan yang
termuat dalam berbagain peraturan perundang —ungiangan lainnya, baik tertulis
maupun hukum tidak tertulis. ¥ Aspek hukum Ipcrdata-yang menjadi fokus perhatian
di sini adalah dalam hubungan ﬁntar bank vang mneyédiakan jasa — jasa perbankan
dengan konsumen pengguna jasa perbankan tersebut.
Beberapa hal yang termasuk dalam aspek hukum- perdata yang berkaitan
dengan hubungan antara bank dengan konsumennya adalah :
1. Informasi
Informasi merupakan hal yang penting bagi bank maupun konsumen perbankan.
Bagi bank, informasi mempunyai tujuan untuk mengenalkan produk — produknya
kepada masyarakat. Sedangkan bagi konsumen, informasi ini merupakan sarana
awal sgbelurn menggunakan jasa —jasa yang ditawarkan oleh bank.
2. Perikata:n
Hubungan hukum dan atau masalah antara konsumen perbankan dengan bank

pada umumnya terjadi melalui perikatan yang dilakukan secara tertulis maupun

* ibid,hat.36
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tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, perikatan ini
biasanya merupakan salah satu sebab timbulnya permasalahan bagi konsumen
yaitu adanya perjanjian baku yang dibuat bank. Perjanjian baku tersebut
menyebabkan kedudukan konsumen menjadi lemah karena ketentuan — ketentuan
yang berkaitan dengan hubungan bank dengan konsumen telah ditetapkan oleh

bank secara sepihak.

2.2. Aspek Hukum publik

Aspek hukum publik yang dimaksudkan adalah segi — segl hukum publik yang
menjadi sumber dan atau berpengaruh pada hukum konsumen dan atau hukum
perlindungan konsumen.™ Dari berbagai segi hukum yang termasuk dalam hukum
publik ini, hukum pidana dan hukum administrasi negara merupakan segi hukum
yang palling berpengaruh terhadap hubungan hukum konsumen dengan bank.

Aspek hulkum ini meliputi dua hal utama yaitu mengenai ketentuan pidana
yang menyangkut kejahatan — kejahatan yang erat kaitannya dengan praktek usaha
perbankan dan yang kedua adalah sanksi administratif yang dapat diberikan apabila
terjadi pelanggaran —pelanggaran bagi barang siapa yang menghimpun dana dari

-masyarakat. 4

“ ibid, hal. 108
* S¢i Redjeki Hartono, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Perbankan, Masalah — Masalah

Hukum No. 6, 1993, hal.33
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3. Ketentuan hukum perbankan yang memuat perlindungan hukum kepada

konsumcn perbankan

Bank dalam operasionalnya harus memiliki keseimbangan antara kewajiban
yang harus dijalankan dan éengelolaan bank dengan mengacu pada etika perbankan
dan ketentuan hukum perbankan yang ada. Fungsi ketentuan hukum perbankan ini
adalah sebagai dasar bagi bank dalam melakukan kegiatan usahanya sckaligus
scbagai arahan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan
tersebut, pada dasamya hal ini belum diatur secara khusus dalam ketentuan hukum
perbankan yang telah ada. Tetapi upaya pemberian perlindungan hukuﬁi kepada
konsumen perbankan tersebut tersirat dalam ketentuan — ketentuan hukum perbankan
yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen bank yaitu mengenat kesehatan

bank juga dalam hal petayanan bank yang Baik dan aman.

3.1 Undang - Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Beberzipa ketentuan dalam undang — undang ini yang secara tidak iangsung
berhubungan dengan perlindungan nasabah adalah sebagai berikut
- Adanya kewajiban bank untuk memelihara keschatan bank dengan
mempcrhatikaﬁ aspek permodalan, kulilitasl' aset, kualitas manajemen,
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serata aspek lain yang berhubungan

dengan keadaan bank ( Pasal 29 ayat 1)




-  Pemberian kredit dan kegiatan usaha yang dilakukan bank wajib
menempuh cara — cara yang tidak merngikan bank dan kepentingan
nasabah ( pasal 29 ayat 4)

- Kewajiban bank untuk menyediakan informasi yang mengenal :
kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang
dilakukan melalui bank

- Kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia segala

keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang
telah ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 30 ayat 1)

- Kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca dan
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya beserta laporan berkala

lainnya ( Pasal 34 ayat 1 ).

3.2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR dan Surat
Edaran Bank Indonesia NO. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang
Pengunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank

Penggunaan teknologi sistem informasi bagi bank dapat meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha perbankan sehingga dapat
memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu dan menjamin kerahasiaan
informasi. Teknologi yang digunakan bank untuk peningkatan sistem informasi ini
memberikan kemudahan dalam menjalankan usahanya teratama dalam hal
pengolahan data. Disamping memiliki keunggulan, teknologi sistem informast juga

mengandung risiko yang dapat merugikan kepentingan bank maupun konsumen
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pengguna jasa bank Risiko tersebut dapat berbentuk penyalahgunaan, kehilangan,
atau kerusakan data yang sangat diperlukan dalam operasional bank.

Untuk menghindari risiko — risiko akibat penggunaan teknologi informasi
tersebut maka Bank Indonesia mengeluarkan panduan penggunaan sistem informasi
yang mengatur aspek komunikasi data dan teknologi . Selain itu, manajemen bank
juga harus senantiasa memperhatikan prinsip — prinsip pengawasan dan pengamanan
yang memadai dengan tetap menjaga kerahasiaan bank.

Panduan Bank Indonesia yang menyangkut penggunaan teknologi sistem
informasi dan pelaksanaan prinsip — prinsip pengawasan dan pengamanan oleh
manajemen bank pada hakekatnya merupakan bentuk usaha perlindungar terhadap

konsumen jasa perbankan .

3.3. Undang — Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang —

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan
semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi perbankan mengakibatkan Undang —
Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan memerlukan
penyesuaian untuk mengahadapi berbagai perubahan tersebut.  Untuk  itu
dikeluarkanlah Undang — Undang No. Tahun i§98 sebagai perubahan atas Undang —
undang tentang Perbankan . |

Hal — hal yang terdapat dalam Undang - Undaﬁg No. 10 Tahun 1998 yang

mengubah, menambah maupun merupakan penyesuaian terhadap undang — undang
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tentang perbankan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen perbankan adalah
sebagai berikut ;

1. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( ‘BPPN)
yang melakukan program penyehatan terhadap bank — bank yang
sedang mengalami kesulitan. ( Pasal 37A)

2. Pembentukqn Lembaga Penjamin Simpanan yaitu suatu badan
hukum yang menyelengpggarakan kegiatan penjaminan atas
simpanan nasabah ( Pasal 37B ). |

3. Pembatasan rahasia bank hanya menyangkut keterangan
mengenai kedudukan nasabah sebagai penyimpan. (Pasal 40)

_4. Peningkatan pengenaan ancaman sanksi terhadap pelaku tindak

pidana di bidang perbankan .

3.4. Undang ~Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

‘Bank Indonesia adalah iembaga yang memilik_i_ peran yang penting dan
strategis dalam perekonomian nasional, karena fungsi utama yang dimilikinya yaitu
mengatur hal — hal yang berhubungan dengan keuvangan secara luas. Dalam bidang
perbankan, bank Indonesia mempunyai tugas sebagai bank to bank yang mengatur,
mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada perbankan.

Tugas dan wewenang yang dimiliki Bank Indonesia juga berkaitan erat
dengan usaha memberikan perlindungan kepada nasabah. Dengan wewenang yang
ada terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan bank secara tidak langsung

ditujukan juga untuk kepentingan perlindungan nasabah.
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a.

Mengacu pada ketentuan ini maka Bank Indonesia memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang jelas dan tegas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap bank. yang berupa :

Menetapkan ketentuan — ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati
~ hatian.

Memberikan dan mencabut ijin usaha bank.

Memberikan ijin pembukaan, penutupan dan pemindah kantor bank.
Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
Memberikan jjin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan
penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara-berkala maupun setiap
waktu apabiia diperlukan.

Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh
kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia
terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang
perbankan.

Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank A

3.5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha,

Pembubaran, dan Likuidasi Bank

42 1~

iKasmir,op.cit.hal. 172
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Ketentuan ini mengatur apabila suatu bank dilikuidasi dan menyebabkan
kerugian pada nasabah yaifu menyangkut simpanan dana yang ada pada bank
tersebut. Maka dalam hal ini nasabsh yang -dirugikan tersebut berada -dalam
kedudukan konkuren atau pihak yang mendapat perhatian ufama untuk
mendapatkan kembali simpanan dananya tanpa mengabaikan kewajiban kepada
pihak — pihak lain.

Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah
penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter tersebut menyebabkan bank
merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan

badan usaha pada umumnya ( Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999).

3.6. Peraturan Bank Indonresia No. 2/16/PBL/2000 tentang Perubahan Atas Surat
Keputusan Direksi Ba.nk Indonesia No. 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desemb(;r
1598 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Bank dalam melakukan kegiatan penyaluran dana harus memperhatikan
ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK ini
merupakan persentase perbandingan antara batas maksimum penyediaan dana yang
diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam
tertentu terhadap modal bank.

Berdasar PBI No 2/16/PB1/200 terdapat beberapa ketentuan yang merupakan
perubahan atas SK Direksi Bl No. 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 1998 yaitu

mengenai perpanjangan target penyelesaian BMPK dan adanya ketentuan tentang

Y Rimsky, op.cit, hal.145.
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penyelesaian BMPK yang dapat dilakukan dengan pemberian jaminan darni BPPN
kepada bank. Tujuan dari penetapan BMPK ini merupakan upaya untuk
memeperhatikan  prinsip kehati — hatian bank dalam melakukan kegaitan
perkreditannya sehingga dapat terhindar dari laju pertumbuhan pinjaman perbankan

yang berlebihan.

3.7. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi

Keuangan Bank
Transparansi kondisi keuangan wajib dilakukan bank dengan tujuan untuk
memberikan informasi kepada pelaku pasar serta untuk lebih meningkatan
kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Berdasar Pasal 2 peraturan ini, bank
wajib menyusun dan mgnyajikan laporan kevangan yang berupa :
a. Laporan tahunaﬁ;
Adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam jangka waktu
1 tahun,
b. Laporan keuangan publikasi triwulan;
Laporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasar Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan
sesuai ketentuan Bank Indonesia
c. Laporan publikasi bulanan ;
Yaitu laporan keuangan yang disusun berdasar Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap bulan . |

d. Laporan keuangan konsolidasi.
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Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan bagi bank
yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau bank yang
memiliki perusahaan anak dan disusun berdasar Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku

3.8. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen

Risiko Bagi Bank Umum

Perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat menyebabkan risiko —

risiko yang dihadapi bank joga semakin kompleks. Untuk itu perlu dilakukan

penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan

‘bank ( Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBl/2003). Selanjutnya dalam Pasal

4 disebutkan jenis risiko tersebut, yang terdiri dari :

a.

b.

Risiko kredit;
Risiko pasar ;
Risiko Likuiditas ;

Risiko operasional ;

- Risiko hukum

Risiko Reputasi ;
Risiko strategis ;

Risiko kepatuhan.
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Untuk menghadapi risiko — risko tersebut, maka bank wajib melakukan
program identifikasi, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian risiko yang
wajib didukung oleh :

- sister;x informasi manajemen yang tepat Wé.ktll ;

- laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan , kinerja

aktivitas fungsional bank.
Sebagai tindak lanjut dari penerapan manajemen risiko ini kemudian dikeluarkan
Surat Edaran Bank Indonesia No 6/18/DPNP kepada seluruh bank umum nasional
mengenal penerapan manajemen risiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui
internet. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa bank yang menyelenggarakan
internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas banknya secara
aktif yang meliputi :

- pengawasaﬁ aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi ;

- Sistem pengamanan ;

- Manajemen risiko, khususnya menyangkut risiko hukum dan resiko

reputasi.
Pedoman penerapan manajemen risiko internet banking ini dituangkan dalam
suatu kebijakan, prosedur tertulis serta merupakan bagian dari pedoman
penerapan manajemen risiko bank umum secara keseluruhan

Berdasar uraian diatas, maka penerapan manajemen risiko bagi bank umum

tersebut pada hakekatnya merupakan salah satu usaha untuk memperkecil

kerugian yang akan diderita bank sehubungan dengan risiko yang terjadi. Selain
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1tu pedoman penerapan ini juga merupakan bentuk perlindungan yang diberikan

bank kepada konsumennya.

3.9. Peraturan Bank Indonesia No.5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhatikan Risiko Pasar.

Modal bagi bank adalah sarana penggerak operasional sehingga besar
kecilnya modal bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam
melakukan kegiatan uszhanya. Selain itu aspek qual juga me‘rupakan salah satu
aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati — hatian perbankan nasional.

Ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum tersebut menurut
Pasal 2 peraturan ini adalah sebesar 8 % ( delapan perseratus) dengan
memperhitungkan faktor risiko pasar, yang berupa :

a. Risiko Suku .bunga, yang mencakup risiko spesifik dan risiko umum ; dan

b. Risiko nilai tukar **
Selanjutnya dalam Pasal 17 juga ditetapkan sanksi adminsitratif bagi bank yang tidak
memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum.

Adanya ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank
tersebut merupakan hal yang logis karena bank mengelola dana masyarakat dengan
sepala risikonya. Sehingga bank harus memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko

— risiko yang berhubungan dengan pelaksnaan kegiatan usahanya.

# pagal 4 PBL NO.5/12/PB1/2003
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3.10. Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PB1/2004 tentang Prinsip Kehati — hatian
Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

- Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang — Undang No. 7 Tahun 1992
tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang No. 10 Tahun
1998, bank dapat melakukan kegiatan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan
modal pada perusahaan yang bergerak di bidang kevangan. Menurut Pasal 3 peraturan
ini dinyatakan bahwa kegiatan penyertaan modal yang dilakukan bank ini dapé.t
dilakukan jika :

a. bank memiliki rasio kewajiban penyedian modal minimum
(KPMM) sesuai ketentuan yang berlaku ;
b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara
materigl meningkatkan profil risiko bank ;
C. bank memiliki sistem pengendalian intem yang memadat.
Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia ini disebutkan bahwa
dalam rangka meningkatkan prinsip kehati — hatian, bank juga wajib memperhatikan
perlakukan akuntansi dan kualitas penyertaan modal atau penyertaan modal

sementara dalam rangka retrukturisasi kredit.

3.11. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PB1/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum
Pengertian tingkat keschatan bank berdasar pasal 1 angka 4 PBI No.6/10/2004

dan adalah hasil penilaian kulaitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap
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kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantifatif dan atau penilaian
kualitatif yang meliputi :
a. Permodalan
Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal
bank untuk mencover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko di masa
datang.
b. Kualitas aset
Penilaian kualitas asat adalah penilaian terhadap kondisi aset bank dan

kecukupan manajemen risiko kredit.

c. Manajemen
Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan
manajerial ﬁengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan
manajemen fisiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.
d. Rentabilitas
Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan
rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan,
e. Likuiditas
Penilaian likuiditas adalah penilaian terhadap kemampuan bank umtuk
memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen
risiko likuiditas.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar
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Adalah penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk mengcover
akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan
manajemn risiko pasar.*’

Fungsi adqnya ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank ini
mempunyai kaitan yang erat dengan kepentingan bank yang bersangkutan dan
konsumen pengguna jasa perbankan. Bagi bank, hasil penilaian tingkat kesehatan
ini merupakan salah satu sarana menetapkan strategi usaha yang berpengaruh
terhadap perkembangan dan kemajuan bank selanjutnya. Sedangkan bagi
konsumen perbankan, dengan adanya penilaian tiﬁgkat kesehatan bank merupakan
informasi yang penting sebelum melakukan transaksi atau menggunakan jasa —

jasa bank tersebut

> penjefasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBL/2004
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BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

AHASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dengan melakukan penelitian
terhadap data primer yang didukung oleh dafa sekunder . Fokus penelitian yang
dilakukan adalah mengenai hubungan hukum bank dengan nasabah, perlindungan
hukum terhadap konsumen perbankan serta kendala — kendala — kendala yang ada
dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

Derkaitan dengan hal tersebut diatas, ‘penelitian dilakukan terhadap jasa
penyimpanan dana , jasa penyaluran kredit serta jasa perbankan lainnya. Untuk jasa
perbankan lainnya penelitian ini difokuskan terhadap 4 ( empat ) jasa perbankan yang

ada di bank yaitu. transfer, Safe Deposit Box,bank garansi, serta Letter of Credit.

Dengan demikian dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut;

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur, nasabah debitar dan

fiasavan pCiggina jasa YT DARKADN lainnya.
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan
nasabah baik nasabah kreditur, nasabah debitur maupun nasabah pengguna jasa

perbankan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, hubungan hukum antara

I

bank dengan nasabah ini dapat dilihat dari tiga (3) sudut, yaitu

A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur
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B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur
C. Hubungan hukum antara bank dcngén nasabah pengguna jasa perbankan
lainnya
Ketiga hubungan antar bank dengan nasabahnya tersebut mempunyai bentuk yang
berbeda sehingga menimbulkan hak dan kewéjiban yang berbeda pula bagi pihak —

pihaknya.

A. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur
Nasabah kreditur pada prinsipnya merupakan nasabah penyimpan dana di
bank yang berdasar penelitian yang dilakukan dapat berupa :
1. Nasabah pemilik tabungan
2. Nasabah pemilik deposito atau sertifikat deposito
3. Nasabah pemilik rekening giro.
Dari penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder

diketahui bahwa jumlak nasabah pemilik tabungan adalah paling besar jika

dibandingkan dengan jumlah nasabah kreditur lainnya. Keadaan ini didasarkan pada

alasan bahwa tabungan bagi nasabah kreditur merupakan bentuk simpanan yang

- fleksibel datam hal penempatan maupun penarikan dananya jika dibandingkan

dengan bentuk sirnpanaﬁ dana yang lain seperti deposﬁo, sertifikat deposito dan
21ro.

Hubungan antara bank dengan nasabah kreditur dimulai pada saat calon

nasabah kreditur mengajukan permohonan pembukaan rekening simpanan dana di
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bank. Setelah aplikasi pembukaan rekening ini disetujui dan ditandatangani maka
berarti telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara
bank dengan nasabah kreditur ini didasarkan pada svatu perjanjian dimana syarat —
syarat dan ketentuan yang ada telah ditentukan secara sepihak oleh bank yang
dituangkan dalam aplikasi atau formulir pembukaan rekening,.

Nasabah yang menyimpan dananya di bank, dari hasil penelitian terhadap
responden diketahui dasar mereka mcnyimpa:r; dananya tersebut adalah
kepercayaan. Yaitu kepercayaan bahwa simpanan d;manya akan aman di bank,
dapat ditarik kembali pada saat membutuhkan atau jatuh tempo serta mendapat
bunga. Dalam menyimpan dananya di bank ini, nasabah tidak memperdulikan
bagaima.na bank melakukan pengelolaan terhadap dana yang disimpan tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah kreditur ini akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah kreditur
kewajibannya adalah melakukan penyetoran terhadap simpanan dananya dan
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan bank sesvai dengan jenis simpanannya.
Sedangkan haknya adalah melakukan penarikan atas simpanan dananya sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan bank.

Kewajiban bank adalah mengembalikan dana simpanan nasabah pada saat
nasabah kreditur yang bersangkutan membutuhkan atau sesuai ketentuan yang
berlaku dan membayar bunga sesuai yang diperjanjikan. Berkattan dengan
hubungannya dengan nasabah kreditur, bank mempunyai hak untuk menerima

setoran dari nasabah yang bersangkutan
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Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui, berakhimya hubungan hukum
antara bank dengan nasabah kreditur ini dapat terjadi atas kemauan nasabah kreditur
yang bersangkutan yaitu diwujudkan dalam bentuk penﬁtupan tabungan, pencairan
deposito atau penutupan rekening giro. -‘Selain itu dari hasil penelitian yang
dilakukan diketahui berakhimya hubungan hukum tersebut juga dapat terjadi karena
tindakan yang dilakukan bank, yaitu sesuai dengan sistem operasional bank dan
penutupan rekening giro apabila nasabah yeng bersangkutan melanggar ketentuan

yang telah ditetapkan bank.

B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

Nasabah debitur menurut Pasal 1 ayat 18 Undang — Undang No. 10 Tahun
1998 mempunyai pengertian sebagai. nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan ‘Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan pexjanjfan bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dari hasil
penelitien yang dilakukon diketahui nasabah debitur tersebut dapat berupa :

1. Masabah debitur dalafn pelaksanaan perjanjian kredit bank

2. Nasabah pemegang garansi bank

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data

sekunder hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Perjanjian kredit bank

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui hubungan hukum antara

bank dengan nasabah debitur didasarkan pada perjanjian yang bentuknya baku. Hal
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ini dapat dilihat pada saat calon nasabah debitur mengajukan permohonan kredit
maka oleh bank langsung disodori aplikasi. yang berisikan syarat — syarat dan
ketentuan yang harus dipenuhi jcalon nasabah debitur tersebut. Sedangkan mengenai
jumlah pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit serfa tujuan penggunaan
kredit di tetapkan‘setelah. ada persetujuan antara bank dengan calon nasabah debitur.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dari hasil penelitian
yang dilakukan juga mengandung unsur kepercayaan dan prinsip kehati- hatian. Hal
ini ditunjukkan pada saat bank akan memberikan kredit kepada calon nasabah
debitur maka bank harus mempunyai keyakinan bahwa pemohon kredit tersebut
sangup melunasi pinjamannya. Sedangkan prinsip kehati- hatian disini tampak saat
bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan apakah sudah
memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank.

Perjanjian kredit ini dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tidak
mempunyai benfuk dan materi tertentu, sehingga antara bank yang satu dengan

bank yang lain dapat berbeda . Tetapi secara keseluruhan perjanjian kredit yang

dilakukan bank dengan nasabah debitur adalah tertulis. Apabila perjanjian kredit -

tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka berarti telah terjadi kesepakatan
antara bank dengan nasabah debitur.

Untuk kredit konsumtif sepertt kartu kredit, hubungan antara bank dengan
calon pemegang kartu kredit pada prinsipnya juga diikat dalam perjanjian baku
yaitu berupa perjanjian penerbitan kartu kredit. Yang membedakan adalah untuk

pengajuan kartu kredit ini pemegang kartu kredit tidak harus menjadi nasabah

99




sedangkan untuk pengajuan kredit lainnya ada keharusan menjadi nasabah di bank
yang bersangkutan,

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui dalam hubungan antara
bank dengan nasabah debitur akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing —
masing pihak. Kewajiban nasébah debitur adalah mengembalikan pinjaman yang
telah diterimanya sesuai yang telah diperjanjikan. Sedangkan haknya adalah
menggunakan kredit yang telah diterima. Sedangkan berakhirnya hubungan hukum
antara kedua belah pihak ini adalah saat dilakukannya pembayaran atau pelunasan
kredit oleh nasabah debitur.

2. Bank garansi

Dart hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara bank dengan

nasabah pemohon bank garansi didasarkan pada aphikasi permohonan penerbitan'

bank garansi. Syafat — syarat dan ketentuan sehubungan dengan permohonan bank
garansi ini telah ditetapkan oleh bank. Apabila pemi&honan penerbitan  bank
garansi telah disetujui nasabah pemohon dan bank maka dapat dikatakan bahwa
diantara kedua belah pihak tersebut telah terjadi hubungan hukum.

Bank garansi dalam praktek perbankan dari hasil penelitian yang
dilakukan diketahui selalu mencantumkan jangka waktu berlakunya . Apabila masa
berlaku bank garansi ini telah berakhir dan nasabah sebagai pihak terjamin masih
membutuhkan maka dapat mengajukan penﬁohonan perpanjangan kepada bank
yang bersangkutan. Jadi hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin yang
telah berakhir karena jangka waktu dapat diperpanjang sesuai syarat dan ketentuan

yang ditetapkan bank.
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Kewajiban bank berkaitan dengan bank garansi ini adalah meneliti
bonafiditas pithak yang dijamin maupun terjamin, meneliti sifat dan nilai transaksi
yang kan dijamin sehingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai serta meneliti
Jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank.
*Sedangkan berakhimya hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin ini

dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui ada dua ( 2) alasan yaitu tanpa

terjadinya kiaim dan dengan klaim.

- C. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan

lainnya

Bank selain melakukan jasa utama dalam hal penyimpanan dana dan
penyaluran dana ke nasabah, juga melakukan jasa perbankan lainnya yang
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dari hasil penelitian yang dilakukan
diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah
pengguna jasa perbankan lainnya mempunyai bentuk yang berbeda antara vang
satu dengan vang lainnya. Tetapi pada prinsipnya terjadinya hubungan hukum ini
memberikan keuntungan bagi bank yang disebut dengan fee hased income yang
dapat berupa biaya kirim, biaya sewa, biaya administrasi, biaya iuran atau biaya
fainnya.

Penelitian tm dilakukan terhadap 3 ( tiga ) jasa perbankan lainnya yang terdiri
dart transfer, saje deposit box, serta letter of credit dengan hasil penelitian scbagai

berikut.

% Widjanarts, Op.Cit, hal,99
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1. Transfer

Transfer atau pengiriman uang pada prinsipnya merupakan salah satu
bentuk jasa perbankan lainnya yang dilakukan bank untuk kepentingan nasabah.
Dalam transfer ini, nasabah memberikan amanat atau instruksi kepada bank untuk
mengirimkan uang kepada pihak penerima sesuai instruksi yang diberikan
pengirim.

Hubungan hukum bank dengan na:;abah pengirim tersebut terjadi setelah
nasabah yang bersangkutan mengisi aplikasi transfer yang telah disediakan bank,
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahul bahwa format aplikasi transfer
antara bank yang satu dengan bank yang lain memiliki kesamaan, yaitu
mencantumkan identitas pengirim, identitas penerima, jumlah yang ditransfer
serta berita transfer.

Dari hasil p.enclitian yang dilakukan, diketahui dari jasa transfer ini bank
memperoleh fee berupa ongkos atau biaya transfer yang harus dibayar nasabah
pengirim dengan nominal yang berbeda tergantung jents transfernya.

Terjadinya hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengirim
tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
Kewajiban bank adalah mengirimkan uang tersebut kepada pihak penerima
sedangkan kewajiban nasabah pengirim adalah mengisi aplikasi traqsfer dengan
benar, jelas dan lengkap serta membayar biaya transfer.

Menyangkut hak bank , dari hasil penelitian diketahui bahwa bank berhak
untuk mengambil tindakan — tindakan yang lazim menurut ketentuan bank apabila

terjadi gangguan pada sistem operasional bank. Sedangkan hak nasabah pengirim
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adalah dapat meminta pembatalan transfer 'yang telah dilakukan sepanjang
memenuhi ketentuan yang ditetapkaﬁ bank.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengirim ini dapat berakhir
apabila bank telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan uang kepada
pihak penerirﬁa atau dilakukannya pembatalan transfer oleh nasabah pengirim

uang.

2. Safe deposit box

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara bank
dengan penyewa safe deposit box diikat dalam perjanjian sewa menyewa . Bank
menyewakan safe deposit box kepada konsumen untuk menitipkan barang —
barang berharga yang berupa : 47

- mata uang, barang — barang berharga, logam mulia

- kerias — kertas berharga, sertifikat atau dokumen -
dokumen penting lainnya

- barang — barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis

Untuk dapat menye'wa safe deposit box terscbut nasabah harus
memberikan keterangan yang jelas dan lengkap serta mematuhi ketentuan yang
ditetapkan bank. Terhadap nasabah penyewa safe depositr box ini bank
membebankan biaya sewa yang disesuaikan dengan jangka waktu sewa dan

ukuran box.

" Thomas Suyatno, Op.Cithal.6Y
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Kewajiban bank selaku pihak yang menyewakan safe deposit hox adalah
melakuxan penyimpanan atas barang — barang yang ditipkan nasabah dengan
aman . Sedangkan kewajiban nasabah penyewa adalah membayar biaya sewa safe
deposit box. Menyangkut berakhimnya hubungan hukum antara bank dengan

nasabah penyewa safe deposit box adalah pada saat Jangka waktu sewa berakhir.

3.Letter of Credit

Dari hasil penelitian diketahui sebelum huBungan antara bank dengan
nasabah pemohon L/C ( applicant/ importir ) terjadi, telah ada hubungan antara
importir dengan eksportir yang dituangkan dalam sales contract. Berdasarkan
sales contract inilah hubungan applicant dengan bank ( issuing bank ) dimulai
yaitu dengan diajukannya permohonan pembukaan L/C oleh applicant tersebut.

Setelah permohonan pembukaan L/C ditandatangani bank dan applicant
maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak
tersebut. Dengan pembukaan L/C ini tejadi hubungan dimana appficant memberi
kuasa kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada cksportir setelah
eksportir yang bersangkutan memenuhi syarat — syarat dan kondisi yang telah
ditetapkan dalam L/C.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui, format pembukaan L/C
dapat bervariasi antara bank yang satu dengan bank lainnya, tetapi pada
prinsipnya L/C yang akan dikeluarkan bank tunduk pada Uniform Custom and

Practice for Documentary Credit (UCP). UCP ini adalah praktek dan kebiasaan
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kredit berdokumen yang akan diberlakukan apabila terdapat pemyataan secara
tegas bahwa L/C tersebut tunduk pada UCP .

Dengan demikian hubungan hukum antara bank dengan applicant adalah
terpisah dari hubungan antara appl{can{ atau importir dengan eksportir, Hubungan
bank dengan applicant didasarkan pada aplikasi pembukaan L/C sedangkan
applicant berhubungan dengan cksportir didasarkan pada sales confract.

Berdasar hubungan hukum yang telah terjadi antara bank dengan applica.'nl
maka hak dan kewajiban bank maupun applicant dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bank

Kewajiban bank adalah : - melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

yang diserahkan eksportir.

- melakukan pembayaran kepada eksportir jika
syarat dan kondisi yang diletapkan telah
dipenuhi eksportir

tHak bank terdiri dari ; - menyetujui atau menotak pengaiuan L/C

- memperoleh provisi, perbedaan kurs atas jasa

pembukaan L/C

-menarik bunga apabila terjadi penyimpangan dan

keterlambatan pembayaran

2. Hak dan kewajiban nasabah pemohon L/C ( applicant)
Kewajiban applicant adalah melakukan pembayaran kembali atas
pembayaran yang dilakukan bank kepada eksportir serta membayar provisi

dan biaya - biaya lain sehubungan dengan dibukanya L/C. Sedangkan hak
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applicant adalah mendapatkan jaminan bahwa dokumen atas barang yang

akan diterimanya lengkap dan utuh karena telah diperiksa oleh bank.

2. Perlindungan fhukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan
Perlindungaﬁ hukum bagi konsumen pengguna jasa perbankan merupakan
salah satu inasalah yang patut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini tidak
terlepas dari arti penting konsumen bagi perkembangan suatu bank. Dalam
prakieknya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perbankan ini belum

memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui perlindungan hukum terhadap
konsumen pengguna jasa perbankan tersebut belum berj alan sebagaimana mestinya.

Kondisi seperti ini dapat kita lihat dalam tiga (3) sudut | yaitu ;

—

Tahap pra transaksi

2. Tahap transaksi

Ll

Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah

—y

|. Tahap pra transaksi

Pada tahap ini, transaksi antara bank dengan konsumennya belum terjadi,
konsumen perbankan masih mencari informasi yang berkaitan dengan produk —
produk perbankan yang akan digunakan. Informasi bagi konsumen merupakan suatu
hal yang sangat penting, karena dengan adanya informasi inilah konsumen dapat
mengetahui hal — hal yang berhubungan dengan suatu produk perbankan secara lebih

jelas dan terperinci.
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Pemberian informasi oleh hal;k yang lengkap, benar dan bertanggung jawab
tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen untuk memperoleh keterangan
awal sebelum menentukan pilihan terhadap suatu bank termasuk dalam hal ini produk
— produk perbankannya. Informasi tentang produk perbankan ini dapat diperoieh
konsumen dari berbagai sumber, seperti iklan, petugas bank yang bersangkutan,
maupun sumber — sumber informasi lannya.

Dari hasil penelitian terhadap responden diketahui, konsumen memilih untuk
memperoleh keterangan atas suatu produk perbankan tersebut dari iklan baik itu di
media massa maupun media elektonik. Pilihan iklan sebagai sumber informasi yang
utama ini tidak lepas dari semakin ketatnya persaingan yang terjadi diantara bank —
bank sehingga masing masing bank tersebut berusaha menawarkan produknya
semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian konsumen.

Terhadap semakin banyak jumlah maupun bentuk iklan yang dikeluarkan
bank s.ebagai alat promosi ini, berdasar hasil kuesioner dan wawancara dengan
responden dapat diketahui bahwa ternyata sebagian besar konsumen perbankan
menganggap iklan — iklan tersebut hanya menunjukkan kelebihan atau keuntungan
saja tanpa memberikan informasi - informasi lain yang lebih terperinci. Dari hasil
pengamatan peneliti, ikian — iklan tentang produk perbankan tersebut lebih
menonjolkan kata - kata yang menunjukkan besarnya hadiah, sistem point , reward
atau kelebihan — kelebihan lainnya.

Setelah tertarik dengan suatu produk perbankan yang ditawarkan melalui iklan
tersebut, konsumen biasanya mendatangi bank yang bersangkutan untuk memperoleh

keterangan yang lebih lengkap. Dari penelitian yang dilakukan terhadap responden
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dapat bahwa pertugas bank belum memberikan informasi secara menyeluruh dan
lengkap sehingga konsumen harus menanyakan hal — hal yang berhubungan dengan
penggunaan suatu produk perbankan.

Ketidaklengkapan pemberian informasi ini berdasar penelitian yang dilakukan
terjadi baik pada nasabah kreditur, nasabah debitur maupun nasabah pengguna jasa
perbankan lainnya. Untuk nasabah kreditur, informasi yang tidak diberikan seperti
besarnya biaya yang akan dibebankan kepada konsumen étas simpanan dananya di
bank dan perubahan suku bunga simpanan . Hal seperti ini berdasar penelitian yang
dilakukan diketahui jika ada konsumen yang tertarik menyimpan dananya di bank
maka vang bersangkutan langsung disodori aplikasi / formulir s;esuai bentuk
simpanan yang dipilih yang kemudian diisi oleh konsumen dan selanjutnya dipros‘es
oleh petugas bank. Dengan selesainya proses ini maka konsumen tersebut telah
menjadi nasabah kreditur.

Berdasar penelitian yang penulis lakukan terhadap responden diketahui untuk
nasabah debitur , informasi yang diberikan oleh bagian kredit lebih kepada hal - hal
yang menyangkut syarat — syarat yang harus dipenuhi calon nasabah debitur.
Sedangkan informasi yang berkaitan dengan perhitungan besarnya angsuran, denda
maupun kemungkinan perubahan suku bunga pinjaman diberikan jika calon nasabah
debitur tersebut menanyakan.

Hal — hal diatas dari penelitian yang dilakukan diketahui juga terjadi pada
nasabah pengguna jasa perbankan lainnya. Sebagai contoh adalah mengenai

pengiriman uang atau transfer ke lain kota, dimana informasi tentang kapan transfer
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ini sampai ke penerima secring membingungkan karena jangka waktu yang

disampaikan bisa berubah — ubah.

2, Tahap transaksi
Tahap transaksi diawali dengan pemberian aplikasi atau formulir oleh
bank kepada konsumen untuk diisi, dalam aplikasi ini termuat syarat — syarat
dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Jika konsumen menye_tujuinya
dan menandatangani aplikasi tersebut maka berarti telah terjadi pengikatan
antara bank dengan konsumen tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui pada
tahap ini konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk mengutarakan
pendapat terhadap syarat dan kezientuan yang tercantum dalam aplikasi yang
telah ditentukan secara sepihak oleh bank . Penetapan secara sepihak ini
berdasar penelitian yang dilakukan penulis juga berlaku baik untuk nasabah
kreditur, nasabah debitur maupun nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.

Posisi konsumen disini yang ada hanyalah memilih antara menerima
syarat — syarat dan ketentuan tersebut atau mienolaknya. Dengan demikian
kedudukan antara kedua belah pihak tersebut tidak seimbang karena tidak
melalui proses negosiasi. Posisi nasabah menjadi lemah terlebih jika ada
ketentuan yang sebenarnya merugikan nasabah yang bersangkutan seperti

dicantumkarinya klausul — klausul yang memberatkan kepentingan nasabah.
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Dari hasil penelitian terhadap aplikasi atau perjanjian yang dibuat bank

dapat diketahui klausul — klausul yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan

mempunyai potensi memberatkan kepentingan nasabah adalah :

1.

[

_Kiausul yang menyatakan bahwa bank berhak untuk memperbaiki,
mengubah, melengkapi ketentuag yang telah ada ataw yang
ditentukan kemudian dimana perubahan, penambahan ketentuan
tersebut mengikat nasabah.

Klausul tentang hak bank untuk sewaktu — waktu mengubah
tingkat suku bunga, denda, dan biaya — biaya di kemudian hari
tanpa perlu pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari
nasabah debitur.

Klausul tentang pembebasan bank dari segala kewajiban, tuntutan,

gugatan dan klaim apapun dan dan pihak manapun serta tanggung

. jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul

karena alasan apapun.

Klausul pemberian kuasa dari penerima kredit yang tidak dapat
dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab
apapun juga atau sebagimana yang ditentukah Pasal 1813

KUHPerdata.

3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen

Dalam praktek perbankan, permasalahan antara bank dengan konsumen

dapat timbui pada saat dilakukan transaksi atau setelah transaksi selesai
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dilakukan. Dari hasil penclitian yang dilakukan *® permasalahan yang terjadi ini
dapat disebabkan kelalaian konsumen itu sendiri maupun berasal darn pihak luar
lkonsumen termasuk dalam hal ini pihak bank.

Permasalahan yang terjadi dalam praktek perbankan khususnya jasa — jasa
perbankan yang menjadi fokus penelitian ini antara bank yang satu dengan bank
yang lain secara umum memiliki banyak kesamaan. Berdasar penelitian yang
dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder diketahui jenis - jenis
permasalahan yang ada dalam praktek perbankan sebagai berikut :

1. Jasa penghimpunan dana
- DBuku tabungan atau kartu ATM hilang
- Pembobolan melalu1t ATM
- Transaksi melalui mesin ATM uang tidak keluar tetapi
saldo terdebet
- Uang yang keluar dari mesin ATM jumlahnya tidak sesuai
- kesalahan penghitungan bunga deposito
- Cek kosong
2. Jasa penyaluran kredit
- Prosedur kredit yang bertele — tele
- Keberatan atas besamya angsuran yang harus dibayar
- Keberatan atas kenaikan bunga pinjaman
- Penyalahgunaan kartu kredit

_  Pengenaan tambahan biaya pada transaksi kartu kredit

1 Wawancara dengan Branch Quality Assurance PT Bank BNI 1946 Tbk dan Branch Service Manager
I B Thk Sewnarang, tanggal & juli 2004
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- Lembar tagthan tidak diterima

- Mendapat dua { 2) kali tagihan kartu kredit

3. Jasa perbankan lainnya ( transfer, safe deposit box, bank garansi dan Letter of

Credit )
- Kesalahan transfer sehingga diterima pihak yang tidak
berhak -
- Uang transfer tidak masuk ke rekening
- Lambatnya penerimaan uang transfer
- Penyiﬁlpangan dokumen L/C

Permasalahan — permasaiahan yang terjadi antara bank dengan
konsumennya seperti yang diuraikan diatas dari hasil penelitian yang dilakukan
pada praktek;lya akan dilakukan dengan melalui penyelesaian tingkat internal
bank yang bersangkutan. Secara umum penyelesaian tingkat internal i dimulai
dengan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan tersebut kepada
pihak bank kemudian piliak bank akan melakukan penelitian dan pereriksaan
terhadap masalah tersebut dan selanjutnya memberikan solusi atas permasalahan
tersebut kepada nasabah tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui untuk menyelesaikan
permasalahan yang dialami nasabah dalam prakteknya setiap bank memiliki
prosedur, jangka waktu penyelesaian yang tidak sama antara bank yang satu
dengan yang lainnya karena setiap bank pada prinsipnya memiliki standar

penanganan pengaduan nasabah tersendiri.




Jika solusi permasalahan yang diberikan bank tersebut oleh nasabah
dirasa kurang memuaskan maka dari hasil penelitian yang dilakukan cara
penyelesaian yang dipilih oleh nasabah adalah secara damai , Nasabah dalam
hal ini masih enggan menggunakan lembaga atau instansi yang berwenang
seperti lembaga konsumen atau jalur pengadilan . Salah satu bentuk untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah dengan mengirim pengaduan

ke surat pembaca dengan harapan agat mendapat tanggapan dari pihak bank.

3. Kendala - kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap
konsumen perbankan
~ Dan hasil penelitian yang dilakukan baik terhadap data primer maupun data
sekunder diketahui bahwa perlindungan ‘nukun.“i terhadap konsumen perbankan belum
berjalan dengan semestinya. Masih terdapat kendala- kendala yang mempengaruhi
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini. Kendala tersebut
barasal dari diri konsumen perbankan itu sendin maupun di luar koasumen
perbankan.
a. Kendala yang berasal dari diri konsumen perbankan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kendala yang
berasal dari diri konsumen perbankan terkait erat dengan sikap dan persepsi
konsumen dalam penggunaan suatu jasa perbankan yang secara tidak langsung

berhubungan dengan aspek perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri,




1. Konsumen kurang memperoleh informasi yang lengkap dan jelas dari bank
berkaitan dengan suatu produk perbankan dan sikap ketidaktelitian konsumen
perbankan.

Dart hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden, diketahiui
bahwa konsﬁmen perbankan belum memperoleh informasi yang lengkap dan
jelas dari pihak bank. Di satu sisi informasi yang diperoleh konsumen dari
iklan hanya memberikan keterangan tentang keunggulan produk perbankan,
belum memberikan informasi yang lengkap. Di sisi lain informasi yang
diberikan petugas bank cenderung menjelaskan yang umum saja, sedangkan
sistem penghitungan bunga, besarnya denda atau penalty belum dijelaskan
secara terperinci.

Tidak diterimanya informasi yang lengkai; dan jelas dan pikiak bank ini
diperparah oleh s.ikap konsumen ity sendiri yang cenderung mengabaikan atau
tidak teliti terhadap hal ~ hal yang sebenarnya mempunyai hubungan erat
dengan suatu produk perbankan.

Ketidaktelitian ini berawal pada saat konsumen disodori aplikasi
penggunaan salah satu jasa perbankan yang ada, Dalam aplikasi tersebut
selalu tercantum syarat — syarat dan ketentuan yang sebenarnya wajib dibaca
dare gimengerti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk menggunakan
salah satu jasa perbankan yang ada. Tetapi dari hasil penelitian yang
dilakukan terhadap responden ternyata ketentuan yang ada dalam aplikasi

tersebut tidak dibaca atau dipahami .
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Sikap ini dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden
diketahui terjadi pada semua jasa perbankan yang menjadi fokus penelitian .
Untuk jasa penghimpunan dana terutama dalam bentuk simpanan dana berupa
tabungan dan deposito, konsumen sebelum menjadi nasabah kreditur
mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap kurang teliti,
Konsumen ini pada saat akan menyimpan dananya di bank dan disodori
aplikasi pembukaan rckening, biasanya langsung mengisi aplikasi tersebut
tanpa memperdulikan syarat — syarat dan ketentuan berkaitan dengan
penggunaan  salah satﬁ bentuk simpanan tersebut.  Terhadap sistem
penghitungan bunga simpanan atau biaya — biaya yang akan dibebankan,
konsumen cenderung tidak memperdulikan i;arena yang terpenting bagl
nasabah kreditur adalah keamanan akan simpanan dananya

Hal scrupa terjadi dalam jasa penyaluran kredit, dari hasil penelitian
yang dilakukan terhadap responden diketahui konsumen pada saat
mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah debitur hanya menaruh
perhatian pada syarat — syarat yang harus dipenuhi agar kredit tersebut bisa
diperolch. Dalam aplikasi permohonan kredit biasanya tercantum pernyataan ©
nasabah yang bersangkutan telah membaca dan mengerti hal — hal yang
tertuang dalam aplikasi tersebut *. Tetapi berdasar hasil penelitian terhadap
responden, nasabah cenderung menandatangani saja aplikasi permohonan
kredit tersebut, sehingga pernyataan yang tersebut diatas cenderung diabaikan.

Sikap tidak memperdulikan yang dimiliki nasabah debitur diatas juga

terjadi pada saat dilakukannya penandatangan perjanjian kredit. Dalam

115




perjanjian kredit tercantum ketentuan — ketentuan dan klausul — klausul yang
sangat penting untuk dimengerti nasabah debitur. Tetapi dari hasil penelitian
yang dilakukan **nasabah debitur cenderung tidak memperdulikannya, pada
saat terjadi permasalahan berkaitan dengan kredit tersebut nasabah yang
bersangkutan  baru bertanya padahal klausul yang mengatur tentang
permasalahan yang terjadi tersebut telah tercantum dalam perjanjian kredit.
Demikian halnya dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui terjadi
juga pada nasabah pengguna jasa perbankan lain_nya dimana dalam penelitian
ini difokuskan pada transfer, safe deposit box, .ba.nk garansi dan Letter of
Credit. Nasabah pengguna jasa perbankan lainnya ini lebih memperdulikan

pada ketentuan — ketentuan agar transaksi perbankan dapat berjalan dengan

lancar ,

2. Lemahnya posisi konsumen perbankan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data primer maupun data
sekunder diketahui lemahnya posisi konsumen ini dapat dilihat dari ;

a. Tahap transaksi

Pada saat dilakukannya pengikatan antara bank dengan calon

nasabah maka bank biasanya telah menyediakan aplikasi atau formulir

atau perjanjian yang syarat — syarat maupun ketentuannya telah

ditetapkan secara sepihak atau berbentuk perjanjian baku.

* Wawancara dengan Bagian Pemasaran PF Bank BNI 1946 Tbk Tanggal 29 Juli 2004 dan Customer
Relation "' BDI Thk, tanggal 30 Juli 2004
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Bentuk perjanjian baku tersebut dari hasil penelitian yang
dilakukan terjadi pada jasa penghimpunan dana, jasa penyaluran kredit
maupun jasa perbankan lainnya. Dengan dibuatnya perjanjian baku ini
posjsi konsumen adalah lemah karena tidak adanya kesempatan untuk

bernegosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak. Nasabah dalam

hal ini hanya dihadapkan pada dua ( 2) pilihan yaitu menerima atau
menolak syarat — syarat dan ketentuan tersebut.

Kondisi seperti yang diuraikan diatas dari hasil penelitian yang

dilakukan sangat tampak pada jasa penyaluran kredit, dimana terhadap
calon nasabah debitur hanya diajukan pertanyaan apakah bisa
menerima syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam
! prakteknya calon nasabah debitur selalu bisa menerima syarat — syarat
dan. ketentuan tersebut karena besarnya keinginan agar krcdii yang

diajukan bisa cair.

b. Ketentuan dan klausula — klausula yang tercantum dalam aplikasi atau
perjanjian

Aplikasi atau perjanjian yang dibuat bank dari hasil penelitian

yang dilakukan cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang

lemah. Hal ini tercermin dari klausula — klausula yang pada intinya

membebaskan tanggung jawab bank untuk dapat dituntut atau digugat

jika terjadi kerugian yang menimpa nasabah ‘berkaitan dengan

dilaksanakannya transaksi perbankan .
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3. Rendahnya kesadaran konsumen perbankan akan hak — haknya

Kesadaran konsumen yang rendah terhadap hak — haknya ini dari hasil
penelitian yang dilakukan mempunyai kaitan yang erat pada saat konsumen
mengalami permasalahan dengan bank. Jika terjadi suatu permasalahan
dengan bank, konsumen cenderung menunggu penyelesaian permasalahan
yang dilakukan secara internal oleh bank yang bersangkutan. Apabila
penyelesaian yang dilakukan bank tidak memuaskan maka konsumen
cenderung memilih  untuk tidak memperpanjang persoalan daripada
menggunakan lembaga konsumen atau jalur pengadilan.

Uraian diatas dari hasil penelitian uga ditunjukkan dengan tidak
diterimanya sama sekali pengaduan konsumen perbankan oleh LP2K selama
periode Januari sarnpai dengan Juli tahun 2004. Tidak diterimanya pengaduan
dari konsumen perbankan ini dalam prakteknya bukan berarti tidak ada
permasalahan antara bank dengan konsumen tetapi lebih kepada sikap
konsumen vang tidak ingin memperpamnjang persoalan atau kurangnya
kesadaran untuk memperjuangkan hak — haknya.

Sebagai bahan perbandingan apabila di LP2K sama sekali tidak diterima
pengaduan konsumen perbankan maka kondisi yang berbeda dapat kita
temukan di YLKI. Dari hasil penelitian yang dilakukan®' selama periode
Januari sampai dengan Juli 2004 YLKI telah menerima 21 pengaduan

konsumen perbankan, yang dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

30 Wawancara dengan Staf LP2K Semarang, tanggal 2 Agustus 2004
51 \Wawancara dengan Staf YLKI Jakarta tanggal 4 Agustus 2004
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Tabel
Pengaduan konsumen perbankan ke YLKI

Periode Januan s/d Juli 2004

Permasalahan J u.mlah

Kartu kredit 13
Iklan dan promosi 2
Kartu ATM 1
Klausula Baku 1
Layanan petugas i
Mckanisme pengaduan 1
Debt Collector 2

Jumlah 21

Sumber : Bagian Pengaduan dan Hukum YLKI

Dari tabel diatas dapat didiskripsikan bahwa di wilayah dimana YLKI
tersebut berada telah menunjukkan kecenderungan untuk lebih sadar dalam
memperjuangkan hak — haknya. Kondisi ini didukung dengan data pengaduan
konsumen perbankan yang diterima YLKI dari tahun ke tahun temyata
pengaduan jenis ini selalu masuk lima ( 5 ) besar dalam jenis komoditi yang
diadukan konsumen.

Kurangnya kesadaran konsumen perbankan di wilayah Semarang untuk

memperjuangkan hak — haknya termasuk dalam hal penggunaan lembaga
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konsumnen atau jalur pengadilan, dari hasil penelitian yang dilakukan

disebabkan masih adanya anggapan sebagai berikut
- Konsumen perbankan tidak tahu harus bagaimana untuk
i menyelesaikan permasalahan yang dialaminya terutama
jika solusi yang diberikan bank tidak memuaskan.Sehingga
dalam  praktcknya konsumen cenderung memilih
menggunakan media surat pembaca dalam memperoleh
penyelesaian dari bank.
- anggapan bahwa menyelesaikan permasalahan perbankan
‘ melalui lembaga konsumen atav menggunakan jalur
pengadilan membutuhkan prosedur yang bertele- tele,

memakan waktu dan biaya.

b. Kendala yang berasal dari luar konsumen
Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap data primer dan data
sekunder diketahui kendala — kendala yang berasal dari 1uar konsumen yaitu :
1. Penggunaan teknologi dalam prakiek perbankan
Penggunadn teknologi dalam prakick perbankan dari hasil penelitian
yang dilakukan selain memberikan kemudahan bagi konsumen ternyata juga
memiliki kelemahan yang berpotensi merugikan kepentingan konsumen.

da pada sistem pembayaran elektronik tersebut diantaranya:

- memungkinkan terjadinya penyalahgunaan jasa layanan

elektronik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ;




- konsumen kesulitan melakukan klaim kepada apabila
terjadi permasalahan  karena beberapa jasa layanan
elektronik tersebut tidak memberikan bukti atas transaksi
yang dilakukan konsumen.

Keadaan scbagaimana disebutkan diatas ;:lapat terjadi karena teknologl
semakin canggih yang digunakan bank belum memberikan keamanan yang
maksima! bagi konsumennya. Hal ini berdasar hasil penelitian yang dilakukan
2 pernah terjadi permasalahan antara nasabah pengguna jasa clektronilk
dengan bank yang berbentuk pembobolan ATM pada tahun 2002.

Permasalahan yang terjadi dalam tahun 2002 tersebut merupakan
gambaran kasus yang terjadi dalam penggunaan jasa layanan elektronik.
Karena untuk periode Januari sampai dengan Juli 2004 LP2K tidak menerima
sama sckali pcngaduan konsumen perbankan termasuk pengaduan tentang jasa
layanan elektronik tersebut.

Pengaduan pembobolan ATM yang dilaporkan pada tahun 2002 tersebut
terjadi karena nasabah yang bersangkutan tidak merasa mengambil uang di

mesin ATM tetapi saldonya terdebet dalam jumiah yang cukup besar. Pihak
bank menganggap transaksf tersebut sah sesuai data yang dimiliki bank. Pada
akhimya permasalahan tersebut tidak memperoleh titik temu karena di satu
sisi bank menyatakan transaksi sah sedangkan di sisi lain nasabah tetap

merasa dirugikan karena dananya berkurang Kondisi seperti 1nl

52 Wawancara dengan Staf LP2K Semarang tanggal 8 Juli 2004




mencerminkan kurangnya perlindungan hukum kepada konsumen perbankan

berkaitan dengan jasa layanan elektronik yang dilakukan bank.

2. Kurang berperannya pihak — pihak yang terkait dengan perlindungan hukum
terhadap konsumen perbankan.
Pihak — pihak yang dimaksud dalam hal ini dari hasil penelitian yang
dilakukan berasal dari :
a. Bank Indonesia

Bank Tndonesia yang bertugas membina dan mengawasi bank — bank
ternyata belum memberikan upaya perlindungan hukum yang maksimal
kepada konsumen perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, upaya
untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut masth
terbatas pada penetapan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan
operasional suatu bank .

Berdasar uraian diatas usaha Bank Indonesia untuk memberikan
perlindungan hukum pada hakekatnya belum menyentuh konsumen secara
langsung, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- belum adanya ketentuan atau peraturan yang mengatur
tentang transparansi produk perbankan, yaitu keharusan
bank untuk memberikan informasi yang lengkap tentang
produk — produknya termasuk risiko yang akan dihadapi

konsumen.




- Belum adanya penetapan standar baku penerimaan
' pengaduan  konsumen sehingga dalam  prakteknya
| penyelesian pengaduan konsumen bisa berlacut — larut.
| b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui
keberadaan lembaga ini kurang dikenal oleh masyarakat. Kalaupun
konsumen mengetahui tentang LPKSM ini mereka tidak mengerti apa

A | L

peran  dan  tugas lenibaga tersebut. Kondisi seperti inilah  yang

menyebabkan jika terjadi permasalahan, konsumen bersifat pasrah dan
tidak ingin memperpanjang persoalan daripada menggunakan bantuan
LPKSM,

Terlebih lagi bagi konsumen perbankan, dari hasil penelitian yang
dilakukan > diketahui ternyata masih ada anggapan bahwa tugas LPKSM
tersebut tidak meliputi permasalahan perbankan. Mereka menganggap
LPKSM hanya menerima pengaduan yang bersifat umum saja, sehingga
dalam prakicknya konsumen perbankan lebih memilih menggunakan
media surat pembaca untuk membanti menyelesaikan permasatahan
perbankan yang dialaminya.

Selain itu, dari hasil penelitian yang dii;kukan diketahui LPKSM
dalam prakieknya kurang memberikan edukasi kepada konsumen
termasuk dalam hal ini konsumen perbankan tentang hak - haknya.

sehingga konsumen belum memperoleh pengetahuan yang maksimal.

3 Wawancara dengan Staf LP2K Semarang tanggal 8 Juli 2004




B.PE-MBAHASAN
1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur,nasabah debi.tur dan
nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan — hubungan tertentu yang
dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini maka menjadilah
hubungan — hubungan itu hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum ini
diperlukan pihak ~ pihak yang mefakukan itu yang disebut sebagai subyek hukum,
sedangkan yang menjadi sasaran dari Jalinan hubungan tersebut disebut obyek hukum
54Hubungan hukum yang terjadi antara subyek hukum dan obyck hukum tersebut
sebagaimana diuraikan diatas dalam prakteknya dapat diwujudkan dalam bentuk
perjanjian. Perjanjian ini menurut Subekti 33 didefinisikan sebagai suatu peristiwa
dimana seorang berjanji kc}pada seorang fain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melakukan sesuatu hal.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang — Undang Hukﬁ‘in Perdata, untuk sahinya
suatu perjanjian harus memenuhi syarat — syarat sebagai berikut : |

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

-3. Mengenal suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halél.

Jika ditinjau lebih lanjut, syarat tentang sepakat mereka yang mengtkatkan
dirinya mengandung arti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian telah

sepakat, setuju terhadap hal — hal yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

 Satjipto Rahardjo, Hemu Hukum, Alumni, Bandunyg, 1986 hal 80
3 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal.}




Sedangkan yang dimaksud dengan syarat kedua adalah para pihak yang membuat
perjanjian haruslah orang — orang yang oleh hukum dinyatakan cakap untuk membuat
suatu perjanjian. Yang termasuk tidak cakap dalam Pasal 1330 Kitab Undang —

Undang Hukum Perdata disebutkan yaitu :

- Orang — orang yang belum dewasa ;
' - Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;

- Orang — orang peremﬁuan, dalam hal yang ditetapkan oleh
undang - undang, dan pada umumnya semua orang kepada
siapa undang — undang telah melarang membuat
persetujuan — persetujuan tertentu.

Selanjutnya syarat tentang suatu hal tertentu mengandung arti bahwa dalam
perjanjian harus mempunyai obyek yang jelas setidak — tidaknya dapat ditentukan.
Scedangkan syarat lcnlaﬁg scbab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata
dinyatakan suatu. sebab disebut terlarang apabila bertentangan dengan undang -
undang, Kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi pada hakekatnya suatu perjanjian
tidak boleh mengandung sebab yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Berdasar Pasal 1338 KUHPerdata, dalam hukum perjanjian terkandung asas —
asas sebagai berikut :*°

1. Asas konsuensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang
dibuat itu pada umumnya bukan secara forinil tetapi konsensuil, artinya
perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata —

mata.

56 purwahid Palrik, Asas fhtikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjion, Fak Hukum Undip Semarang,
1982 hal.3
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2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, asas dimana pihak — pihak harus
memenuhi apa yang telah dijaﬂjikan scbagaimana disebutkan dalam Pasal

1338 KUH Perdata; bahwa perjanjian berlaku sebagai undang — undang bagi

para pihak.

o)

Asas kebebasan berkontrak, yaitu orang bebas membuat atau tidak membuat
perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat — syarat perjanjian,
dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang - undang mana
yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Hubungan antara bank dengan nasabah yang terjadi dengan suatu perjanjian
pada prinsipnya juga mengandung asas- asas khusus yang terdiri dari :

a. Kepercayaan .
Pasal 29 Undang — Undang No 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam
memberikan kredit dan melakukan kegaitan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara — cara yang tidak merugikan bank, dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dananya kepada bank.

Berdasar rumusan pasal ini maka keterkaitan hubungan antara bank dengan
nasabah adalah didasarkan pada kepercayaan. Nasabah menyimpan dananya
maupun melakukan transaksi - transaksi perbankan lainnya dengan dilandasi _
kepercayaan terhadap bank. Sedangkan bank sebagaimana dijelaskan Pasal 8
Undang — Undang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit bank umum
wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi dalam hal ini bank
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mempunyai kepercayaan bahwa debitur mampu dan sanggup melunasi kredit
yang telah diberikan bank.
b. Kerahasiaan

Definisi rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang — Undang No. 10
Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang. berhubungan dengan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ruang lingkup rahasia bank
int diatur dalam Pasal 40 sampai dengan pasal 45 Undang — Undang Tentang
Perbankan. Jadi pada hakekatnya dalam kerahasiaan ini terkandung kewajiban
bank untuk meraghasiakan keterangan khususnya mengenai nasabah
penyimpan dan simpanan dananya dengan pengecualian sebagaimana diatur

dalam pasal 40 sampai dengan 45 Undang — Undang Perbankan.

A. Hubungan hukum antafa bank deng;m nasabah kreditur

Nasabah kreditur menurut Pasal 1 ayat 17 Undang — Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Undang — Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
didefinisikan sebagai nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk
simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Simpanan
dana yang dilakukan nasabah ini dapat berbentuk tabungan, giro serta deposito.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur terjadi setelah
ditandatanganinya perjanjian yang berwujud aplikasi pembukaan rekening yang
berisikan syaral — syarat dan ké-lcntuan yang telah ditetapkan sccara sepihak oleh
bank jadi bentuknya adalah perjanjian baku. Syarat dan ketentuan ini disesuaikan

dengan jenis simpanan yang dipilih nasabah. Mengkaji dari hasil penelitian yang
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diperoleh, untuk pembukaan tabunigan atau deposito syarat — syarat dan ketentuan
yang harus dipenuhi nasabah adalah lebih sederhana jika dibandingkan dengan
rekening giro.

Berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur ini
ada beberapa pendapal yang menyatakan bagaimana bentuk hubungan hukum
tersebut, yaitu >’

1. Pendapat yang menyatakan bahwa hubungan hukum ini berupa penitipan
barang yaitu hubungan antara bailor { nasabah penyimpaﬁ dan ) dan bailee (
bank ) ;

2, Pendapat bahwa hubungannya adalah pemberian kuasa yaitu hubungan antara
pemberi kuasa ( nasabah penyimpan dana) dengan penerima kuasa ( bank) ;

3. Pendapat yang menganggap hubungan hukum tersebut berupa pinjam
meminjam | |

4, Pendapat- yang menyatakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah
kreditur adalah hiubungan debitur dan pemberian kuasa.

Dari berbagai pendapat diatas, jika dicermati berdasar hasil penelitian yang
dilakukan maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah kreditur adalah
hubungan debitur dan kreditur.

Selanjutnya apabila dikaji lebih lanjut maka hubungan antara bank dengan
nasabah kreditur ini juga merupakan perjanjian peminjaman uang dengan bunga.
Peminjaman uang dengan bunga sebagai bentuk hubungan antara bank dengan

nasabah kreditur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang — Undang

57 Sutan Remy Sjahdent, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbarg Bugi Para Pihak Dalam
Perjanjion Kredit Bank di Indoiesia, Institut Bankir [ndonesia, Jakarta, 1993, hal. 147




Hukum Perdata yang menyatakan adalah diperbolehkan meniperjanjikan bunga atas
peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Namun demikian, hubungan hukum antar bank dengan nasabah kreditur ini
tidak hanya menyangkut hubungan pinjam meminjam uang saja tstapi menurut
Simons Jr sebagaiména dikutip Sundari Arie *® hubungan antara bank dengan nasabzah
bukanlah sekedar hubungan &ebitur dan kreditur semata, namun mengingat status
bank yang unik vaitu sebapai “ a place of special safety and probity”, maka
hubungannya adalah suatu * fiduciary”.

Selanjutiya Simons Jr menyatakan dengan meiyebut hubungan antara bank
dan nasabah penyimpan dana sekedar hubungan pinjam meminjam biasa dimana bank
berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari deposan pada saat tertentu
sesuai dengan kesepakatan, maka hal tersebut dianggap terlalu sempit dan tidak
mencerminkan kondisi yang scbenarnya, yaitu bank dapat menggunakan dana
sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah ( fiduciary relation) untuk tujuan
dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank n'-lampu mengembalikan dana
masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagih oleh ﬁenyimpannya.

Uraian Simons Jr  lentang hubungan hukum antar bank dengan nasabah
kreditur diatas jika dikaji berdasar hasil penelitian yang diperoleh adalah tepat
mengingat nasabah menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan penuh .

Kepercayaan penuh yang diberikan nasabah kreditur ini berupa keyakinan bahwa

58 Qundari Arie, Prinsip Perbankan Dem Azas Khusns peada Hubungan Hukum Antarc Bank Dan Nasabah
Serta Perlindungan Nasabah, Makalah Dalam Kursus Pengawas Dan Pemeriksa Baok I, Bank

Indonesia, Jakarta, 2001 hal. |
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dana yang distmpan akan aman, dapat ditarik kembali Jjika membutuhkan atay jatuh
tempo sekaligus memperoleh bunga.

Kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank ini juga meliputi
pengelolaan dana simpanan yang akan dilakukan oleh hank. Sikap nasabah kreditur
menunjukkan kecenderungan bahwa mereka tidak tahu bahkan tidak perduli
simpanan dananya akan dikelola oleh bank dalam bentuk atau cara bagaimana. Sekali
lagi yang terpenting bagi naéabah kreditur adalah bahwa simpanan dananya aman,
tetap dapat dilakukan penarikan atau pencairan serta memperoleh keuntungan yang
berupa bunga.

Dari uraian diatas menunjukkan bank mempunyai kewenangan untuk
mengelola simpanan dana dari nasabah dan dengan diserahkannya simpanan dana ini
oleh nasabah maka berarti bank berhak memakai, menggunakan atau melakukan
pengelolaan atas simpanan dana terscbut.

Berkaitan dengan kedudukan nasabah atas dana yang telah disimpan dalam
bank, oleh Lord Cottenham LC sebagaimana dikutip Sutan Remy™ diyatakan antara
lain :

1. Dengan disctorkannya uang nasabah kepada bank, maka berakhirlah
pemilikan vang tersebut sebagai uang nasabah. Uang tersebut kemudian

menjadi uang bank ;

S

Bank berkewajiban untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah
yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumiah pokoknya saja

atau ditambah bunga sesuai dengan kebiasaan — kebiasaan perbankan yang

%% Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit, hal 136
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berlaku setempat. Bank tidak berkewajiban untuk menyimpan uang itu atay
memperlakukan uang itu sebagai uang milik nasabah. Bank hanya
bertanggung jawab untuk jumlahnya saja dalam arti membayarkan kembali

untuk jumlah tersebut apabila diminta kembali oleh nasabahnya

_b.)

Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun
sebagaimana halnya bila ia menggunakan uangnya sendiri. Bank tidak dapat
dipersalahkan ( oleh nasabah ) apabila penggunaan uang itu ternyata telah
dilakukan secara keliru ;

4. Bank bukanlah kuasa dari nasabah melainkan debitur dari nasabah.

Jadi menurut pendapat Lord Cottenham LC hubungan antara nasabah dan
bank adalah hubungan debitur dan kreditur bukan hubungan penitipan barang. Hal ini
sesuai dengan praktek perbankan yang dilakukan dimana bank mempunyai hak penuh
atas simpanan dana dari nasabah scdangkan nasabah tidak berhak apapun tentang
penggunaan simpanan dananya oleh bank.

Dengan demikian mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, sebenarnva
ada tiga tingkatan pemberlakuan hubungan kontraktual dalam hubungan antara
nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu sebagai berikut : *°

1. Sebagai hubungan debitur ( bank) dan kreditur ( nasabah) ;

2. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar
hubungan debitur — kreditur ;
3. Scbagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

“ Munir Fuady, Op.Cit, hai.103




Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah kreditur ini akan
menimbulkan hak — hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nasabah harus
memenuhi kewajiban selaku penyimpan dana di bank serta mempunyai hak berkaitan
dengan simpanan dananya fersebut, Sedangkan pertanggungjawaban bank terhadap

nasabah meliputi pelaksanaan kewajiban bank selaku penerima masyarakat menurut

Marulak Pardede ' dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kewajiban kepada penabung ;

a. membukukan setoran tunai atau pemindahbukuan pada rekening
tabungan nasabah.

b. Membayar bunga sesuai perjanjian.

c. Membayar tunat atas penyerahan penarikan yang sah

d. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah

2. Kewajiban kepada deposan

a. ‘Membayar bunga yang berlaku

h. Membayar tunai atas pencairan bilyet deposito pada waktu jatuh
tempo
C. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah

3. Kewajiban kepada pemegang rekening giro

a. Menatausahakan mutasi rekening giro nasabah yang meliputi :
- membukukan setoran baik setoran tunai maupun

pemindahbukuan.

S Marulak Pardede, Likuiclasi Bunk dun Perfindungan Nasubah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998,
hal.59-50




- Membukukan penga;rlbilan baik  tunai  maupaun
pemindahbukuan dan membayarkan atas penyerahan cek
- Membukukan jasa giro yang diberikan bank, memberikan
advis debet atau kredit kepada pemegang rekening giro
scria memberitahukan saldonya secara berkala.
- Meneruskan tagihan kepada bank lain dalam hal nasabah
menyetorkan warkat kiiring
b. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah
4. Kewajiban mengamankan simpanan nasabah
a. menyisihkan sebagian dana atau likuiditas bank sesuai dengan
ketentuan cash ratio atau reserve requirement yang ditetapkan Bank
Tndonesig
b. menyisibkan sebagain uang tunai dan kekayaan yang mudah dicairkan

untuk keperluan likuiditas ;

C. meniaga posisi fikuiditas
d. memelihara aktiva lancar pada tingkat yang memadai dan aman
e menyalurkan dana kepada masyarakat dengan benar — benar selektif

dan menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu
yang diperjanjikan .
Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, berakhirnya hubungan antra
bank dengan nasabh kreditur ini karena dua hal, sebagai berikut :

1. Kemauan nasabah kreditur




Kemauan nasabah kreditur ini dilakukan sesuai dengan bentuk simpanan

dana di bank. Untuk tabungan adalah berupa penutupan rekening, dan
deposito berbentuk pencairan deposito yang dapat dilakukan pada saat
Jangka waktunya berakhir atau sebelum jangka waktu itu berakhir dengan
konsekuensi nasabah tersebut dikenakan penalty. Sedangkan untuk rekening
giro dengan penutupan rekening ini maka nasabah pemilik rekening giro
berkewajiban mengembalikan sisa blangko cek maupun bilyet giro kepadg
bank.
2. Tindakan dari bank

Yang dimaksud tindakan bank disini ada dua ( 2) macam yang pertama
adalah berupa penutupan secara otomatis oleh sistem bank apabila tabungan

yang dimiiiki- nasabah pasit’ dan saldonya tidak memenuhi syarat yang

ditentukan bank. Bentuk kedua adalah tindakan yang dilakukan bank untuk

menutup suatu rekening giro apabila nasabah tersebut melanggar ketentuan

tentang cek kosong dan sudah diberi peringatan tiga ( 3) kali, schingga
nasabah yang bersangkutan dilaporkan ke Bank Indonesia dan dimasukkan

dalam daftar hitam.

B. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur
Mencermati pengertian nasabah debitur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 18
Undang — Undang No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang — Undang No.
7 tahun 1992 maka hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah debitur

tersebut pada dasarnya dapat berbentuk :




1. Perjanjian kredit bank
Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur terjadi pada saat
kedua belah pihak menyetujui dan menyepakati tentang kredit yang ditvangkan
dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini adalah perjanjian baku karena syarat
— syarat dan ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank.
Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan suatu, bank dapat
menetapkan bentuk atau format perjanjian kredit sesuai dengan kebutuhan bank
tersebut. Jadi bentuk dan materi perjanjian kredit ini tidak sama antara bank yang
satu dengan bank yang lainnya. Tetapi dalam prakteknya ada klausula — klausula
vang perlu dicantumkan dalam perjaﬁ_iian kredit yaitu : ¢
a. Syarat — syarat penarikan kredit pertama kali, klausula ini menyangkut :

- Pembayaran provisi, premi "asuransi kredit, dan asuransi
barang jamian serfa pengikatan baréng jaminan secara
tunai;

- Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta
pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut ;

- Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan
asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil nsiko
yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

b. Klausul mengenai maksﬂnum kredit, yang mempunyai arti penting dalam

beberapa hal yaitu

% Gatot Wrdoyo, Sekitar Klasul — Klausul Perjanjian Kredit Banik , Bank dan Manajemen, Jakarta, 1992,
fial 164




merupakan obyek dari perjanjian kredit schingga perubahan
kesepakatan mengenai materi ini  menimbulkan
konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit
merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang bempa
penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit,
yang berarti pula batas. hak debitur untuk melakukan
penarikan pinjaman

merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus
diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi
atau ;

merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik

c. Klausula mengenai jangka waktu kredit, klausula ini penting dalam

beberapa hal :

merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan
menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan
sesudah  dilewatinya jangka waktu itu sehingga
menimbulkan hak tagih atau pengembalian kredit dari
nasabah

merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan
teguran — teguran kepada debitur bila tidak memenuhi
kewajiban tepat pada waktunya.

Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk

melakukan review, atau analisis kembali apakah fasilitas
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tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih
kembati.
d. Klausula mengenai bunga pinjaman
Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud
untuk :
- memberikan kepastian mengenai hak bank untuk
memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah
disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan

bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung

akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan
fasilitas kredit tersebut
- pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % ( enam persen )
per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan
" Pasal 1765 dan Pasal 1767 Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman
diatas 6 % per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis
e. Klausula mengenai barang agunan kredit
Klausula ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atas
penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan
dengan pihak bank.
f. Klausula asuransi
Klausula ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik

atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya
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perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi
asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan
sebagainya.

. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank ( negative clause)

gc

Klausula ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat
yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan
utama. Contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur
diantaranya, adalah ;
- larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin
bank ;
- larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur
tanpa seifin bank ;
- larangan membubarkan perusahaan tanpa seijin bank
h. Tigger caluse atau Opeisbaar Caluse
Klausu! ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perianjian kredit secara
sepihak walupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir
i. Expence cluuse
Klausula ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos vang timbul
sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada
nasabah.
j. Debet authorization clause

Pendebetan rekening pinjaman haruslan seijin debitur




k. Representation and warranties

Pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data informasi
vang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan,
k. Klausul ketaatan pada ketentuan bank
Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal —
hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapt dipandang perlu, maka
sudah dianggap diperjanjikan secara umum.,
L. Miscellaneus atau boiler Plate Provision
Yaitu pasal — pasal tarnbahan
m. Dispute settlement ( alternative dispute resolution )
Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan
debitur ( bila terjadi )
n. Pasal penutup
Memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya méngadakan
pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya
perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Bentuk perjanjian kredit ini pada prisipnya tidak diatur secara khusus
dalam KUH Perdata . Berkaitan dengan hal ini ada dua pendapat yang
menyatakan tentang bentuk perjanjian kredit

1. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan
salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur
dalam Buku Ketiga Kitab Undang — Undang Hukum Perdata . Dalam

bentuk apapun juga pemberian kredit ini diadakan pada hakekatnya
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merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur
dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata.

2. Pendapat yang kedua tentang bentuk perjanjian kredit — menurut Sutan
Remy * dinyatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam
meminjam sebagaimana diuraikan diatas. Ada beberapa ciri yang
membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam meminjam
yattu:

- Ciri yang pertama bahwa perjanjian kredit adalah bersifat
konsensual sedangkan perjanjian pinjam meminjam
sifatnya il

- Ciri yang kedua bahwa kredit yang diberikan oleh bank
kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara
leluasa untuk keperluan atau tujuan tidak tertentu dari
debitur. Tetapi kredit harus digunakan sesuai tujuan yang
ditetapkan dalam perjanjian kre&it.

- Ciri yang ketiga Dberkaitan dengan syarat cara
penggunaannya vyaitu kredit bank hanya dapat digunakan
menurut cara tertentu.

Jika dikaji lebih lanjut mengenai bentuk perjanjian kredit ini, Undang —
Undang No. 7 Tahun 1992 sebagimana diubah dengan Undang — Undang No. 10

Tahun 1998 tidak menyebutkan hal tersebut secara eksplisit. Dalam undang —

 Sutan Remy Sjahdeni, Op.city, hal.161
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undang ini hanya discbutkan tentang definisi kredit sebagaimana terdapat dalam
Pasal 1 ayat 1l yaitn sebagai penyediaan uang atau tagithan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran

bunga.

Selanjutnya dalam Pasal & Undang — Undang No. 10 Tahun 1998 juga

disebutkan dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesual dengan yang
diperjanjikan. Hal ini jika dikaji berdasar hasil penelitian dalam hubungan hukum
antara bank dengan nasabah debitur terdapat unsur kepe-rcayaan yaitu bank
mempunyai keyakinan bahwa nasabah debitur sanggup mengembalikan pinjaman
scsuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu juga terdapat prinsip
kehati — hatian yang digunakan bank sebelum menyetujui permohonan Kredit
calon nasabah debitur. ‘ |
Perjanjian kredit sebagai bentuk hubungan bank dengan nasabah debitur

pada prinsipnya mengikuti ketentuan hukum perjanjian secara umum. yang
tercantum dalam Pasal [381 KUHPerdata. Dalam praktek perbankan berakhirnya
perjanjian kredit dapat disebabkan oleh
a. Pembayaran

Dengan adanya pembayaran oleh debitur berarti debitur (lah melakukan

prestasi sesuai perjanjian schingga perjanjian kredit menjadi hapus atau
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berakhir.® Pembayaran lunas ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur
baik pembayaran hutang pokok, binga, denda maupun biaya — biaya lainnya
yang wajib dibayar lunas oleh debitur .
b. Subrogasi

Pasal 1400 KHUPerdat menyebutkan bahwa subrogasi atau penggantian hak —

hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si

berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang —
undang. Berdasar rumusan pasal ini maka subrogasi pada pringipnya dapat
terjadi jika pihak ketiga melakukan penggantian hak yaitu dengan melakukan
pembayaran.
c. Novasi
Yang dimaksud novasi atau pembaharlian hutang adalah dibuatnya suatu
peranjian kredit yang baru untuk atau scbagai pengganti perjanjian kredit
yang lama sehingga demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian
kredit yang lama *®, Pasal 1413 KUHPerdata menetapkan ada tiga (3} macam
jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, yaitu : '
- apabila seorang yang berutang membuat suatu .perikatan
utang baru guna orang yaﬂg mengutangkan kepadanya,
yang menggantikan utang vang lama, yang dihapuskan

karenanya ;

“ Sutarno, Op.Cit, hal 85

%% Hasanudin Rahman, Aspek - Aspek Hakin Pemberian Kredit Perbankan difindonesice, Citra Adilya
Bakl, Jakaria, 1995, hal. 169

o thid, hal. 157



d. Kompensasi

apabtla  scorang  berutang  baru  ditunjuk  untuk
menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang
dibebaskan dari perikatnnya.;

apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang
berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang
berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari

perikatannya.

Pengertian kompensasi menurut Pasal 1425 KUHPerdata adalah jika dua

orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mercka

suatu perjumpaan, dengan mana utang — utang antara kedua orang terscbut

dihapuskan.

2. Bank garansi

Pemberian bank garansi merupakan salah satu fungsi bank umum yang

memberikan berbagai macam jasa bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka bank

garansi diberikan kepada nasabah bank dengan tujuan memberikan bantuan yang

sifatnya menunjang nasabah bersangkutan untuk melakukan suatu tugas pekerjaan

yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih. o7

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah selaku terjamin didasarkan

| :
| pada kesepakatan pemberian bank garansi yang tertuang dalam perjanjian bank

garansi . Perjanjian bank garansi yang dilakukan kedua belah pihak ini dengan

mengkaji dari hasil penelitian diketahui dalam prakteknya dibuat secara tertulis.

57 Huyarso dan Achmad Anwaii, Geransi Bk Menjamin Berhasiliya Usaha Ancka, Balai Aksara, Jakarta,

1981, hal 8
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Para pihak yang terlibat dalam bank garansi | pada prinsipnya dapat

membuat perjanjian dengan syarat — syarat dan ketentuan yang disesuaikan

dengan kebutuhan. Dengan demikian perjanjian bank garansi ini sistemnya

terbuka karena para pihaknya bebas menentukan isi perjanjian yang mengikat

bagi mereka, tetapi pada prinsipnya surat perjanjian garansi sekurang — kurangnya

memuat hal — hal sebagai berikut :

8

h.

v

LG8

Tujuan penggunaan bank garansi ;
Jumlah atau nilai tertinggi bank garansi ;
Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu bank garansi ;

Tempat kedudukan atau domisili terjamin dan bank ;

Macam jaminan lawan atau kontragaransi yang diserahkan oleh
terjamin kepada bank serta nilainya ;

Teramin tunduk kepada instruksi — instruksi dan peraturan —peraturan
vang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral serta kelaziman
yang berlaku di kalangan perbankan ;

Biaya bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin baik macamnya
maupun jumlahnya seperti provisi dan biaya — biaya lain yang timbul
sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut ;

Terjamin tunduk kepada ketentuan — ketentuan dan peraturan —
peraturan tentang pemberian bank garansi yang ditetapkan bank;
Terjamin memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada

bank sewaktu — waktu mencairkan jaminan lawan atau kontragaransi

“* Dijumaidjy, Hikum Bunguncn Dasar — Dasar Hukum Dalam Praktek Dan Sumber Daya Manusic, Rincka
Cipta, Bandung, 1996, hal.133
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guna melunasi utang lerjamin, baik scbagai akibat dilaksanakannya
pembayaran bank garansi yang timbul schubungan dengan pemberian
bank garansi tersebut.

Jika ditinjau dari sudut KUH Perdata, perjzinjian bank garansi merupakan
perjanjian penanggungan utang (borgtoch) sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1820 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penangungan adalah -suatu
persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiuiang,
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu
sendiri tidak memenuhinya.

FHubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin yang didasarkan

dalam perjanjian bank garansi dapat berakhir apabila 6

a. Tanpa klaim, yaitu :

. batas tanggal berakhimya bank garansi telah dilampaui
tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan
dalam bank garansi

- berakhirmya atau selesainya perjanjian pokok, yakni
pérjanj ian atau kontrak yang dijamin olch bank garansi
tersebut

b. Dengan klaim, yaitu dalam hal pihak yang dijamin oleh bank melakukan
wanprestasi akan timbul klaim dari pihak p:anerima jaminan bank dan
berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi

selaku bank penjamin.

% \Widjanarto, Op.cit, hal. 162 -103
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Hubungan hukum antara bank dengan pihak terjamin yang diikat dengan
perjanjian penaggungan utang dapat berubah menjadi perjanjian kredit pada saat
bank mencairkan bank garansi kepada penerima jaminan. Hal ini sesuai«lengan
tsi Pasal 1840 KUHPerdata yang menetapkan bahwa penaggung yang telah
membayar menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si

berutang.

C.Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa perbankan
lainnva
Jasa — jasa perbankan lainnya merupakan kegiatan perbankan yang bertujuan
mendukung dan memperiancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana
vang dilakukan bank.”’Berdasar hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 ( tiga) jasa
porbankan lainnya maka dapat disajikan scbagai berikut :
i. Transfer
Transfer sebagai salah bentuk jasa perbankan lainnya pada prinsipnya
merupakan pengiriman uang atas permintaaa pihak pengirim dengan
menggunakan bank sebagai perantara, dimana bank tersebut membertkan
instruksi bayar kepada bank lain di tempat keberadaan penerima kiriman atau
Lepada bank yang diijinkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut agar
uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju. n
Hubungan hukum antara bank dengan pengirim adalah didasarkan pada

ontrak atau perjanjian yang berupa aplikasi transfer. Dalam kontrak transfer ini

RN O Cit, hal 135
N Y ozdy, Opecit hal. 34
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apabila diterapkan ketentuan tentang kontrak dalam Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata terdapat 3 ( tiga ) kemungkinan jawaban, sebagai berikut ; ™

a. Kontrak pengiriman uang merupakan kontrak titipan barang-dalam hal
ini bank sebagai pihak penitip, vide paéal 1694 sampai dengan Pasal
1739 KUH Perdata ; |

b. Kontrak pengiriman uang merupakan kont-rak untuk melakukan jasa
tertentu oleh bank, vide pasal 1601 KUH Perdata ;

c. Kontrak pengiriman uang sebagai suatu kontrak khusus yang tidak
termasuk ke dalam kontrak bernama dalam KUH Perdafa. Sehiﬁgga
ketentuan kontrak yang umum saja yang berlaku, mulai dari Pasal
1233 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Selebihnya berlaku
ketentuan dalam - kontrak yang dibuat para pihak, dan ketentuan
perbankan; baik syarat — syarat yang diatur oleh bank itu sendin
maupun oleh peraturan yang dikeluarkan oleh' pemerintah.

Dari uraian diatas, jika dikaji berdasar hasil penelitién vang difakukan
maka pendapat pertama dan kedua adalah kurang tepat, karena sebagatmana
dinyatakan Pasal 1694 KUH Perdata bahwa penitipan barang adalah terjadi
avabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat
bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya asal.

Berdasar rumusan ini jika kita lihat transfer dalam praktek perbankan,
bank memang menerima barang dalam hal ini berupa uang kemudian

melakukan instruksi pengirim atas uang tersebut agar diterima penerima dalam

" id, hal. 129
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nominal yang sama tapi ujudnya dapat berubah schingga lebih tepat apabila
perjanjian transfer diperlakukan sebagai perjanjian khusus berdasar ketentuan —
ketentuan tentang kontrak secara umum dalam KUH Perdata dan ketentuan —

ketentuan perbankan yang mengatur tentang transfer tersebut.

2. Safe deposit Box
Safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada
masyarakat, dalam bentuk menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk
menyimpan barang — barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan
nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut”
Hubungan hukum antara bank dengan penyewa adalah didasarkan.pada

perjanjian sewa menyewa, dalam perjanjian ini terkandung unsur — unsur :

- adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

- adanya konsensus antara kedua belah pihak

- adanya obyek sewa menyewa yaitu barang

- adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk
menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu
benda

- adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang
pembayaran kepada pihak yang menyewakan **

Berdasar uraian diatas, dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box

ini bank adalah pihak yang menyewakan sedangkan nasabah adalah pihak

™ Thomas Suyaino, Op.cil hal, 68
M galim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.59
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penyewa. Sccara umum perjanjian sewa menyewa safe deposit box tersebut
dilakukan secara tertulis dengan bentuk perjaniian baku karena syarat maupun
ketentuan telah ditetapkan secara sepihak oleh bank.

Ditinjau dari sudut KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa safe deposit
box adalah sesuai dengan rﬁmusan Pasal 1548 KUH Perdata tentang perjanian
sewa menyewa vaitu “ sebagai perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepadé pihak yang lainnya kenikmatan
dari sesuatu barang, selama sesuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran
sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi
pembayarannya “. Jadi petjanjian safe deposit box adalah perjanjian sewa
menyewa yang dibuat bank dengan pihak pemyewa secara tertulis untuk
penggunaan safe deposit box dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran
scwa yang disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian sewa menyewa safe deposit box ini termasuk perjanjian
konsensuil yang artinya perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat setelah
terjadi kesepakatan antara bank dengan pihak penyewa. Dalam hubungan
hukum ini terkandung hak dan kewajiban bank dan pihak penyewa. Hak bank
adalah menerima biaya sewa yang felah ditentukan dan kewajibannya adalah
menverahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang
yang disewakan serta menyerahkan barang yang disewakan secara

terpelihara75.Sedangkan hak penyewa adalah menerima barang yang disewakan

7 pasal 1550 sampai dengan 1551 KU/HPerdata
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dalam keadaan bank dan berkewajiban untuk membayar biaya sewa safe deposit
box tersebut.

Berakhimya hubungan hukum antara bank dengan pihak penyewa
adalah saat jangka waktu penyewaan safe depsosit box tersebut selesai. Hal ini
sesuai dengan isi Pasal 1576 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian
sewa menyewa berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara

tertulis.

3 Letter of Credit

~Pengertian Letter of Credit menurut Bank Indonesia adalah janji dari
issuing bank untuk membayar sejumlah vang kepada eksportir sepanjang ia
dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.

Mengkaji dari hasil penelitian yang dilakukan, hubungan antara nasabah
pemohon L/C ( applicant) dengan bank ( issuing bank) diawali dengan aplikasi
pembukaan L/C yang didalamnya telah tercantum svarat -- syarat dan kondisi
vang telah ditetapkan oleh bank. Format baku permohonan pembukaan L/C
dalam prakiek perbankan tidaklah sama antara bank yang satu dengan bank
yang lainnya. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada
bank — bank devisa untuk menambahkan ketentuan atau kfausul sesuai

kebutuhan bank tersebut dan applicant yang bersangkutan.




Hubungan hukum antara bank dengan applicant ini menurut Emmy
Pangaribuan "adalah pemberian kuasa dengan upah. Sedangkan Molengraaf
memandang hubungan ini lebih tepat dipandang timbul dari suatu petjanjian
yang mempuayai unsur — unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa
dan perjanjian melakukan pekerjaan .

Jika dikaji berdasar hasil penelitian yang dilakukan maka hubungan
antar bank dengan applicat adalah lebih tepat disebut perjanjian campuran
antara perjanjian pemberian kuasa dengan upah dan perjanjian melakukan
pekerjaan. Karena dasar hubungan antara applicant dengan bank tersebut pada
hakekatnya merupakan perjanjian kuasa dimana applicant dalam hal ini
memberi kuasa kepada bank untuk melakukan ketentuan - ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UCP, yaitu

- untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga
(beneficiary ) atau ordernya atau untuk mengaksep dan
membayar wesel - wesel yang ditarik oleh beneficiary,
atau;

- memberikan kuasa kepada bank fain untuk melaksanakan
pembayaran tersebut, atau untuk mengaksep dan membayl,rar
wesel — wesel tersebut. atau ;

- menguasakan bank lain untuk menegoisasi, atas penyerahan
dokumen — dokumen asalkan syarat — syarat dan kondisi

L/C terpenuhi.

% Emy Pangaribuan Simanjuntak, Pembuyaran Kredit Berdokumen, Scksi Hukum Dagang FH UGM,
Yogyakarta, 1994, hal.16
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Jadi hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah pemohon L/C (
aplicant ) dapat disebut sebagai perjanjian campuran yang pada dasarnya
mengandung dua unsur perjanj ian yaitu
1. Perjanjian pemberian kuasa dengan upah
2. Perjanjian melakukan pekerjaan

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat antara bank dengan apficant
ini maka bank harus melakukan pekerjaan berupa pemerikasaan terhadap
dokumen — dokumen yang diserahkan eksportir sesuai syarat dan kondisi yang
ditetapkan dalam L/C. Sedangkan applicant berkewajiban membayar biaya

sebagai upah atas dibukanya L/C tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan
Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, schingga
perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh
diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang
sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan
dari pihak masyarakat atau konsumennya.77
Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan
merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalé_m hubungan bank dengan
nasabah. Perlindungan kepada nasabah ini dapat timbul dari dua alasan, yaitu 78

L. Karena lembaga keuangan dimana masyarakat menyimpan

dananya bangkrut atau pailit ;

7 Muhamad Djumbana, Op.Cit hal.282
™ Sundari Arie, Op.Cit, hal.9




2. Karena adanya tingkahlaku bank yang merugikan nasabah

Mengkaji dari hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan secara
garis besar dapat dilthat dari :
1. Tahap pra transaks:

2. Tahap transaksi

3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah

1. Tahap pra tansaksi

Era persaingan antara bank - bank yang semakin ketat dan tajam
menyebabkan semakin gencarnya bank memperkenalkan dan menawarkan jasa -
jasanya dalam berbagai bentuk dan cara. Pemberian infonalﬁsi mengenai jasa - jasa
perbankan yang ditawarkan ini merupakan salah satu upaya bank agar konsumen

+ tertarik untuk menggunakﬁn salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang
ada.

Mengkaji dari hasi! penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemberian
informasi yang dilakukan bank melalui iklan ternyata hanya menonjolkan pada
kelebihan, kemudahan atau keuntungan atas penggunaan suatu produk perbankan.,
Demikian juga halnya dengan informasi yang diberikan petugas bank dalam
prakteknya belum memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Keadaan yang
seperti ini dapat memberikan gambaran yang keliru pada konsumen karena
ketidaklengkapan informasi yang diberikan bank tersebut dapat menghasilkan

putusan keliru bagi konsumen.
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Untuk mengatur tentang hal terscbut diatas sebenarnya Undang —Undang

perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 telah mengatur ketentuan yang mewajibkan

para pelaku usaha untuk :

a.

b.

@

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/ atau jasa serta ‘memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan ;

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan Jujur serta tidak
diskriminatif ;

menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan /atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa
yang berlaku ;

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan /atau mencoba
barang darn/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garnsi atas
barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan |

memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang
diperdagangkan ;

memberi kompensasi , ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan
/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Uraian diatas yang menclapkan tentang kewajiban pelaku usaha jika

dikaitkan dengan prakiek perbankan maka bank seharusnya melakukan kewajibannya

sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 terutama ayat a, b, dan ¢ . Hal imi tidak




terlepas dari basis paraktek perbankan yang mengutamakan pelayanan termasuk
dalam hal pemberian informasi.

Selatn ketentuan dalam Undang — undang Perlindungan Konsumen yang
menetapkan tentang kewajiban pelaku usaha diatas, konsumen pada hakekatnya juga
mempunyai hak dasar sebagaimana dinyatakan oleh J F. Kennedy. Hak dasar tersebut
jika dikaitakan dengan tahap pra transaksi sebagai tahap mencari informasi dapat
dijelaskan sebagai berikut :

t. Hak memperoleh keamanan
Konsumen perbankan mempunyai hak untuk memperoleh keamanan pada
saat menggunakan suatu produk perbankan atau melakukan transaksi di bank.
Untuk memperoleh hak ini bank dalam memberikan informasi kepada konsumen
selaku pengguna jasanya secharusnya memberikan informasi yang lengkap

termasuk tentang risiko — tisiko yang akan dihadapi konsumen schubungan

dengan penggunaan produk perbankan tersebut.

Hal ini jika dikaji dari hasil penelitian vang dilakukan, keharusan bank
untuk memberikan informasi berkenaan dengan risiko -- risiko belum dilakukan,
yang terjadi dalam prakteck adalah pemberian informasi yang cenderung
menonjolkan kelebihan atau kemudahan — kemudahan saja.

2. Hak memiiih
Hal memilith mempunyat arti konsumen berhak memilih suatu produk perbankan
yang akan digunakan tanpa adanya paksaan atau tckanan dari pihak lain. Untuk

mendukung hak memilih adanya informasi yang benar, jelas dan lengkap




schingga konsumen tidak melakukan kekeliruan dalam memilih salah satu produk

perbankan.

3. Hak mendapat informasi

Hak ini merupakan hak yang penting dalam tahap pra transaksi karena
mempunyai kaitan yang erat dengan hak — hak dasar konsumen lainnya. Pada
dasamya‘ setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai
informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai
mempunyail gambaran yang keliru atas produk barang dan / atau jasa.

Hal yang serupa juga berlaku dalam bisnis perbankan dimana bank pada saat
mengenalkap atau menawarkan produk — produknya harus memberikan informasi
benar, lengkap dan dapat dipertanggungjwabkan sehingga konsumen mempunyai
gambaran yang tepat sebelum mcmu'tuskan untuk menggunakan suatu produk

perbankan yang ada,

4. Hak untuk didengar

Hak ini mempunyai hubungan yang erat dengan hak untuk mendapat informasi
sebagaimana diuraikan diatas. Karena informasi yang diberikan pihak bank dalam
prakieknya kurang memberikan keterangan yang leﬁgkap terhadap konsumen
yang membutubkan. Berkaitan dengan hal ini maka konsumen mempunyai hak
untuk didengar atas segala pertanyaan atau permintaan informasi tentang hal — hal

yang menyangkut suatu jasa perbankan termasuk produk — produknya.
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2. Tahap transaksi
Tahap transaksi adalah tahap telah terjadinya kesepakatan antara bank dengan

nasabah untuk mengadakan suatu perjanjian. Kapan kesepakatan itu dianggap terjadi

menurut Purwahid Patrik 7 ada beberapa teori, yaitu :

‘ 1. Teori Pernyataan
Kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran menulis surat atau
telegram, telex yang mengatakan bahwa ia menerima tawaran itu.

2. Teori pengiriman
Pada saat surat / telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawaran
diterima atau yang menerima tawaran mengirim surat, telex, telegram
kepada yang menawar.

3. Teori pengetahuan _ -
Kesepakatan iurjadi pad saat yang menwarkan mengetahui  bahwa
tawarannya diterima

4. ‘T'eori penerintaan
Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul — betul mengetahui
dengan menerima jawaban bahwa tawaran diterima.

Dari uraian diatas, teori tentang penerimaanlah yang mendekati kapan

kesepakatan antara bank dengan nasabah itu terjadi. Bank sebagai pihak yang

menawarkan jasa mengetahui dengan betul bahwa penawarannya kepada nasabah
diterima yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan aplikasi atau

‘ perjanjian,

" purwalid Patrik, Hukum Perdata [T ( Perikatan Yang lahir Deri Pecjanjion dan Undany - Undang ), FH
Undip, semarang, 19838, hal. 13-14
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Berkaitan dengan perjanjian scbagai bentuk kesepakatan antara bank dengan
nasabah tersebut, hukum perjanjian Indonesia pada prinsipnya menganut asas
kebebasan berkontrak . Menurut Gatot Supramono “'asas kebebasan berkontrak
didefinisikan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu
petjanjian yang befisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak
bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang — undang.

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas yang penting
dalam hukum perjanjian, sebenarnya penerapannya berlatar belakang dari paham
individualisme yang menganggap bahwa setiap orang bebas memperoleh apa yang
dikehendakinya. Paham individualisme ini memberikan peluang luas kepada
golongan kuat ( ekonomi ) untuk menguasal golongan yang lemah ( ekonomi). Pihak
yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah, Pihak yang lemah berada dalam
cengkeraman pihak yang kuat 3!

Ditinjau dari sudut KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak dapat kita lihat
dajam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata vang berbunyi “ semua persetujuan yang
dibuat secara sah berfaku sebagai undang — undang bagi mereka yang membuatnya “.
Berdasar rumusan pasal ini maka dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang
dibuat adalah mengikat kedua belah pihak. Asas ini pada prinsipnya memberi

kebebasan kepada para pihak yang terlibat untuk membuat suatu perjanjian dengan

¥ Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996,

hal.G0

8 Mariam Darus Badrulzaman, Perdindungan Terhadap Konsumen Difihat Dari Sudut Perjanjian Boku

(Sttcdear), Makalaly dalam Simposium Aspek — Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsemen, BPHN,

Jakarta, 1980, hal. 69
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menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian terscbut demi kcebaikan dan tidak
merugikan pihak lain.

Namun demikian, perkembangan dalam dunia bisnis termasuk bisnis
perbankan dewasa ini menunjukkan kecenderungan bahwa perjanjian yang dibuat
para pihak tidak didasarkan adanya kebebasan untuk bernegoisasi. Salah satu pihak
biasanya telah menetapkan syarat — syarat dan ketentuan diﬁaana pihak yang.lain akan
menerima atau menolak syarat dan ketentuan tersebut . Perjanjian yang demikian ini
dikenal sebagai perjanjian baku. Menurut Sutan Remy Syahdeni ® perjanjian baku
adalah perjanjian yang hampir seluruh kiausul- klausulnya sudah dibakukan oleh
pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk
merundingkan atau meminta perubahan.

Perjanjian baku ini dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu

I. Perjanjian baku scpihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan olch
pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu ;

2. Perjanjian baku vang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang
mempunyal obyek hak — hak atas tanah ;

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

terdapat perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk
memenuhi permintaan anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau

advokat yang bersangk utan.™

¥ Sutan Remy Siahdeni, Op.cit, hal. 65
® Marian Darus Badrulzaman, Ancka Hukum Bisuis, Alumni, Bandung, 1994, hal 49
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Dari berbagai bentuk perjanjian baku diatas, mengkaji dari hasil penclitian

;ang dilakukan maka perjanjian baku yang dibuat bank dengan calon nasabahnya

e

adalah termasuk bentuk perj janjian baku yang pertama.

Perjanjian yang dilakukan bank dengan calon nasabah disebut perjanjian baku
karcna sccara scpihak bank tclah mencntukan syarat dan ketentuan, nasabah tidak
mempunyai kesempatan menegosiasikan  syarat dan ketentuan tersebut. Posisi
nasabah dalam ha! ini hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian
baku yang disodorkan kepadanya

Menyangkut keabsahan dari perjanjian baku ini, terdapat berbagal pendapat
sebagai berikut : Pendapat dari Sluijter yang mengatakan bahw a perjanjian baku
bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah
seperti pembentuk undang — undang swasta. Svarat — syarat yang ditentukan
pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang —~ undang, bukan per ai’l_]ldn

Pitio menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa, yang
walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang

- undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyatannya kebutuhan
masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Pendapat yang lain menyangkut keabsahan perjanjian baku tersebut

dikemukakan oleh Stein yang menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterin
sehagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang

membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.




Hal senada juga dinyatakan oleh Asser Rutten yaitu setiap 6rang yang menadatangani
perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya,™

Jika dikaji lebih lanjut mengenai keabasahan perjanjian baku ini dari sudut
Undang — Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka undang
— undang ini pada i)rinsipnya tidak melarang pelaku usaha untuk’ membuat --perjénj ian
baku tetapi ada ketentuan yang melarang membuat atau mencantumkan klausula baku
pada setiap dokumen dan /atau perjanjian apabila :*

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;

b. Menyatakén bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen ;

¢. Menyatakan bahwa pelaku usaba berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli
konsumen ;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha,
baik secara langsﬁng maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen sceara angsuran ;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;

¥ Ahmadi Meru dan Sutarman Yado, Hukiem Perlindungan Konsumen, PT Gaya Grafindo Persada,
. Jakarta, 2004, hal. 117
* Pasal 18 Undang - Undang Perfindungan Konsumen
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[. Memberi hak- hak kepada pelal;u usaha untuk mengurangi manfaat
Jasa atau mengu;fangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek
jual beli jasa ;

8. Menyatakan tunduknya konsumen kep-ac‘za peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan /atéﬁ pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya ;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutmya dalam Pasal 18 ( 2) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
mencantumkan klauSula baku yang letak atau bentuknya sul.it terlihat atau tidak dapat
dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dengan demikian
setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjaniian yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatekan batal demi
hukum.

Menurut hemat penulis, pembuatan perjajian baku di kalangan perbankan
sebenamya juga memiliki aspek positif yang berupa efisiensi, efektifitas dan
penyederhanaan prosedur di dunia perbankan. Tetapi aspek positif ini lebih dinikmati
bank sebagai pelaku usaha , karena dalam prakteknya perjanjian baku yang dilakukan
bank dengan calon nasabahnya cenderung menempatkan kedudukan nasabah tidak

sejajar dengan bank.




Dengan pencantuman klausula|— klausula dalam perjanjian baku tersebut ,
kedua belah pihak dianggap telah mengikatkan diri, walaupun ada kemungkinan
dalam perjanjian baku tersebut dicantumkan klausula — klausula yang sebenarnya
berpotensi membergtkan kepentingan nasabah. Klausula — klausula yang seperti ini
disecbut dengan klausula cksonerasi.| Pengertian klausula eksonerasi ini adalah
klausula yang bertyjuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu
pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak
dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian
tersebut . %

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dal_am perjanjian baku, adalah
pencantuman klausula eksonerasi harus 47
a. Menonjol dan jelas

Agar suatu penulisan klausula dapat digolongkan menonjol, maka
penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan
akan memperhatikannya.
b. Disampaikan tepat waktu
Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu.
Dengan demikian pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat

penutupan perjanjian sehingga merupakan bagian dari kontrak.

c. Pemennhan tujuan — tujuan penting

Pembatasan tanggang gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut

|
tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan,

% Sutan Remy Sjahdeni, Op.cit, hal. 75
87 Atnadi Miru dan Sutarman Yado, Op.cit, hal. 118-119
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d. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang tidak adil,

maka

pengadilan  dapat menolak untuk melaksanakannya, atau

melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adii

Menurut Mariam Darus Badrulzaman 5, perjaﬁjian baku dengan klausula

eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk

membayar ganti kerugian kepada pihak lain, memiliki ciri sebagai berikut

a.

€.

isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif
kuat darn pada debitur ;

debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu ;

terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian
tersebut

bentuknya tertulis ;

dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Jika dikaji berdasar hagil penelitian yeng dilakukan, pencantuman kiausuiz

eksonerasi dalam praktek perbankan tidak hanya terbatas pada perjanjian kredit saja

tetapi juga pada aplikasi — aplikasi atau perjanjian — perjanjian lain sebenarnya

dapat berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan tidak mencerminkan rasa

keadilan,

Adapun klausul — klausul yang berpotensi memberatkan kepentingan nasabah

serta tidak mencerminkan rasa keadilan tersebut adalah :

¥ Martam Darus Badrulzaman, Op.cit, hal. 50
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Klausul yang menyatakan bank berhak untuk memperbaiki, mengubah,
melengkapi ketentuan yang telah ada atau ditentukan kemudian dimana
setiap perubahan, perbaikan maupun penambahan ketentuan tersebut

mengikat nasabah.

Jika dikaji dengan menggunakan Undang -~ Undang perlindungan

Konsumen, maka klausula ini termasuk jenis klausula yang dilarang
dibuat oleh pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 huruf g
dimana pelaku usaha pada prinsipnya dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang menyatakan
tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,

tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang _.

dibelinya. Sclanjutnya apabila kita mclihat syarat sahnya perjanjian
sebggaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata, salah satu syarat yang terkandung disini adalah tentang
suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hal ini apabila dilihat dalam
rurmusan klausul diatas terdapat kata “ ditentukan kemudian * yang
berarti akan ditentukan kemudian oleh bank berarti nasabah dalam
posisi belum mengetahui apa yang akan ditentukan tersebut. Posisi
nasabah daiam hal ini sangat lemah karena apapun perubahan, perbaikan
maupun penambahan ketentuan yang dilakukan bank mengikat nasabah
walaupun ketentuan baru tersebut mempunyai potensi yang dapat

merugikan kepentingannya.
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Klausul tentang hak bank untuk sewaktu - waktu mengubah tingkat suku

bunga, denda dan biaya — biaya di kemudian hari tanpa perlu

pemberitahuan dan persetujuan terfebih dahulu dari nasabah debitur.
Undang — Undang Perbankan pada prinsipnya tidak mengatur tentang
suku bunga secara tegas, ketentuan tentang bunga ini dapat kita lihat
dalam Pasal 1767 KUHPerdata yang menyatakan ada bunga menurut
undang — undang dan ada yang ditetapkan di dalam persetujuan.
Berdasar rumusan pasal ini maka bank memang berhak menetapkan
suku bunga sesuai yang diperjanjikan. Tetapi dalam prakteknya suku
bunga yang ditetapkan bank ini sering tidak memperhatikan
kemampuan debitur untuk membayarnya. Hal in terjadi karena bank
dalam operasional kreditnya cenderung menetapkan suku bunga sesuai
kehendak pasar. Schingga klausula ini dapat membebani kepentingan
nasabah debitur terlebih lagi penetapan suku bunga, denda atau biaya —
biaya oleh bank ini tanpa harus mendapatkan persstujuan dari nasabah
debitur yang bersangkutan.

Klausul tentang pembebasan bank dari scgala kewajiban, tuntuian, gugatan

dan klaim apapun dan dari pihak manapun serta tanggung jawab atas setiap

dan semua kerugian dan / atau risiko yang timbul karena alasan apapun.
Rumusan klausula ini pada hakekatnya bertentangan dengan asas
kepatutan, karena di satu sisi nasabah dibebani ketentuan dan
kewajiban yang harus dipenuhi . Tetapi di sisi lain -dengan adanya

kiausufa ini maka bank dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan,
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tanggung jawab yang scharusnya menjadi kewajibannya. Klausula ini
Juga kurang mencerminkan rasa keadilan karena nasabah tidak dapat
mengajukan tuntutan, gugatan dan tanggung jawab kepada bank
apabila terjadi kerugian atau risiko berkaitan dengan tindakan bank
dalam melakukan kegiatan usahanya.

4. Klausul pemberian kuasa dari penerima kredit yang tidak dapat dicabut
atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapur juga atau
sebagaimana yang ditentukan Pasal 1813 KUH Perdata

Pemberian kuasa menurut Pasal 1796 KUH Perdata adalah yang
dirumuskan dalam kata — kata umum, hanya meliputi perbuatan —
perbuatan pengurusan. Jika kita kaitkan dengan isi klausula ini maka
rumusan pemberian kuasa yang dimiliki bank menjadi tidak terbatas,
karena di'sebutkan tidak akan berakhir karena alasan apapun termasuk
alasan yang ditentukan Pasal 1813 KUH Perdata. Kondisi ini
meyebabkan  posisi konsumen menjadi  lemah karena dengan
menandatangani perjanjian yang memuat klausula seperti ini maka
nasabah telah dianggap menyetujui isi klausula tersebut.
Selanjutnya klausula — klausula yang berpotensi meletakkan posisi nasabah
menjadi lemah dibandingkan bank, secara lengkap dapat kita lihat dalam

perjanjian kredit sebagaimana dinyatakan HP Panggabean, yaitu® :

% Ary Purwadi, Perjarnjian Baku Sebagui Upaya Pengamanan Kredit Bank, Majalah Hukum dan
Pembangunan, UT Jakrta, Edisi Februari 1995, hal.61




S

Bank sewaktu — waktu berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak
dan kemudian menagih utang secara sekaligus dan seketika menurut
waktu yang ditentukan bank ;

Bank berhak menentukan sendiri ju.m-lah hutang debitur berdasarkan
jumlah hutang pokok, bunga kredit, proivisi, dan lain — lain
selebihnya ;

Bank diberi kuasa mutlak yang t-idak dapat dicabut kembali menjual
barang jaminan ;

Bank tidak wajib memberikan kredit kepada debitur walaupun
maksimum kredit belum tercapai ;

Bank berhak dengan nama dan/atau cara apapun juga melakukan
tindakan hukum yang dianggap baik oleh bank atau menurut

peraturan yang berlaku, apabila debitur lalai atau tidak dapat

-melunasi kreditnya |

Bank berhak menangguhkan pelaksanaan perjanjian kredit semata -
mata atas pertimbangannya sendiri ;

Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan
kerusakan, kelambatan atau karena hilangnya surat, termasuk juga
kerugian yang disebabkan tindakan pihak vang menjadi perantara ;
Semua surat - surat berharga, barang — barang bergerak dan tetap
yang diterima bank atau yang berada di tangan pihak ketiga
berdasarkan apapun juga menjadi jaminan bagi bank untuk

pengembalian hutang si debitur, dan semua surat — surat berharga
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dan barang — barang tersebut apabila hilang atau rusak menjadi
risiko dan tanggung jawab debitur;

9. Bank tidak bertanggung jawab atas kekurangan pihak ketiga yang
ditujukan untuk perkiraan dan risiko nasabah ;

10. Semua pengiriman kepada atau oleh bank dari pihak ketiga
dilakukan untuk_mengadakan perubahan — perubahan pada syarat —
syarat perjanjian kredit ;

11.  Bank berhak untuk mengadakan kembali kepada orang lain segala
benda yang digadaikan debitur kepadanya ;

12. Rahwa dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan untuk melunasi
kredit sudah merupakan bukti terjadinya keadaan wanprestasi.

Atas pencantuman klausul eksonerasi ini maka konsumen dapat dilindungi
terhadap pihak yang membuat eksonerasi apabila dapat membuktikan :
1. bahwa syarat eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah

batal menurut hukum ;

2. bahwa syarat eksonerasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan,
sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan
3. bahwa syarat eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada

pihak {am éehingga syarat — syarat itu tidak merupakan bagian dari
bagian petjanjian itu, dan syarat itu tidak mengikat.
3. Tahap penyelesaian permasalahan antara bank dengan konsumen
Permasalahan yang terjadi antara bank dengan konsumen dapat

digolongkan menjadi dua (2) macam, yaitu :




1. Bersifat teknis
Permasalahan yang bersifat teknis ini berkaitan dengan pelayanan yang
dilakukan bank serta kurangnya informasi yang diberikan bank sehingga
menyebabkan terjadinya permasalahan antara bank dengan nasabahnya.
2. Bersifat sistematis
Yang dimaksud permasalahan sistematis disini adalah berkaitan erat
dengan penggunaan produk perbankan terutama sistem perbankan yang
berbasis teknologi. Sumber permasalahan secara sistematis dapat berasal
dari Auman error dan gangguan pada sistem teknologi pérbankan
Cara penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah d'apat dilakukan
melalui ;
a. Penyelesaian secara damai
[Dengan penyclesaian sceara damat dimaksudkan penyelesaian sengketa antara
para pihak, dengan atau tanpa kuasa atau pendamping bagi masing — masing
pihak melalui cara - cara damai.”
Mengkaji dari hasil penelitian, penyelesaian secara damai yang dilakukan
dalam praktek perbankan imi berbentuk penyelesaian tingkat internal bank
sebagaimana dijelaskan Andang Haryanto’' dengan mekanisme sebagai

berikut :

U AZ Nasution, Op.Cit, hal 225
1 Andang Haryanto, Sistemt Pesgeoveasan Bark Dalam Ranghe Perlindungan Terhadap Kepentingan
Nasahaf, Makalah dalam Diskusi Hmizh FH Unishank, Semarang, 2004, hal. 13
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Bagan 1.

Mekanisme pengaduan nasabah

(konsep untuk perbankan)
NASABAH BANK
Pengaduan W@
Penerimaan p» Fungsi Khusus
pengaduan dan -« @ Pengaduan Nasabah
pemberian nama dan ( FPN)

telpon petugas bank

Response Bank dan 4,__@_

Alternatif Solusi atau
pemberitahuan Proses Investigast

perpanjangan wakity

Response Final dan
Alternatif Solusi 41 A

&

Berdasar bagan diatas dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. Terjadi permasalahan antara bank dengan nasabah

2. Fungsi khusus pengaduan nasabah menerima pengaduan dart nasabah .

3. Tungsi khusus pengaduan nasabah (FPN) ini setelah melakukan proses
investigasi menghasilkan respon kepada nasabah. Jika respon ini tidak
memuaskan nasabah maka bank memberikan alternatif solusi maupun
pemberitahuan perpanjangan waktu kepada nasabah dengan jangka waktu

antara 45 — 60 hari




Jika belum diperoleh respon final atau alternatif solusi yang diterima

nasabah maka bank mempunyai tambahan waktu 45 harj untux

menyelesaikan permasalahan tersebut.
Konsep yang diberikan Bank Indonesia sebagaimana diuraikas diatas
pada prinsipnya mempunyal  tyjuan  untuk tercapainya keseragaman cara
penyelesaian pengaduan nasabah, Dengan demikian penyelesaian pengaduan

nasabah yang beriarut — larut tidak terjadi sehingga nasabah tidak dirugikan

kepentingannya.

b. Penyelesaian melalui lembaga atay instansi terkait
Penyelesaian ini adalah penyelesaian melalui peradilan umum atau
letibaga khusus dibentuk undang -- undang yaitu badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen,”, Penggunaan cara penyelesaian seperti ini dilakukan jika solusi
penyelesaian yang dilakukan bank belum memuaskan nasabah | Mengkaji dari hasil
penelitian, penggunaan lembaga atau jalur pengadilan belum mendapatkan Tespon
yang yang maksimal dari konsumen,
Sebagai langkah awal untuk meningkatkan respon konsumen perbankan
tersebut Bank Indonesia telah merencanakan untuk membentuk lembaga mediasi

yang bertugas menangani konflik antara bank dengan nasabahnya, dengan

. ) . 93
mekanisme sebagai berikut : *

% AZ Nasution, Op.cit, hul.227
7 Andang Hariyanto, Op.cit, hal 10
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Bagan 2,
Penggunaan lembaga mediasi untuk menyelesaikan

perselisihan antara nasabah dengan bank

.
) . , Ya
Pengad uan Penyelesaian pada Solusi yang ditawarkan
tingkat internal bank bank diterima oleh pasabah [ A
! | Selesai
l :
. _ Ya
Perselisihan Lembaga mediasi Rekomendasi diterima
independen oleh nasabah >

Selesai | I i

Arbitrase & I
Pengadilan

A 4

Bagan tentang pengunaan lembaga mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara
nasabah bank tersebut mendiskripsikan alur penyelesaian permasalahan nasabah
dengan bank apabila solusi yang ditawarkan bank tidak diterima nasabah. Yaitu
perselisihan  yang terjadi diselesaikan melalui lembaga mediasi sehingga
menghasiikan rekomendasi kepada nasabah, Apabila rekomendasi tersebut diterima
nasabah maka berarti permasalahan yang ada dinyatakan selesai. Tetapi jika
rekomendasi ini ditolak nasabah maka dapat digunakan a'rbitrase atau jalur

pengadilan sebagai cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
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3. iKcndaiza — Kendala yang mempengaruhi periindungan hukum terhadap |

konsumen perbankan
Mengkaji dari hasil penclitian mengenai kendala - kendaia yang adaia dalam

tersebut dapat disimpuikan berasal dari :

a. Kendala yang berasal dari diri konsumen itu sendiri

Setiap manusia pada hakekatnya adalah konsumen yang hidup d1 tengah —
tengah kehidupan sosial. Pola — pola berpikif manusia ini inempengaruhi
sikapnya yang merupakan kecenderungan — kecenderungan untuk meiakukan

atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan —

s
Fand

keadaan .

Sebagai bagfatl dari kehidupan sosial, konsuren memiiiki variabei —
varibel yang berpengaruh ierhadap sikap, poia pikir maupun indakannya dalam
mengkonsumsi  suatu iuz;rang dan/ atau jasa. Demikian halnya dalam
menggunakan jasa perbankan, konsumen dipengaruhi olch sikap, pandangan
atau tindakan tentang hal — hal yang akan dihadapi atau dilakukan berkaitan :
dengam penggunaan jasa perbankan tersebut.

-

Dua ( 2 ) variabel yang mempunyai pengaruh yany kuat daiam kehidupan

konsumen adalah : |
Stratifikasi sosial pada hekainya merupakan pembedaan masyarakat

ke dalam keias — kelas secara bertingkat sehingga dalam masyarakat ini

* Soeryono Seekanto, Pokok  Pokak Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hai.59 |

L 74 .




terdapat perbedaan kedudukan, Jika kita kaji dari hasil penelitian, perbedaan
kedudukan yang ada dalam hubungan antara bank dengan nasabah daiam
prakteknya menempatkan kedudukan nasabah sebagai pihak yang femah.Hal
ini menyebabkan sulitriya kofisumen perbankan untuk memperoleh hak —
haknya.

b. Budaya hukum

Soeryono Soekanto” menyatakan bahwa konsep tentang budaya
tukum memiliki makna, Dengan ruang lingkup yang lebin luas dari ajaraf —
ajaran ieniang kesadaran hukum sebagaimana yang sering diperbincangkan
orang karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup
tentang kesadaran hukum. Jadi disamping kesadaran hukum masih banyak
lagi aspek — aspek Jainniya yang dapat dimasukkan daiam komponen budaya
hukum.

Budaya hukum ini pada hakekatnya menunjukkan keseluruhan
poia pikir, sikap dan sistem nilai dalam masvarakai yang akan menentukan
bagaimana seharusnya hukum itu berlaky, Jjika dikaitkan dengan
periindungan hukum terhadap konsumen perbankan maka hukum yang
beriaku disini salah satunya adaiah kehadiran Undang — Undang Tentang
Periindungan Konsumen.

Tujuan  dikeluarkannya Undang — Undang Perlindungan
Konsumen pada prinsipnya adalah memberikan perfindungan terhadap

xonsumen termasuk konsumen perbankan. Tetapi dalam prakieknya

** Soerjono Sockante, Jakior — Faktor Yeug Mempengarihi Penegedon [, Raja Gralindo Persada,
Jakarta , 1993, hat. 153-154
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kehadiran undang - undang ini belum direspon -secara maksi'ma! oleh
konsumen itu sendiri. Bahkan masih dapat dijumpai konsumen yang belum
mengetahui keberadaan undang — undang tersebut.
Selanjutiiya kendaia — kendala yang berasal daii diri konsuimen
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
i. Konsumen kurang memperoieh informasi yang iengkap dan jelas dari
pihak bank seria sikap konsumen yang tidak teiii.

Informasi bagi konsumen merupakan suimber ketérangan yang
penting sebeium menetapkan pilihan terhadap swatu barang dan.atau
jasa. Demikian hainya dengan konsumen perbankan, informasi yang
diperoich adalai iangkah awal scbelum memutuskan untuk memitih atau
menggunakan suaiu produk perbnakan.

Ditinjau dari sudut Undang — Undang Periindungan Konsumen,
salah satu kewajiban pelaku usaha adaiah memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jamiman barang dan/atau
jasa sedta memberi penjeiasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
% Sehingga kewajiban bank sebagai pelaku usaha adalah juga

memberikan informasi yang iengkap dan jetas kepada konsumennya.
Mengkaji dari hasii penelitian , kurangnya informasi yang

diberikan pihak bank kepada konsumeén iersebut ternyata mempunyal

pengaruh yang besar terhadap upaya perlindungan ierhadap konsumen

itu sendiri, Kendaia daiam periindungan konsumen tersebut dalam

¥ Pagal 7 Huruf b Undang - Undang Perlindungan Konsumen

2
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prakieknya juga berasal dari sikap ketidakielitian konsumen yang
cenderung mengabaikan ketentuan — ketentuan yang sebenarnya penting
bagi dirinya.
-
2. Lemahnya posisi konsumen
Posisi konsumen yang tidak seimbang dengan bank ini dapat kita
fihat dari :
a. Tahap transaksi
Salah satu sumber yang menjadikan posisi konsumen iemah
terietak pada mekanisme terjadinya perjanjian antara bank dengan
konsumen . Keiika konsumen tertarik untuk menggunakan salah
satu jasa peibankan yang ada maka oieh bank langsung disodori
aplikasi atau perjanjian yang isinya ielah ditentukan secara sepinak
atau berbentuk perjanjian baku.

Kondisi {ersebut menjadikan piithan kensumen menjadi
sangat terbatas yaitu imenefima atau menotak. Apabila kohsumen
menandatangani aplikasi aiau perjanjian tersebui maka apapun isi
atan rumusan yang fercantum dalam aplikasi afan perjanjian
tersebut bersifat mengikat kedua beiah pibak.

b, Ketentuan atau kiausuia — kiausula yang tercanturm daiam aplikasi
atau perjanjian

Mengkaji dari hasil penelitian, aplikasi atau perjanjian yang

dibuat bank dalam prakteknya masih memuat ketentuan atau
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klausula - kiausuia yang cenderung menempatkan konsumen
dalam posisi yang lemah.

Isi aplikasi atau perjanjian ter:sebut di satu sisi menetapkan
syarat, ketentuan dan kewajiban yang harus dipenubi nasabah.
T*tapi di sisi lain klausuia yang tercantum dalam aphlikasi atau
perjanjian tersebut ada yang membebaskan kewajiban dan
tanggung jawab bank schingga hal ini menjadikan kcdudukan
antara bank dengan nasabah menjadi tidak seimbang,

Selain wuraian diatas, posisi komsumen vyang lemah jika
dibandingkan dengan bank disebabkan ada dua (Z) hubungan
antara bank dengan konsumen yang dinilai tidak Ifair yaifu |

- Ketika barik bertindak sebagai  kreditur, konsumen
memberikan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk
penyerahan dokumen agunan seperti serfifikat tanah guna
menjamin peiunasan hutang konsumen ;

- Konsumei sama sekali tidak meénguasai dokumeén asset
bank guna menjamin hutang bank kepada konsumen dafam
bentuk giro, deposiio, tfabungan atau bentuk lainnya. Bank
dalam hal ini hanya berbekal agunan kepercayaan saja dari

o7
i

konsumen . ~

" Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen — fustrumen Hukuwmnya, Citra Aditya Bakli,

Bandung, 2000, hal. 62

~]

s




3. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak - haknya
Mengkaji dari hasil penelitian, rendahnya kesadaran
konsumen akan hak — haknya ini terkait erat pada saat terjadi
perinasalahan antara konsumen dengan bank. Konsuitién
‘perbankan cenderung bersikap ftidak ingin memperpanjang
persoalan apabila terjadi permasalahan ya;ﬁg diaiaminya.

Adanya lembaga konsumen seperti LFZK atau penggunaan
jatur pengadilan belum dimanfaatikan secara maksimai olén
konsumen yang sedang mempunyai masalah perbankan.
Rendahnya kesadaran konsumen akan hak - haknya ini
dipengaruhi oich :

- tingkat pendidikan konsuinen

.u iingkat ckonomi konsumen

- nilai dan budaya yang dianut masyarakat

b. Kendala yang berasal dari fuar konsuinen
Mengkaji dari hasil peneiiﬁan,kendaia vang berasal dari iuar konsumen
dapat bersumber dari :
1. Penggunaan teknologi daiam praktek perbankan
Pengguhaan teknologi daiim praktek perbankan yaitu befupa sistem
pembayaran ciekironik atau yang disebul Flécironic Funds Transfer (EFT) di

satu sisi memberikan kemudahan — kemudahan bagi konsumennya. Tetapi di
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sisi lain semakin canggihnya teknologi yang dimanfaatkan bank masih

mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- memungkinkan ferjadinya penyalahgunaan jasa layanan iektronik

tersebut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

Kemajuan teknologi perbankan sepintas hanya memberikan
keamanan pada pihak bank saja, sedangkan tidak demikian halnya
dengan konsumen. Sehingga ide peningkatan pelayanan terhadap
konsuinen melalui teknologi perbankan hanya menjadi semacam lip
service saja.”®

Jadi semakin canggihnya ieknologi yang digunakan bank ternyata
belum memberikan perlindungan hukum yang memadal kepada

konsumen perbanian

- Tidak adanya bukii atas transaksi yang dilakukan konsumen

3eberapa produk FFT dalam prakieknya tidaik memberikan bukti
atas transkasi yang telah difakukan konsumen. Hal ini menyuiitkan
konsumen yang akan mengajukan kiaim kepada bahk pada saat
terjadi permasalahan berkaitan dnegan penggunaan EFT tersebul.

Pengaturan secara khusus tentang EFT ini di Indonesia belum ada
sehingga yang digunakan sebagai dasar adalah perjanjian yang

]

ditakukan para pihak dan Undang — Undang No. 8

Tahun 1597
tentang Dokumen Perusahaan, Dalam undang — undang ini diatur

aniara lain mengenai dokumen yang bukan kertas saja, misainya

" Ihid, hal 3%

-
o

%
<




microfiim/ media iainnya dan / hasii cetaknya yang dapat menjadi

bukii yang sah sehingga barang bukti eiektronik ini dapat dianggap

I
7

sehagat buki.”
2. Kurang berperannya pihak - pihak yang ierkaii dengan perlindungan
hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan
a. Bank Indonesia

Mengkaji dari hasil pt:ncli‘tian saiah satu kendala yang berasal dari luar
konsumen ini bersumber dari Bank Sentrai. Hal ini disebabkan upaya
periindungan hukum 'ter;tlaciap konsumen perbankan yang diiakukan Bank
Indonesia masih bérupa ketenfuan atau peraturan yang berkaitan dengan
kegiatan usaia bank , beium menjarigkau nasabah secara langsurig.

Peraturan yang berkaitan dengan  kegiatan usaha bank tersebut
sebagaimana dinyatakan dalam Pasai Z9 ayat (2) Undang — Undang No. 10
Tahun 1998 yailu menciapkan bank wajib memeiihara tingkat kesehaian bank
sesuai  dengan ketehtuan kecukupan inodal, kualitas asset, kualitas
manajemen, likuiditas, rtentabilitas, soivabilitas, dan aspek lain yang
berhubungan dengan prinsip kehati — hatian.

Pengaturan tentang prinsip kehati — hatian dari pelaksanaan pengawasan
seria pémeriksaan perbankan ini diiaksanakan karena nasabah tidak berada

dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan seria kesehatan dar

* Siamsul Arifin, Peran Hukum Menghadapi Kejahatan Elektronik Bidang perbankan, Bahan Internet
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bank scria tidak memiiiki informasi yang lengkap ientang kegiatan usaha
lembaga keuangan.'™
Sefanjuinya uniuk memberikan periindungan hukum yang secara
langsung terhadap konsumen perbankai, Bank Indonesia baru ményiapkan
peraturan yang berhubungan dengan :
- Standarisasi minimum informasi yang harus dipenuhi bank,
schingga bank daiam memberikan informasi tentang produk
— produknya wajib memberikan inforinasi yang lengkap baik
ltu teniang keiebihan maupun risiko — risiko yang akan
dihadapi konsumen.
- Standar baku penerimaan pengaduan nasabah
Setama ini dalam praktek perbankan beium ada pengaturan
vang secara "husu_s mengatur  fentang  keseragaman
penanganan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara
bank dengan nasabahnya.

R R T A

b. Lembaga periindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM].

v v P

Mengkaji dari hasil penelitian, karang berperannya LPKSM dalam
memberikan perfindungan hukum terhadap konsumen termasuk konsumen
perbankan disebabkan kurangnya lembaga tersebut dalam mensosialisasikan

dirinya. Schingga konsumen kurang mengelahui  keberadaan  lembaga

konsumen ini termasuk tugas dan peranannya.

" Qundari Arie, Op.cit, hal. 10

-
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Salah satu sebab kurang berperannya LPKSM 1imi  adalah
keterbatasan dana yang dimiiiki lembaga konsumen tersebut dalam meiakukan
kegiatan operasionainya sehingga tidak heran apabila peran lembaga
koiisuivien ini kurang “bergauig” di tengah konsumen.

Berdasar uraian tentang kendala yang berasal dari fuar konsumen diatas
maka daiam prakieknya kendala iersebui berkaitan erat dengan sikap dan
tindakan pihak — pihak yang terkait séhingga berpengarub -iangsupg kepada

pertindungarn Hukuiti bagi konsuren perparikan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1.

LFa ]

Nasabah adalah konsumen dari pelayanan Jasa yang dilakukan perbankan.
Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah ini didasarkan olch
suatu perjanjian yang secara umum berbentuk perjanjian baku . Peristiwa ini
menimbulkan hak — hak dan kewajiban—kev.vajiban bagi kedua belah pihak yang
dalam penyelenggaraannya diliputi asas khusus dan prinsip perbankan yang

terdiri dari asas kepercayaan, asas kerahasiaan serta prinsip kehati — hatian.

Perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan dalam prakteknya belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tahap pra transaksi, realita yang ada
menunjukkan bahwa konsumen belum memperolel informasi yang lengkap dan
ielas berkaitan dengan suatu produk perbankan. Sedangkan datam tahap transaksi,
kesepakatan yang terjadi antara bank dengan konsumen didasarkan pada
perjanjian baku sehingga tidak ada kesempatan negosiasi yang seimbang aniara
kedua belah pithak . Selanjutiiya daiam tahap penyelesaian permasalahian éntara
bank dengan konsumen, ternyata belum ada standar yang baku mengenai

penanganan atas permasalahan yang terjadi antara bank dengan konsumennya .

Kendala — kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen
perbankan terdiri dari kendala yang berasal dari diri konsumen itu sendiri maupun
dari luar konsumen. Kendala yang berasal dari diri konsumen ini berupa  kurang
lengkapnya informasi yang diterima konsumen , lemahnya posisi konsumen
perbankan dalam berhubungan hukum dengan bank, serta rendahya kesadaran
konsumen yang bersangkutan untuk memperjuangkan hak — haknya. Sedangkan

Kendala yaing Lerasal dan luat Konsumen dapai bedbentuk penggunaan teknologi

o
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dalam praktek perbankan yang belum memberikan perlindungan yang maksimal
kepada konsumen serta kurang berperannya lembaga atau pthak — pihak yang

terkait dalam melakukan upaya ~ upaya perlindungan hukum terhadap konsumen
perbankan

B.Saran — saran :

1. Sebagai dasar tercapainya perlindungan hukum yang p%tsti bagi konsumen

[

pengguna jasa perbankan, pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan peraturan

perundang — undangan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan
hukum terhadap konsumen perbankan.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan hanya dapat terwujud
dengan adanya partisipasi dari beberapa pihak. Untuk itu konsumen perbankan
scbaiknya lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hak — haknya
sedangkan bapgl lembaga atau pihak yang terkait lainnya scpora membentuk
lembaga mediasi untuk menangani konflik yang terjadi antara bank dengan
konsumen sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan dapgt

berjalan dengan optimal.
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